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Berdasarkan PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020

(Disajikan Dalam Rupiah)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
$ UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

URAIAN

CATT.

ANGGARAN 2021

REALISASI 2021

%

REALISASI
2020

3

4

6

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

1,300,000,000.00

1,852,694,500.00

142.51

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

1,300,000,000.00

1,852,694,500.00

142.51

PENDAPATAN TRANSFER

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus - Fisik

Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA
PERIMBANGAN

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -
LAINNYA

Dana Insentif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimewaan

Dana Desa

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH
PUSAT - LAINNYA

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil

Bantuan Keuangan

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH

TOTAL PENDAPATAN TRANSFER

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan lainnya

JUMLAH LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG
SAH

JUMLAH PENDAPATAN

1,300,000,000.00

1,852,694,500.00

142,51

BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi

Belanja Hibah

20,729,936,818.00

15,042,502,576.00

20,427,993,958.00

12,803,195,999.60

98.54

85.11




URAIAN

CATT.

ANGGARAN 2021

REALISASI 2021

%

REALISASI
2020

3

4

6

Belanja Bantuan Sosial

JUMLAH BELANJA OPERASI

35,772,439,394.00

33,231,189,957.60

92.90




URAIAN

CATT.

ANGGARAN 2021

REALISASI 2021

%

REALISASI
2020

3

4

6

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya

1,502,552,126.00
2,896,864,707.00

1,310,600,000.00

1,303,202,081.99
2,706,117,713.95

1,227,324,661.40

86.73
93.42

93.65

JUMLAH BELANJA MODAL

5,710,016,833.00

5,236,644,457.34

91.71

BELANJA TAK TERDUGA

Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA

BELANJA TRANSFER

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Desa

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa

Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada
Kabupaten/Kota

JUMLAH BELANJA TRANSFER

JUMLAH BELANJA

41,482,456,227.00

38,467,834,414.94

92.73

SURPLUS / DEFISIT

(40,182,456,227.00)

(36,615,139,914.94)

91.12

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA
Pencairan Dana Cadangan
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank

Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank

Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan Lainnya

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lainnya
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya




URAIAN

CATT.

ANGGARAN 2021

REALISASI 2021

%

REALISASI
2020

1

3

4

6

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

(40,182,456,227.00)

(36,615,139,914.94)

PEKANBARU, 24 MEI 2022
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si

Pembina Utama Madya (I1V/d)
NIP. 19630512 199303 1 006




Berdasarkan PP_No. 71 Tahun 2010

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

(Disajikan Dalam Rupiah)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

URAIAN

CATT.

ANGGARAN 2021

REALISASI 2021

SISA ANGGARAN

%

REALISASI 2020

1

3

4

5

7

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Lain-lain PAD yang sah

1,300,000,000.00

1,852,694,500.00

(552,694,500.00)

142.51

1,317,421,050.00

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

1,300,000,000.00

1,852,694,500.00

(552,694,500.00)

142.51

1,317,421,050.00

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -
Dana Penyesuaian

JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH

TOTAL PENDAPATAN TRANSFER

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan lainnya

JUMLAH LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG

JUMLAH PENDAPATAN

1,300,000,000.00

1,852,694,500.00

(552,694,500.00)

142.51

1,317,421,050.00

BELANJA

BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

20,729,936,818.00
15,042,502,576.00

20,427,993,958.00
12,803,195,999.60

301,942,860.00
2,239,306,576.40

98.54
85.11

21,104,432,378.00
6,532,276,848.00

64,548,500.00

JUMLAH BELANJA OPERASI

35,772,439,394.00

33,231,189,957.60

2,541,249,436.40

92.90

27,701,257,726.00

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya

1,502,552,126.00
2,896,864,707.00
1,310,600,000.00

1,303,202,081.99
2,706,117,713.95
1,227,324,661.40

199,350,044.01
190,746,993.05
83,275,338.60

86.73
93.42
93.65

994,618,900.00
1,653,678,840.00
248,686,680.00

JUMLAH BELANJA MODAL

5,710,016,833.00

5,236,644,457.34

473,372,375.66

91.71

2,896,984,420.00

BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA

TRANSFER
TRANSFER-BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota

JUMLAH TRANSFER-BAGI HASIL PENDAPATAN KE

TRANSFER-BANTUAN KEUANGAN
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Bantuan Keuangan ke Desa
Bantuan Keuangan Lainnya

JUMLAH TRANSFER-BANTUAN KEUANGAN

JUMLAH TRANSFER

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

41,482,456,227.00

38,467,834,414.94

3,014,621,812.06

92.73

30,598,242,146.00

SURPLUS / DEFISIT

(40,182,456,227.00)

(36,615,139,914.94)

(3,567,316,312.06)

91.12

(29,280,821,096.00)

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Pengqgunaan SiLPA
Pencairan Dana Cadangan
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen
Penerimaan Kembali Piutang TGR

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN BERSIH

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

(40,182,456,227.00)

(36,615,139,914.94)

(3,567,316,312.06)

(29,280,821,096.00)

PEKANBARU, 24 MEI 2022
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si

Pembina Utama Madya (1V/d)
NIP. 19630512 199303 1 006




Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(Disajikan dalam rupiah)

URAIAN

Catt

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Kenaikan /
Penurunan

%)

1

2

3

4=2-3

5=4/3

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahka
n

Lain-lain PAD Yang Sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya

Jumlah Pendapatan Transfer

Lain-lain Pendapatan yang Sah
Pendapatan Hibah

Dana Darurat

Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BEBAN

Beban Pegawai

Beban Persediaan
Beban Barang

Beban Jasa

Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas

Beban Barang BLUD

Beban Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga

Beban Bunga

Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial

Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Lain-lain

Jumlah Beban Operasi

Beban Trasfer Bagi Hasil Pendapatan dan Bantuan
Keuangan

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Trasfer Bagi Hasil Pendapatan Lainya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainn
ya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya -Partai Politik

Jumlah Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Bantuan
Keuangan

JUMLAH BEBAN
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

1,852,694,500.00

1,852,694,500.00

1,852,694,500.00

20,427,993,958.00
6,807,199,191.60
258,069,532.00
3,751,072,895.00
677,823,887.00
1,142,411,719.00

4,329,339,383.04

37,393,910,565.64

37,393,910,565.64
(35,541,216,065.64)

1,309,011,050.00

1,309,011,050.00

1,309,011,050.00

21,104,432,378.00
1,563,446,794.00
274,136,500.00
4,147,771,304.00
122,007,500.00
809,568,433.00

4,933,411,246.75
6,116,000.00
32,960,890,155.75

32,960,890,155.75
(31,651,879,105.75)

543,683,450.00

543,683,450.00

543,683,450.00

(676,438,420.00)
5,243,752,397.60

(16,066,968.00)

(396,698,409.00)
555,816,387.00
332,843,286.00

(604,071,863.71)
(6,116,000.00)
4,433,020,409.89

4,433,020,409.89
(3,889,336,959.89)

41.53

41.53

41.53

(3.21)
335.40
(5.86)
(9.56)
455,56
4111

(12.24)
(100.00)
13.45

13.45
12.29




URAIAN

Catt

31 Desember 2021

Kenaikan /

31 Desember 2020
Penurunan

%)

1

2

3 4=2-3

5=4/3

SURPLUS NON OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset non Lancar

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek
Surplus dari Kegiatan non Operasional Lainnya
Jumlah Surplus non Operasional

DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Penjualan Aset non Lancar

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya

Jumlah Defisit non Operasional

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa

Jumlah Pendapatan Luar Biasa
Beban Luar Biasa

Jumlah Beban Luar Biasa

Pos Luar Biasa

(35,541,216,065.64)

(31,651,879,105.75)

(3,889,336,959.89)

12.29

SURPLUS/DEFISIT LO

(35,541,216,065.64)

(31,651,879,105.75)

(3,889,336,959.89)

12.29

PEKANBARU, 24 MEI 2022
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si
Pembina Utama Madya (1V/d)
NIP. 19630512 199303 1 006




Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah)

31 DESEMBER

31 DESEMBER

URAIAN Catt 2021 2020
1 2 3 4
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 4,272.00 600,000.00
Kas di Kas Daerah 5.5.1 - -
Kas di Bendahara Penerimaan 5.5.2 - 600,000.00
Kas di Bendahara Pengeluaran 5.5.3 - -
Kas di BLUD 5.5.4 - -
Kas Dana BOS 5.5.5 - -
Kas Dana Kapitasi pada FKTP 5.5.5 - -
Kas Lainnya 5.5.5 4,272.00 -
Setara Kas 5.5.5 - -
Piutang - -
Piutang Pendapatan - -
Piutang Pajak Daerah - -
Piutang Retribusi Daerah 5.5.6 - -
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.5.7 - -
Piutang Lain-lain PAD yang Sah 5.5.8 - -
Piutang Transfer Pemerintah Pusat 5.5.9 - -
Piutang Transfer Antar Daerah - -
Piutang Lain-lain - -
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 5.5.10 - -
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang - -
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 5.5.11 - -
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 5.5.12 - -
Uang Muka 5.5.13 - -
Penyisihan Piutang 5.5.14 - -
Beban Dibayar Dimuka 5.5.15 - -
Persediaan 5.5.16 521,173,590.00 330,794,588.00
Jumlah Aset Lancar 521,177,862.00 331,394,588.00
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi Dana Bergulir Bersih - -
Dana Bergulir 5.5.17 - -
Dana Bergulir Diragukan Tertagih 5.5.18 - -
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya - -
Investasi Non Permanen Lainnya 5.5.19 - -
Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Tertagih 5.5.20 - -
Jumlah Investasi Nonpermanen - -
Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 5.5.21 - -
Investasi Permanen Lainnya 5.5.22 - -

Jumlah Investasi Permanen

Jumlah Investasi Jangka Panjang




31 DESEMBER

31 DESEMBER

URAIAN Catt 2021 2020
1 2 3 4
ASET TETAP
Tanah 5.5.23 22,662,778,000.00 21,979,698,000.00
Peralatan dan Mesin 5.5.24 77,277,129,608.01 79,022,250,517.03
Gedung dan Bangunan 5.5.25 51,116,404,765.01 33,069,043,363.26
Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.5.26 39,417,003,537.77 48,350,240,772.18
Aset Tetap Lainnya 5.5.27 3,090,750,947.37 2,617,300,947.37
Konstruksi Dalam Pengerjaan 5.5.28 2,362,426,100.00 2,362,426,100.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 5.5.29 (103,763,208,540.32) (100,064,572,649.13)
Jumlah Aset Tetap 92,163,284,417.84 87,336,387,050.71
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang 5.5.30 - -
Tagihan Penjualan Angsuran 5.5.31 - -
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 5.5.32 - -
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5.5.33 - -
Aset Tidak Berwujud 5.5.34 220,800,000.00 220,800,000.00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 5.5.35 (171,000,000.00) (171,000,000.00)
Aset Lain-lain 5.5.36 18,263,697,333.76 14,218,222,164.64
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 5.5.37 (13,170,719,228.66) (9,494,906,439.64)
Jumlah Aset Lainnya 5,142,778,105.10 4,773,115,725.00
JUMLAH ASET 97,827,240,384.94 92,440,897,363.71
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 5.5.38 - -
Pendapatan Diterima Dimuka 5.5.39 - -
Utang Belanja 5.5.40 97,190,119.00 92,663,985.00
Utang Jangka Pendek Lainnya 5.5.41 - -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 97,190,119.00 92,663,985.00
JUMLAH KEWAJIBAN 97,190,119.00 92,663,985.00
EKUITAS
EKUITAS 5.5.42 97,730,050,265.94 92,348,233,378.71

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

97,827,240,384.94

92,440,897,363.71

PEKANBARU, 24 MEI 2022
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630512 199303 1 006




Berdasarkan PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020

NERACA

(Disajikan dalam rupiah)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

URAIAN

31 DESEMBER 2021

31 DESEMBER 2020

3

ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas Dana BOS
Kas Dana Kapitasi pada FKTP
Kas Lainnya
Setara Kas

Piutang Pajak

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Antar Daerah
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan

Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Investasi kepada BUMN
Investasi kepada BUMD
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Berqulir
Dana Berqulir Diragukan Tertagih
Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Tertagih

Jumlah Investasi Non Permanen
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah
Investasi Permanen Lainnya
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Jaringan dan instalasi

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan
Jumlah Aset Tetap

DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Jumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwuijud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET

4,272.00

521,173,590.00
521,177,862.00

22,662,778,000.00
77,277,129,608.01
51,116,404,765.01
39,417,003,537.77
3,090,750,947.37
2,362,426,100.00
(103,763,208,540.32)

92,163,284,417.84

220,800,000.00
18,263,697,333.76
(171,000,000.00)
(13,170,719,228.66)
5,142,778,105.10
97,827,240,384.94

600,000.00

600,000.00

330,794,588.00
331,394,588.00

21,979,698,000.00
79,022,250,517.03
33,069,043,363.26
48,350,240,772.18
2,617,300,947.37
2,362,426,100.00
(100,064,572,649.13)

87,336,387,050.71

220,800,000.00
14,218,222,164.64
(171,000,000.00)
(9,494,906,439.64)
4,773,115,725.00
92,440,897,363.71




URAIAN

31 DESEMBER 2021

31 DESEMBER 2020

3

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Utang Pinjaman jangka Pendek
Bagian Lancar Utang Jangka Paniang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belania
Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Kewaiiban Jangka Pendek

Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskonto) Obligasi
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

97,190,119.00

97,190,119.00

97,190,119.00

97,730,050,265.94
97,730,050,265.94
97,827,240,384.94

92,663,985.00

92,663,985.00

92,663,985.00

92,348,233,378.71
92,348,233,378.71
92,440,897,363.71

PEKANBARU, 24 MEI 2022

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630512 199303 1 006




PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah)

URAIAN Catt 2021 2020
1 2 3 4
EKUITAS AWAL 5.4 92,348,233,378.71 101,156,302,336.55
SURPLUS/DEFISIT LO 5.4 (35,541,216,065.64) (31,651,879,105.75)
RK-PPKD 46,706,916,701.94 22,178,908,657.21
Jumlah Ekuitas Akhir Sebelum Dampak Kumulatif 103,513,934,015.01 91,683,331,888.01
;:n;::::MULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN 5.4 (5,783,883,749.07) 664,901,490.70
Koreksi Nilai Persediaan 54.1 - -
Lain-lain 5.4.2 (5,783,883,749.07) 664,901,490.70
Koreksi Pencatatan Aset Lancar 54.2.1 - -
Koreksi Pencatatan Penyisihan Aset Lancar 5.4.2.2 - 42,050.00
Koreksi Pencatatan Investasi 54.2.3 - -
Koreksi Pencatatan Penyisihan Investasi 5.4.2.3 - -
Koreksi Pencatatan Aset Tetap 5.4.2.3 525,000,000.00 286,800,000.00
Koreksi Pencatatan Aset Lainnya 5.4.2.4 - -
Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap 5.4.2.5 (6,308,883,749.07) 378,059,440.70
Koreksi Pencatatan Amortisasi Aset Lainnya 5.4.2.6 - -
Koreksi Pencatatan Kewajiban 5.4.2.7 - -
Koreksi Lain-lain
EKUITAS AKHIR 5.4 97,730,050,265.94 92,348,233,378.71

PEKANBARU, 24 MEI 2022

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630512 199303 1 006
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Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel, maka telah ditetapkan peraturan serta sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan
subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan elemen pemerintahan daerah
yang telah diberi kewenangan mengelola anggaran dan barang milik daerah. Dengan
demikian diwajibkan mengelola keuangannya sesuai aturan, sistem dan prosedur yang
telah ditetapkan dengan baik. Penatausahaan keuangan pada Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) merupakan subsistem dari Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan
demikian tujuan penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dimaksud agar dapat dinilai anggaran dan kinerja dari masing-masing OPD serta
penyelenggaran pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik agar dapat dinilai
atau diukur. Pengelolaan anggaran OPD yang baik akan berpengaruh pada peningkatan
profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah yang akan
berdampak pula pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun Anggaran
2021 ini disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan
akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good
governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan
informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang
memadai.

Laporan Keuangan ini disusun dan disampaikan kepada Gubernur Riau sebagai
pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021 yang mana telah diselenggarakan
berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern yang

memadai, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

¢. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang penerapan
Standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

k.  Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 6 Tahun 2016 tentang Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Riau;

l. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 5);

m. Peraturan Gubernur Riau No. 41 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntasi
Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual;

n. Peraturan Gubernur Riau No. 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Gubernur Riau no. 55 Tahun 2010 Tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau

0. Peraturan Gubernur Riau Nomor Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Riau No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau

p. Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 75);

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang berasal dari dana APBD Tahun
Anggaran 2021. Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prognosis 6
(enam) bulan berikutnya, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan

Catatan Atas Laporan Keuangan, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab.1 Pendahuluan
Memuat maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, landasan
hukum penyusunan Laporan Keuangan, dan sistematika penulisan Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK)

Bab. 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
Memuat gambaran Ekonomi Makro terkait pembangunan kelautan dan
perikanan di Provinsi Riau, kebijakan keuangan yang berlaku pada

Pemerintah Provinsi Riau
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Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bab. 3

Bab. 4

Bab. 5

Bab. 6

Bab. 7

Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Riau yang terdiri dari ikhtisar realisasi pencapaian target
kinerja keuangan serta hambatan atau kendala yang dihadapi.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang menjadi dasar pelLaporan Keuangan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yaitu entitas akuntansi/ entitas
pelaporan keuangan, basis akuntansi dan basis pengukuran yang
mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan
serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
dalam standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau.

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Laporan Keuangan Dinas
Kelautan dan Perikanan, yaitu rincian dan penjelasan masing-masing pos
peLaporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang
terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Penjelasan Atas Informasi — informasi Non Keuangan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, seperti domisili dan bentuk
hukum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, penjelasan mengenai
sifat operasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

Penutup
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Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB 2
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Provinsi Riau memiliki keunggulan komparatif karena letaknya yang strategis.
Pertama, Provinsi Riau dekat dengan negara-negara ASEAN, terutama Singapore,
Malaysia dan Thailand. Kedua, Provinsi Riau terletak dirute perdagangan dan pelayaran
internasional di Asia-Pacifik. Ketiga, lokasi Provinsi Riau dekat dengan Singapore yang
merupakan salah satu pusat perdagangan dunia. Keempat, Provinsi Riau terletak di
tengah Pulau Sumatera, dilewati lintas Barat dan lintas Timur.

Selain letaknya yang strategis, Provinsi Riau selama ini dikenal sebagai provinsi
yang kaya dengan sumberdaya alam. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki
Provinsi Riau adalah sumberdaya perikanan baik darat (air tawar) maupun laut. Arah
Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Provinsi Riau 2019 - 2024 pada tahun 2021
yaitu Memantapkan Pengembangan Industri, Pertanian, Pariwisata Yang Mendorong
Perdagangan Dan Jasa Untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi. Prioritas
Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 dengan tema: Mempercepat
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial melalui Pemantapan Industri, Pertanian,
Pariwisata yang mendorong Perdagangan dan Jasa.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (y on y) Triwulan III Tahun 2021 sebesar
4,10%, kalau dibandingkan dengan triwulan II 2021 (g to q) meningkat 4,59%, lebih
baik dari Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1,55% (g-to-q). Pertumbuhan PRDRB Riau
meningkat 5,84% dari -1,74 pada tahun 2020 menjadi 4,10% pada tahun 2021 untuk
triwulan III.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau (y on y) berdasarkan lapangan usaha yang
mengalami pertumbuhan signifikan: Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 16,34% dan
Jasa Perusahaan 15,96%, Industri Pengolahan 5,41%, Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan 8,43% serta Lapangan Usaha lainnya 12,85 %, meliputi: Pengadaan Listrik
dan Gas 7,60%; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,05%.

Perekonomian Riau masih didominasi (93,78%) oleh 5 (lima) Lapangan Usaha,
yaitu: 1) Industri Pengolahan 27,91%; 2) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
27,20%; 3) Pertambangan dan Penggalian 20,12%; 4) Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,63%; dan 5) Konstruksi 8,92%.
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Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Gambar 2.1. PDRB Provinsi Riau Triwulan III Tahun 2021

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
TRIWULAN 111-2021

Y-ON-Y Q-TO-Q C-TO-C PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) HARGA BERLAKU :
3,51% | 1,55% | 3,24% | Rp4.325,4 Triliun ;ﬁ

PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) 2019-2021 (Y-ON-Y)

(persen)

7,07
2,97 3,51
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PERTUMBUHAN EKONOMI RIAU
TRIWULAN 111-2021

3,19% | 4,10% | 4,59

PERTUMBUHAN PDRB RIAU 2019-2021

(persen)

2,98 2,84 2,77

Sumber: Refleksi Akhir Tahun 2021 Pembangunan Provinsi Riau
Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau
terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa. Kontribusi PDRB Provinsi Riau terhadap total PDRB
seluruh provinsi di Indonesia sebesar 4,62 persen. PDRB tanpa Migas Provinsi Riau
Tahun 2020 sebesar Rp624,87 triliun (ADHB) dan Rp422,79 triliun (ADHK). Sedangkan
PDRB Provinsi Riau Tahun 2019 sebesar Rp602,69 triliun (ADHB) dan Rp423,63 triliun
(ADHK) dapat dilihat pada gambar 2 berikut
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Pemerintah Provinsi Riau
A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Gambar 2.2. Provinsi dengan PDRB Terbesar Se-Indonesia Tahun 2020

6 Provinsi dengan PDRB Terbesar Se-Indonesia Distribusi PDRB ADHB Menurut Provinsi Tahun
Tahun 2020 2020
3.000 2772
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g o0 . Riau
DKI Jawa Jawa  Jawa Sumatera Riau
Jakarta Timur Barat Tengah Utara 4,62

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2021

Gambar 2.3. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi-Provinsi di
Pulau Sumatra Tahun 2020

Perbandingan Laju Perfumbuhan PDRB
Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2020

Kep.
Kepulauan Bangka Sumatera Sumatera Sumatera
Riau Belitung Lampung Barat Riau Utara Jambi Aceh Selatan Bengkulu

B W o7 o0
-0,46 -0,37

-1,07
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1,67 -1,60

-3,80

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2021
Berdasarkan Struktur PRDB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Triwulan IV Tahun 2020, Perekonomian Provinsi Riau triwulan IV Tahun 2020 turun
1,47 persen jika dibanding triwulan IV tahun 2019 dimana pertumbuhan tertinggi ada
pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial (12,20 persen), informasi dan komunikasi
(10,47 persen), Pengadaan Listrik dan Gas (8,19 persen) dengan distribusi terbesar
pada Industri Pengolahan (28,30 persen), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (26,63
persen) dan Pertambangan dan Penggalian (17,30 persen), dapat dilihat pada gambar
4 berikut:
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Pemerintah Provinsi Riau

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Gambar 2.4. Struktur PRDB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut
Lapangan Usaha Triwulan IV — 2021

PERTUMBUHAN PDB MENURUT LAPANGAN USAHA PERTUMBUHAN PDB MENURUT PENGELUARAN
(Y-ON-Y) (persen) (Y-ON-Y) (persen)
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Sumber: Refleksi Akhir Tahun 2021 Pembangunan Provinsi Riau
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau tahun 2021 meningkat sebesar
0,58% dibandingkan tahun 2020. IPM Provinsi Riau Tahun 2021 sebesar 72,94 lebih
baik dibandingkan dengan IPM Nasional sebesar 72,29.
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Pemerintah Provinsi Riau
A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Gambar 2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau tahun

2021 2021
_____________________________________________________________________________________________________ -
: ’ é Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
O] | M A ,,..‘Mm Tahun 2011 2021
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Sedang (60 =< IPM < 70) Tinggi (70 < IPM < 80) Sangat Tinggi (IPM = 80)

Sumber: Refleksi Akhir Tahun 2021 Pembangunan Provinsi Riau.
Tingkat kemiskinan cenderung menurun dari 2015-2021, namun masih di atas

5%. Tingkat kemiskinan meningkat sebesar 0,08% dari 7,04% pada September 2020
menjadi 7,02% pada Maret 2021.
Gambar 2.6. Tingkat kemiskinan Provinsi Riau tahun 2021

Tingkat Kemiskinan Provinsi Riau
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Sumber: Refleksi Akhir Tahun 2021 Pembangunan Provinsi Riau

Jumlah pengangguran tahun 2020 mencapai 6,32%, hal ini disebabkan adanya
pandemi Covid-19, yang berakibat banyak lapangan kerja yang mengurangi kapasitas
pekerja, namun mulai menurun menjadi 4,96% pada Februari 2021 dan 4,42% pada
Agustus 2021.
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Gambar 2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021
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Sumber: Refleksi Akhir Tahun 2021 Pembangunan Provinsi Riau

Sub sektor kelautan dan perikanan ini terus ditumbuh kembangkan dengan
sasaran pembangunan diantaranya: konsumsi ikan dalam negeri, memperoleh devisa
dengan cara ekspor hasil tangkapan, menyediakan bahan baku perikanan,
kesejahteraan nelayan dan menyerap tenaga kerja. Berkembangnya sub sektor ini
berdampak pada peningkatan perekonomian daerah bersumber dari pertumbuhan
ekonomi Provinsi Riau terbesar tahun 2020 kontribusi perikanan Riau terhadap ekspor
perikanan nasional sebesar 0.2 % pada tahun 2020.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana
pembangunan diserahkan tugas dan tanggungjawab menunjang penyelenggaraan
otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kelautan
dan perikanan. Visi, misi, strategi, dan program serta tugas pokok dan fungsi Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah diselaraskan dengan kebijakan umum
Pemerintah Provinsi Riau yaitu terwujudnya perikanan dan kelautan Riau yang tangguh
serta lestari tahun 2021.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan ketahanan pangan

melalui Pengembangan Perikanan Budidaya Laut,Payau dan Air Tawar, Pengembangan
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Hasil Olahan Perikanan, Penangkapan ramah lingkungan dan berkelanjutan dan
Pengembangan SD Kelautan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Strategi yang dilakukan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Riau adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan produksi perikanan
2. Meningkatnya kawasan perairan umum daratan dan laut yang lestari
3. Meningkatkan mutu pengolahan serta pemasaran hasil perikanan
4 Meningkatnya restrukturisasi armada modern dan alat penangkapan ikan yang

rama lingkungan

ul

Pengembangan dan fasilitasi usaha produk olahan
6. Meningkatkan tatakelola serta pemantauan, pengendalian dan pengawas sumber
daya perikanan dan kelautan
7. Meningkatkan pakan dan kesehatan ikan
8. Meningkatkan pelabuhan perikanan yang beroperasi
Pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
terjadinya perubahan asumsi makro, yang membawa dampak terhadap peningkatan
atau penurunan. Sejak bulan Maret 2020 ketika kasus COVID-19 pertama ditemukan,
kasus baru terus bermunculan dengan kecenderungan meningkat. Begitupun dengan
grafik total kasus yang terus meningkat tajam, menandakan bahwa COVID-19 masih
merajalela, bahkan situasinya semakin memburuk. Tahun 2021 berbagai perubahan
yang diakomodir didasarkan pada berbagai pertimbangan sebagai berikut:
1.  Perubahan yang disebabkan adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan
luar biasa, dan Perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
2. Mengakomodir Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN
Tahun Anggaran 2021
Mengakomodir pergeseran III APBD Tahun 2021.
Event-event yang telah lewat pelaksanaannya.
Kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan.
Kegiatan-kegiatan yang sifathya mengumpulkan orang banyak.
Upaya optimalisasi dan efisiensi penggunaan anggaran.

Memperhatikan sisa waktu pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2021.

w ® N o v W

Jenis Belanja yang tidak mendukung pencapaian output
10. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan TW.II Tahun
2021.
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11. Perbaikan maupun penyempurnaan lainnya.

Wilayah pesisir dan laut di Provinsi Riau yang luas beserta kekayaan alamnya
memiliki berbagai fungsi penting sebagai penyangga kehidupan dan untuk
dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Riau guna mewujudkan kesejahteraan
hidupnya, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Sumberdaya laut
wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Provinsi Riau menyimpan potensi untuk
tumpuan masa depan. Baik sumber daya alam hayati termasuk ikan, terumbu karang,
mangrove, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumber daya non hayati seperti
minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan
kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis kelautan seperti perikanan,
pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, industri mineral dan bioteknologi. Kawasan
peruntukan perikanan terdiri atas perikanan tangkap dan budidaya perikanan, yakni:

1.  Kawasan peruntukan perikanan tangkap direncanakan untuk berlokasi:

a. Kabupaten Bengkalis yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Rupat

dengan potensi perikanan dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting;

b.  Kabupaten Rokan Hilir yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Jemur
dengan potensi perikanan dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting;

c. Kabupaten Indragiri Hilir (perairan Indragiri Hilir) dengan potensi perikanan
dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting.

d. Kota Dumai yaitu di tepi pantai timur Pulau Sumatera dengan potensi
perikanan kerapu, kakap putih, kepiting, rajungan, bawal dan udang.

e. Kabupaten Kepulauan Meranti dengan wilayah perbatasan dengan negara
tetangga Malaysia dan Singapura sebagai gerbang lintas batas negara.

f.  Kabupaten Pelalawan vyaitu terletak dibagian timur Riau daratan yang
termasuk dalam wilayah pengelolaan perairan.

g. Kabupaten Siak memiliki potensi perikanan tangkap laut dan perairan umum
daratan, ikan yang tersebar di perairan adalah jenis ikan pelagis kecil.

2.  Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri atas:

a. Budidaya perikanan darat tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota.
Mayoritas kawasan ini terdapat di sepanjang aliran sungai dan anak-anak
sungai : Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten
Indragiri Hulu dan Kota Pekanbaru.

b. Budidaya perikanan laut diantaranya dikembangkan di Kabupaten Bengkalis,
di pesisir dan perairan laut dangkal sekitar Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.
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Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi, dan
Pulau Rangsang. Di Kabupaten Rokan Hilir, di pesisir dan perairan laut
dangkal Selat Malaka.

Evaluasi kinerja program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Tahun Anggaran 2021, diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat

dijabarkan sebagai berikut:

1.

Jumlah produksi perikanan dan kelautan (ton) Target 276.536,31 Ton terealisasi
242.382,54 ton dengan persentase tingkat capaian 87,65 %.

NTN (Nilai Tukar Nelayan) target 110,00 terealisasi 103,91 dengan persentase
tingkat capaian 94,46%. NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) target 110,00
terealisasi 96,74 dengan persentase tingkat capaian 87,95%. Nilai Tukar Usaha
Perikanan (NTUP) target 110,00 terealisasi 103,99 dengan persentase tingkat
capaian 94,54%.

Persentase Menurunnya IUU Fishing (Ilegal Unreported and Unregulated), yang
diukur dari Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum (Pelaku Usaha yang Taat
Hukum) target 84, terealisasi 75,92 dengan persentase tingkat capaian 90,38%,
dan diukur dari Persentase Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
target 16, teralisasi 15 dengan persentase tingkat capaian 93,75%.

Capaian prioritas pembangunan perikanan tahun 2021 yaitu produksi perikanan

sebesar 242.882,54 ton terjadi penurunan dibanding tahun 2020 yaitu (276.536 ton
tahun 2020). Hal ini disebabkan oleh sebagai beriku:

1. Akibat dampak pandemi Pelaku pembudidaya ikan tidak optimal dikarenakan daya
beli menurun

2. Telah dilakukan koordinasi dengan karantina ikan (BKIPM) untuk terobosan ekspor
ikan

3. Tetap melakukan pembinaan CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik)
Peningkatan produksi perikanan dan kelautan didukung oleh kegiatan sebagai

berikut:

1. Perikanan Tangkap melalui kegiatan:

a. Pengadaan Kapal Fiber 1 GT, 51 unit

b.  Mesin Kapal Penangkap Ikan 10 unit

c. Bantuan re-stocking ikan 266.972 ekor

d. Sertifikasi Hak Atas Tanah Tanah (SeHAT) Nelayan 4.351 sertifikat.
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2. Perikanan Budidaya melalui kegiatan:
a. Keramba Jaring Apung (HDPE) 140 kantong untuk 11 pokdakan di Kep.

Meranti

i

Keranjang panen 10 Unit

Obat-obatan (Premix Aquavita 75 pcs dan Biofit aquatic 80 pcs )
Produksi udang vaname 14 ton

Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari)3 unit

Bioflok 3 unit

Bantuan Sarana ABT 2 unit

e ™o a0

Escavator 1 unit

Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB) 84 sertifikat pada 84 pembudidaya
j. Bantuan benih kakap putih 238.540 ekor untuk 13 kelompok.

k.  Bantuan benih untuk masyarakat 317.000 ekor

3. Bibit mangrove sebanyak 14.876 batang untuk Kelompok Masyarakat Konservasi
Lingkungan Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kab Bengkalis.
4. Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sebanyak 34 SKP, 15

rekomendasi.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melaksanakan penatausahaan
keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 5) dan Peraturan Gubernur No 65 tahun 2018
tentang Standar Biaya Pemerintah Provinsi Riau. Pada APBD Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2021 target pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebesar
Rp1,300,000,000.00 dan jumlah belanja sebesar Rp42,390,858,066.00.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
Pengukuran Kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan
kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas yang memiliki makna ganda yaitu
pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi. Untuk itu sebelum melaksanakan evaluasi
kinerja terlebih dulu dilakukan pengukuran yang mencakup penetapan indikator kinerja
dan penetapan capaian indikator yang digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan
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tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Riau dalam rangka
mewujudkan Visi dan Misinya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian indikator
kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan
realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan
realisasi kinerja (performance result) yang dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan
Propinsi Riau, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang.

Indikator kinerja Input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah.
Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari
suatu kegiatan. Begitu pula indikator outcome, bervariasi tergantung dari output yang
dihasilkan.

Dalam rencana kerja tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
menetapkan 17 (tujuh belas) program yang didukung oleh 39 (tiga puluh sembilan)
kegiatan yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan total anggaran

Rp24.357.724.268,00 yang didukung dengan kegiatan:

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran

Rp20.729.936.818,00 ;

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan

anggaran Rp47.188.000,00;

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran

Rp760.997.553,00;
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah dengan anggaran Rp128.643.245,00 ;

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan

anggaran Rp2.387.867.392,00 ;

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah dengan anggaran Rp303.091.260,00 .
b. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan total
anggaran Rp367.530.005,00 yang didukung dengan kegiatan:

- Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan

Gas Bumi dengan anggaran Rp367.530.005,00;
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Program  Pengelolaan  Perikanan Tangkap dengan total anggaran

Rp3.754.222.221,00 yang didukung dengan kegiatan:

- Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12
Mil dengan anggaran Rp2.970.588.818,00;

- Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran
Rp693.382.368,00 .

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan
Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT dengan anggaran
Rp90.251.035,00 ;

Program  Pengelolaan  Perikanan Budidaya dengan total anggaran

Rp2.681.471.008,00 yang didukung dengan kegiatan:

- Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dengan anggaran
Rp2.681.471.008,00;

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT. Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah I dengan total anggaran

Rp291.853.038,00 yang didukung dengan kegiatan:

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp
8,132,568.00

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran
Rp102.624.808,00;

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan
anggaran Rp107,376,720.00;

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dengan anggaran Rp73,718,942.00

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada UPT.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah I dengan total

anggaran Rp171.422.400,00 yang didukung dengan kegiatan:

- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan
12 Mil dengan anggaran Rp171.422.400,00.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT. Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah II dengan total anggaran

Rp328.667.374,00 yang didukung dengan kegiatan:
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- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran
Rp9,945,652.00.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran
Rp143.142.130,00;

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan
anggaran Rp118,717,632.00;

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dengan anggaran Rp56.861.960,00.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada UPT.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah II dengan total

anggaran Rp41.251.000,00 yang didukung dengan kegiatan:

- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan
12 Mil dengan anggaran Rp41.251.000,00.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT. Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah III dengan total anggaran

Rp247.060.625,00 yang didukung dengan kegiatan:

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran
Rp10,164,011.00.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran
Rp85.577.446,00;

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dengan anggaran Rp35,588,000.00;

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan
anggaran Rp104,481,168;

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dengan anggaran Rp 11,250,000;

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada UPT.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah III dengan total

anggaran Rp322.246.000,00 yang didukung dengan kegiatan:

- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan
12 Mil dengan anggaran Rp322.246.000,00.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT. Budidaya

Perikanan dengan total anggaran Rp623.122.632,00 yang didukung dengan

kegiatan:
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- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran
Rp18,210,432.00.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran
Rp130.841.999,00;

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan
anggaran Rp 430,243,728;

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dengan anggaran Rp43.826.473,00;

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada UPT. Budidaya Perikanan dengan

total anggaran Rp4.011.061.547,00 yang didukung dengan kegiatan:

- Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air
Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih efisien apabila dilakukan
oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Darat
Kebupaten/Kota dengan anggaran Rp4.011.061.547,00.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT. Penerapan

Mutu Hasil Perikanan dengan total anggaran Rp260,117,088.00 yang didukung

dengan kegiatan:

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan
anggaran Rp260,117,088;

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada UPT. Penerapan Mutu

Hasil Perikanan dengan total anggaran Rp326.479.198,00 yang didukung dengan

kegiatan:

- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan anggaran
Rp326.479.198,00;

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT. Pelabuhan

Perikanan dengan total anggaran Rp696.709.928,00 yang didukung dengan

kegiatan:

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran
Rp.47,696,784.00;

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan
anggaran Rp649.013.144,00;
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p. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada UPT. Pelabuhan Perikanan dengan
total anggaran Rp3,001,517,895.00 yang didukung dengan kegiatan:
- Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan

Perikanan Provinsi dengan anggaran Rp3,001,517,895.00.
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BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan serta memperhatikan kondisi
ekonomi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau secara umum, pencapaian kinerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau selama Tahun Anggaran 2021 per 31

Desember 2021 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Anggaran Realisasi Sisa Anggaran (Rp)
No Uraian %
Rp Rp Rp
1 2 3 4 5=3-4 6
PENDAPATAN
1 Pendapatan Asli Daerah 1.300.000.000,00 1.852.694.500,00 552.694.500,00 142,51
JUMLAH
PENDAPATAN (I) 1.300.000.000,00 1.852.694.500,00 552.694.500,00 | 142,51
II BELANJA
1 Belanja Operasi 35.772.439.394,00 33.231.189.957,60 - 2.541.249.436,40 92,90
2 Belanja Modal 5.710.016.833,00 5.236.644.457,34 - 473.372.375,66 91,71
JUMLAH BELANJA (II) 41.482.456.227,00 38.467.834.414,94 | - 3.014.621.812,06 | 92,73
I SURPLUS/(DEFISIT)
(I-1II) (40.182.456.227,00) (36.615.139.914,94) (3.567.316.312,06) 8,88

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama Tahun Anggaran 2021, Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mengalami defisit sebesar (36.615.139.914,94)
karena realisasi pendapatan sebesar Rp1.852.694.500,00 lebih kecil dibandingkan
dengan realisasi belanja yang mencapai Rp38.467.834.414,94.

a) Pendapatan

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Provinsi Riau, telah
diupayakan dana secara maksimal lewat usaha peningkatan Pendapatan, khususnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD), berupa Retribusi Daerah yang menjadi tanggung jawab
pengelolaan masing-masing SKPD. Realisasi pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau sebesar pada Tahun 2021 sebesar Rp1.852.694.500,00 .00 atau 142.51%
dari yang dianggarkan sebesar Rp1,300,000,000.00.

Realisasi pendapatan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Riau tersebut adalah yang bersumber dari Retribusi Daerah berupa
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan realisasi sebesar Rp426.768.000,00,

Retribusi  Penjualan  Produksi Usaha Daerah dengan realisasi sebesar
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Rp1.319.583.200,00 dan Retribusi Izin Usaha Perikanan dengan realisasi sebesar
Rp106.343.300,00 dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dengan realisasi sebesar
Rp.0,00 karena peraturan terkait Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan belum tercantum
di dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tentang Retribusi.

Realisasi pendapatan daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau pada
Tahun Anggaran 2021 Rp1.852.694.500,00 Ilebih tinggi dibandingkan realisasi
pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 senilai Rp1.317.421.050,00. Hai ini
disebabkan oleh optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dan pendapatan daerah
seperti peningkatan pelayanan laboratorium dan pelabuhan, penjualan es balok, ikan /
udang, perizinan. Perbandingan realisasi PAD TA 2021 dan 2020 disajikan dalam Tabel

1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Perbandingan Realisasi PAD TA 2021 dan 2020
Realisasi PAD (Rp.) Naik / Turun)
Uraian PAD
Tahun 2021 Tahun 2020 Rp %
1. Retribusi Pemakaian 426.768.000,00 120.325.000,00 306.443.000,00 254,68
Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan
3. Retribusi Penjualan 1.319.583.200,00 1.086.071.500,00 233.511.700,00 21,501
Produksi Usaha Daerah
4, Retribusi Izin Usaha 106.343.30( 111.024.550,00
Perikanan
Jumlah 1.852.694.500,00 1.317.421.050,00 535.273.450,00 40,63

b) Belanja

Sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan di bidang pengeluaran,
pengendalian pengeluaran yang dilakukan selain melaksanakan efisiensi juga mencegah
terjadinya kebocoran-kebocoran serta pemborosan-pemborosan dalam segala sektor
pengeluaran melalui pengawasan preventif secara proaktif sehingga seluruh
pengeluaran akan mempunyai arti dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk
kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau serta dapat dipertanggungjawabkan secara
nyata baik secara fisik maupun non-fisik.

Realisasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun Anggaran
2021 adalah sebesar Rp38.467.834.414,94 atau 92.73% dari jumlah yang dianggarkan
sebesar Rp41.482.456.227,00 dengan sisa anggaran Rp3.014.621.812,06 atau 7.27%.
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Realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 lebih tinggi dibandingkan realisasi belanja

Tahun Anggaran 2020 senilai Rp30.598.242.146,00.

Secara keseluruhan pencapaian realisasi belanja selama Tahun Anggaran 2021
dapat diuraikan sebagai berikut:

o Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 33.231.189.957,60 atau 92.90% dari jumlah
yang dianggarkan sebesar Rp35.772.439.394,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp2.541.249.436,40.

o Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 5.236.644.457,34 atau 91.71% dari jumlah
yang dianggarkan sebesar Rp5.710.016.833,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp473.372.375,66.

c) Surplus/Defisit

Selama Tahun Anggaran 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
mengalami defisit sebesar (36.615.139.914,94) atau 8.88% karena realisasi
pendapatan sebesar Rp1.852.694.500,00 lebih kecil dibandingkan dengan realisasi
belanja yang mencapai Rp 38.467.834.414,94.

Pencapaian target keuangan Tahun Anggaran 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau, dapat dilihat dari penjabaran realisasi seluruh kegiatan pada Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terhitung tanggal 1 Januari - 31 Desember 2021.

Pencapaian target keuangan dapat dijabarkan pada program dan kegiatan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebagai berikut:

3.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Realisasi belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi per
31 Desember 2021 sebesar Rp23.905.883.107,00 atau 98.14% dari jumlah
yang dianggarkan sebesar Rp24.357.724.268,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp451.841.161,00 atau 7.42% dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi
belanja sebesar Rp 20.427.993.958,00 atau 98.54% dari anggaran yang
tersedia Rp20.729.936.818,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp301.942.860,00 atau 1.46%.

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan
realisasi belanja sebesar Rp45.871.725,00 atau 97.21% dari anggaran
yang tersedia Rp47.188.000,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp1.316.275,00 atau 2.79%.
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Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi belanja
sebesar Rp755.971.162,00 atau 99.34% dari anggaran yang tersedia
Rp760.997.553,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp646,656,548.00 atau
0.66%;

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah dengan realisasi belanja sebesar Rp124.427.000,00 atau 96.72%
dari anggaran Rp128.643.245,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp4.216.245,00 atau 3.28%;

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan realisasi belanja sebesar Rp2.260.002.685,00 atau 94.65% dari
anggaran Rp2.387.867.392,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp127.864.707,00 atau 5.35%;

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan realisasi belanja sebesar Rp291.616.577,00
atau 96.21% dari anggaran Rp303.091.260,00 dengan sisa anggaran
sebesar Rp11.474.683,00 atau 3.79%.

3.1.2. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

3.1.3.

Realisasi belanja Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
per 31 Desember 2021 sebesar Rp348.260.400,00 atau 94.76% dari jumlah
yang dianggarkan sebesar Rp367.530.005,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp19.269.605,00 atau 5.24% yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengasn 12 Mil di Luar Minyak
dan Gas Bumi dengan realisasi belanja sebesar Rp348.260.400,00 atau
94.76% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp367.530.005,00 dengan
sisa anggaran sebesar Rp19.269.605,00 atau 5.24%.

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Realisasi belanja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap per 31 Desember
2021 sebesar Rp3.021.186.020,60 atau 80.47% dari jumlah yang dianggarkan
sebesar Rp3.754.222.221,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp733.036.200,40
atau 19.53% yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan
12 Mil dengan realisasi belanja sebesar Rp 2.286.645.315,60 atau 76.98%
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3.1.4.

3.1.5.

dari anggaran Rp2.970.588.818,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp
683.943.502,40 atau 23.02%;

- Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan realisasi belanja
sebesar Rp 672.894.888,00 atau 97.05% dari anggaran Rp693.382.368,00
dengan sisa anggaran sebesar Rp 20.487.480,00 atau 2.95%.

- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan
Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT dengan realisasi belanja
sebesar Rp 61.645.817,00 atau 68.30% dari anggaran Rp90.251.035,00
dengan sisa anggaran sebesar Rp28.605.218,00 atau 31.70%;

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Realisasi belanja Program Perikanan Budidaya per 31 Desember 2021 sebesar
Rp1.572.442.199,00 atau 58.64% dari jumlah yang dianggarkan sebesar
Rp2.681.471.008,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.109.028.809,00 atau
41.36% yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dengan realisasi
belanja sebesar Rp1.572.442.199,00 atau 58.64% dari jumlah yang
dianggarkan sebesar Rp2.681.471.008,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp 1.109.028.809,00 atau 41.36%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT.
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah I
Realisasi belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
pada UPT. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah I per
31 Desember 2021 sebesar Rp265.694.466,00 atau 91.04% dari jumlah yang
dianggarkan sebesar Rp291.853.038,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp26.158.572,00 atau 8.96% yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi
belanja sebesar Rp6,075,000.00 atau 74.70.00% dari anggaran
Rp8,132,568.00 dengan sisa anggaran sebesar dengan sisa anggaran
sebesar Rp2,057,568.00 atau 25.30%.
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3.1.6.

3.1.7.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi belanja
sebesar Rp 80.716.276,00 atau 78.65% dari anggaran Rp102.624.808,00
dengan sisa anggaran sebesar Rp 21.908.532,00 atau 21.35%;

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan realisasi belanja sebesar Rp107.232.540,00 atau 99.87% dari
anggaran Rp107,376,720.00 dengan sisa anggaran sebesar Rp144.180,00
atau 0.13%;

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan realisasi belanja sebesar Rp 71.670.650,00
atau 97.22% dari anggaran Rp73,718,942.00 dengan sisa anggaran
sebesar Rp2.048.292,00 atau 2.78%.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada UPT.
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah I

Realisasi belanja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
pada UPT. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah I per 31
Desember 2021 sebesar Rp135.388.400,00 atau 78.98% dari jumlah yang
dianggarkan sebesar Rp171.422.400,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp
36.034.000,00 atau 21.02% yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai
dengan 12 Mil dengan realisasi belanja sebesar Rp135.388.400,00 atau
78.98% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp171.422.400,00 dengan
sisa anggaran sebesar Rp 36.034.000,00 atau 21.02%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT.
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah II
Realisasi belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
pada UPT. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah II per 31
Desember 2021 sebesar Rp302.785.689,0atau 92.13% dari jumlah yang
dianggarkan sebesar Rp328.667.374,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp25.881.685,00 atau 7.87% yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi
belanja sebesar Rp9,909,000.00 atau 99.63% dari jumlah yang
dianggarkan sebesar Rp9,945,652.00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp36,652.00 atau 0.37%;
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3.1.8.

3.1.9.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi belanja
sebesar Rp130.972.842,00 atau 91.50% dari jumlah yang dianggarkan
sebesar  Rp143.142.130,00 dengan sisa anggaran  sebesar
Rp12.169.288,00 atau 8.50%;

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan realisasi belanja sebesar sebesar Rp 118.558.224,00 atau 99.87%
dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp118,717,632.00 dengan sisa
anggaran sebesar Rp 159.408,00 atau 0.13%;

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan realisasi belanja sebesar Rp43.345.623,00
atau 76.23% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp56,861,960.00
dengan sisa anggaran sebesar Rp13.516.337,00 atau 23.77%.

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada UPT.
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah II
Realisasi belanja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
pada UPT. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah II per
31 Desember 2021 sebesar Rp34.415.000,00 atau 83.43% dari jumlah yang
dianggarkan sebesar Rp41.251.000,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp6.836.000,00 atau 16.57% yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
- Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai
dengan 12 Mil dengan realisasi belanja sebesar Rp 34.415.000,00 atau
83.43% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp41.251.000,00 dengan
sisa anggaran sebesar Rp 6.836.000,00 atau 16.57%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT.
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah III
Realisasi belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
pada UPT. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah III per
31 Desember 2021 sebesar Rp232.582.579,00 atau 94.14% dari jumlah yang
dianggarkan sebesar Rp247.060.625,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp 14.478.046,00 atau 5.86% yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi
belanja sebesar Rp10.163.024,0 atau 99.99% dari jumlah yang
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dianggarkan sebesar Rp10,164,011.00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp987.00 atau 0.01%;

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi belanja
sebesar Rp71.260.975,00 atau 83.27% dari jumlah yang dianggarkan
sebesar Rp85.577.446,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp14.316.471,00
atau 16.73%;

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dengan realisasi belanja sebesar Rp 35.567.704,00 atau 99.94%
dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp35,588,000.00 dengan sisa
anggaran sebesar Rp20,296.00 atau 0.06%;

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan realisasi belanja sebesar Rp104.340.876,00 atau 99.87% dari
jumlah yang dianggarkan sebesar Rp104,481,168.00 dengan sisa
anggaran sebesar Rp140.292,00 atau 0.13%;

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan realisasi belanja sebesar Rp11,250,000.00
atau 0.00% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp11,250,000.00

dengan sisa anggaran sebesar Rp0.00 atau 0.00%.

3.1.10. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada UPT.

3.1.11.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah III

Realisasi belanja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

pada UPT. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah III per
31 Desember 2021 sebesar Rp291.160.000,00 atau 90.35% dari jumlah yang
dianggarkan sebesar Rp322.246.000,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp31.086.000,00 atau 9.65% yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai
dengan 12 Mil dengan realisasi belanja sebesar Rp291.160.000,00 atau
90.35% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp322.246.000,00 dengan
sisa anggaran sebesar Rp31.086.000,00 atau 9.65%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT. Budidaya

Perikanan
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Realisasi belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

pada UPT. Budidaya Perikanan per 31 Desember 2021 sebesar

Rp620.765.426,00 atau 99.62% dari jumlah yang dianggarkan sebesar

Rp623.122.632,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp2.357.206,00 atau 0.38%

yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi
belanja sebesar Rp16.920.000,00 atau 92.91% dari jumlah yang
dianggarkan sebesar Rp18,210,432.00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp1.290.432,00atau 7.09%;.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi belanja
sebesar Rp130.380.700,00 atau 99.65% dari jumlah yang dianggarkan
sebesar Rp130.841.999,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp461.299,00
atau 0.35%;

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan realisasi belanja sebesar Rp429.653.076,00 atau 99.86% dari
jumlah yang dianggarkan sebesar Rp430,243,728 dengan sisa anggaran
sebesar Rp590.652,00 atau 0.14%;

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan realisasi belanja sebesar Rp43.811.650,00
atau 99.97% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp43.826.473,00
dengan sisa anggaran sebesar Rp14.823,00 atau 0.03%;

3.1.12. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada UPT. Budidaya Perikanan
Realisasi belanja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada UPT. Budidaya
Perikanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.917.698.172,00 atau 97.67%
dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.011.061.547,00 dengan sisa
anggaran sebesar Rp93.363.375,00 atau 2.33% vyang didukung dengan
kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dengan realisasi
belanja sebesar Rp3.917.698.172,00 atau 97.67% dari jumlah yang
dianggarkan sebesar Rp4.011.061.547,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp93.363.375,00 atau 2.33%.
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3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT.

Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Realisasi belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

pada UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan per 31 Desember 2021 sebesar

Rp235.268.996,00 atau 90.45% dari jumlah yang dianggarkan sebesar

Rp260,117,088.00 dengan sisa anggaran sebesar Rp24.848.092,00 atau 9.55%

yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan realisasi belanja sebesar Rp235.268.996,00 atau 90.45% dari
jumlah yang dianggarkan sebesar Rp260,117,088.00 dengan sisa
anggaran sebesar Rp24.848.092,00 atau 9.55%

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada UPT. Penerapan

Mutu Hasil Perikanan

Realisasi belanja Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada

UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan per 31 Desember 2021 sebesar

Rp319.725.724,00 atau 97.93% dari jumlah yang dianggarkan sebesar

Rp326.479.198,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp6.753.474,00 atau 2.07%

yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha
Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dengan realisasi
belanja sebesar Rp319.725.724,00 atau 97.93% dari jumlah yang
dianggarkan sebesar Rp326.479.198,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp6.753.474,00 atau 2.07%.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada UPT.

Pelabuhan Perikanan

Realisasi belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

pada UPT. Pelabuhan Perikanan per 31 Desember 2021 sebesar

Rp693.225.456,00 atau 99.50% dari jumlah yang dianggarkan sebesar

Rp696.709.928,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp3.484.472,00 atau 0.50%

yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi belanja
sebesar Rp47.489.284,00 atau 99.56% dari jumlah yang dianggarkan
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sebesar Rp47,696,784.00 dengan sisa anggaran sebesar Rp 207.500,00
atau 0.44%;

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan realisasi belanja sebesar Rp209,342,956.00 atau 33.08% dari
jumlah yang dianggarkan sebesar Rp632,763,359.00 dengan sisa
anggaran sebesar Rp423,420,403.00 atau 66.92%.

3.1.16. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada UPT. Pelabuhan Perikanan

Realisasi belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
pada UPT. Pelabuhan Perikanan per 31 Desember 2021 sebesar
Rp2.571.352.780,34 atau 85.67% dari jumlah yang dianggarkan sebesar
Rp3.001.517.895,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp430.165.114,66 atau
14.33% yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan
Perikanan Provinsi dengan realisasi belanja sebesar Rp2.571.352.780,34
atau 85.67% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp3.001.517.895,00
dengan sisa anggaran sebesar Rp430.165.114,66 atau 14.33%.

40



Pemerintah Provinsi Riau

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu
Pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang

dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

4.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas Akuntansi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Pengguna Anggaran dilingkungan
Pemerintah Provinsi Riau yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
Laporan Keuangan kegiatan digabungkan pada Entitas Pelaporan. Entitas akuntansi
merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan dan
kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan pelLaporan Keuangan atas dasar
akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas Pelaporan Pemerintah Provinsi Riau, yang dalam pelaksanaannya
diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Derah, yang menyusun Laporan
Keuangan di tingkat pemerintah daerah. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah
daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa

Laporan Keuangan bertujuan umum, yaitu pemerintah daerah itu sendiri.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
4.2.1. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelLaporan Keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang
dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh
penyelenggaraan akuntansi dan pelLaporan Keuangan dalam melakukan kegiatannya,
serta oleh pengguna Laporan Keuangan dalam memahami Laporan Keuangan yang
disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan
peLaporan Keuangan pemerintah.
1. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Propinsi Riau adalah Basis Akrual (Accrual
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Basic) kegiatan pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
Basis Kas (Cash Basic) kegiatan Laporan Realisasi Anggaran, yaitu pendapatan
diakui pada saat kas diterima Kas Daerah atau entitas pelaporan dan belanja
diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah.

Nilai Historis (Historical Cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar
nilai wajar dari imbalan (consideration) kegiatan memperoleh kas dan setara kas
yang diharapkan akan dibayarkan kegiatan memenuhi kewajiban di masa yang
akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat
diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat
diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar
aset atau kewajiban terkait.

Realisasi (Realization)

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasi melalui APBD selama satu
tahun anggaranakan digunakan kegiatan membayar utang dan belanja daerah
dalam periode tahun anggaran dimaksud. Prinsip layak temu biaya-pendapatan
(matching concept against revenue principle) dalam akuntansi pemerintah tidak
mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.
Subtansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)

Informasi akuntansi dimaksudkan kegiatan menyajikan dengan wajar transaksi
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain
tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi,
dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa
lain tidak konsisten berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus
diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

Periodesitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan Keuangan entitas pelaporan perlu dibagi
menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan
posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang
digunakan adalah periode tahunan dan an.

Konsistensi (Consistency)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang sama dari periode
ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak

berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke
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metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan
syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang
lebih baik dibandingkan dengan metode yang lama. Pengaruh atas perubahan
penetapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
7. Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)
Laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang digunakan oleh
pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pemakai Laporan Keuangan
dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) Laporan Keuangan atau
catatan atas laporan keuangan.
8. Penyajian yang Wajar (Fair Presentation)

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan
sehat bagi penyusun Laporan Keuangan diperlukan ketika menghadapi
ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidak pastian seperti itu diakui
dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan
pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat
mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi
ketidak pastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan
kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan
pertimbangan tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan
tersembunyi, sengaja menetapkan asset atau pendapatan yang terlampau rendah,
atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi sehingga

Laporan Keuangan menjadi tidak andal.

4.2.2.Definisi Unsur Laporan Keuangan

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Riau yang menunjukan ketaatan terhadap APBD. LRA
menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu
periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur : Pendapatan-LRA, Belanja,
Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang pembiayaan
Anggaran.

b) Neraca

43



Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d)

4.3.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah
mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar, dan non lancar dan
mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan
bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
pada laporan.

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan

operasional keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang tercermin

dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Riau dimana penyajiannya disandingkan dengan
periode/tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

- Ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan,

- Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal
dari dampak komulatif yang disebabkan perubahan kebijakan akuntansi dan
koreksi kesalahan mendasar,seperti : (1) Koreksi kesalahan mendasar dari
persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. (2) Perubahan nilai aset
tetap karena revaluasi aset tetap

- Ekuitas Akhir

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka

yang tertera dalam Laporan Keuangan baik neraca maupun laporan realisasi

anggaran. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang
kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain
yang diharuskan dan dianjurkan kegiatan diungkapkan dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan kegiatan menghasilkan

penyajian Laporan Keuangan secara wajar.

Basis Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria

pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
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menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA,
belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban sebagaimana akan termuat pada
Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Pengakuan diwujudkan
dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos Laporan Keuangan yang terpengaruh
oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kebijakan pengakuan Aset, Kewajiban, Pendapatan
dan Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
4.3.1. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan
mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset juga diakui pada
saat diterima atau kepemilikannya dan kepenguasaannya berpindah. Aset dalam bentuk
piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim kegiatan mendapatkan arus
kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih
terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
4.3.2. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya
ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan kegiatan menyelesaikan kewajiban yang
ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian
yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima
atau pada saat kewajiban timbul. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek jika diharapkan dapat dibayar dalam waktu 1 tahun atau kurang setelah
tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang.
4.3.3. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau
ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima
di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan
4.3.4. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui pada saat
terjadinya pengeluaran dari Kas Umum Daerah atau Bendahara Pengeluaran entitas
pelaporan. Khusus belanja melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna

Anggaran.
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Beban penyusutan aset tetap Provinsi Riau di atur dalam Peraturan Gubernur Riau
Nomor 104 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 41 tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau berbasis akrual.
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.Nilai
penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset
tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Semua aset
tetap dapat disusutkan kecuali untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap
yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan
kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan,aset tetap yang rusak
berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan
penghapusan.

Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara an. Hal ini
berarti jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari - Juni, maka aset tersebut
disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset tetap diperoleh antara bulan Juli -
Desember, maka aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.Metode penyusutan
yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang

disusutkan, dengan formula:
NILAI PEROLEHAN
MASA MANFAAT

PENYUSUTAN =

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu,
diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Masa manfaat aset tetap yang
disusutkan untuk masing-masing kelompok aset tetap dapat dilihat pada tabel Tabel
4.1.
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Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap
. Masa Manfaat

No Uraian (tahun)
Alat Besar

1 Alat Besar Darat 10

2 Alat Besar Apung 8

3 Alat Bantu 7
Alat Angkutan

4 Alat Angkutan Darat Bermotor 7

5 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2

6 Alat Angkutan Apung Bermotor 10

7 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 3

8 Alat Angkutan Bermotor Udara 20

9 Alat Bengkel Bermesin 10

10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5

11 Alat Ukur 5
Alat Pertanian

12 Alat Pengolahan 4
Alat Kantor dan Rumah Tangga

13 Alat Kantor 5

14 Alat Rumah Tangga 5
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

15 Alat Studio 5

16 Alat Komunikasi 5

17 Peralatan Pemancar 10

18 Peralatan Komunikasi Navigasi 15
Alat Kedokteran dan Kesehatan

19 Alat Kedokteran 5
Alat Kedokteran dan Kesehatan

20 Alat Kesehatan Umum 5
Alat Laboratorium

21 Unit Alat Laboratorium 8

22 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15

23 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika 15

24 Alat Proteksi Radiasi/proteksi Lingkungan 10

25 Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory 10

26 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7

27 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 15

28 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi 10
Alat Persenjataan

29 Senjata Api 10

30 Persenjataan Non Senjata Api 3

31 Senjata Sinar 5

32 Alat Khusus Kepolisian 4
Komputer

33 Komputer Unit 4

34 Peralatan Komputer 4
Alat Eksplorasi

35 Alat Eksplorasi Topografi 5

36 Alat Eksplorasi Geofisika 10
Alat Pengeboran

37 Alat Pengeboran Mesin 10

38 Alat Pengeboran Non Mesin 10
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

39 Sumur 10

40 Produksi 10

41 Pengolahan Dan Pemurnian 15
Alat Bantu Eksplorasi

42 Alat Bantu Eksplorasi 10

43 Alat Bantu Produksi 10
Alat Keselamatan Kerja

44 Alat Deteksi 5

45 Alat Pelindung 5

46 Alat Sar 2

47 Alat Kerja Penerbangan 10
Alat Peraga

48 Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan 10
Peralatan Proses/Produksi

49 Unit Peralatan Proses/produksi 8
Rambu-Rambu




Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

. Masa Manfaat
No Uraian (tahun)
50 Rambu-rambu Lalu Lintas Darat 7
51 Rambu-rambu Lalu Lintas Udara 5
52 Rambu-rambu Lalu Lintas Laut 15
Peralatan Olah Raga
53 Peralatan Olah Raga 3
Bangunan Gedung
54 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50
55 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50
Monumen
56 Candi/tugu Peringatan/prasasti 50
Bangunan Menara
57 Bangunan Menara Perambuan 40
Tugu Titik Kontrol/Pasti
58 Tugu/tanda Batas 50
Jalan dan Jembatan
59 Jalan 10
60 Jembatan 50
Bangunan Air
61 Bangunan Air Irigasi 50
62 Bangunan Pengairan Pasang Surut 50
63 Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder 25
64 Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam 10
65 Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah 30
66 Bangunan Air Bersih/air Baku 40
67 Bangunan Air Kotor 40
Instalasi
68 Instalasi Air Bersih / Air Baku 30
69 Instalasi Air Kotor 30
70 Instalasi Pengolahan Sampah 10
71 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
72 Instalasi Pembangkit Listrik 40
73 Instalasi Gardu Listrik 40
74 Instalasi Pertahanan 30
75 Instalasi Gas 30
76 Instalasi Pengaman 20
77 Instalasi Lain 5
Jaringan
78 Jaringan Air Minum 30
79 Jaringan Listrik 40
80 Jaringan Telepon 20
81 Jaringan Gas 30
Barang Bercorak Kesenian
82 Barang Bercorak Kesenian 4
83 Aset dalam Renovasi 5
84 Alat Musik Modern 5

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat

menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Overhaul/Renovasi

Persentasi biaya overhaul/
renovasi aset dari biaya
perolehan sebelum
overhaul/renovasi

Penambahan
Masa Manfaat
(tahun)

No Uraian Jenis

Alat Besar
1 Alat Besar Darat Overhaul |> 0% s.d 30%
> 30% s.d 45%
> 45% s.d 65%
> 65%

2 Alat Besar Apung Overhaul | > 0% s.d 30%
> 30% s.d 45%
> 45% s.d 65%
> 65%

3 Alat Bantu Overhaul |> 0% s.d 30%
> 30% s.d 45%
> 45% s.d 65%
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Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persentasi biaya overhaul/
renovasi aset dari biaya Masa Manfaat
perolehan sebelum (tahun)
overhaul/renovasi
> 65% 5

Penambahan
No Uraian Jenis

Alat Angkutan
4 Alat Angkutan Darat Bermotor Overhaul | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
5 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor renovasi | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
6 Alat Angkutan Apung Bermotor Overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
7 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor renovasi | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
8 Alat Angkutan Bermotor Udara overhaul | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%

OO WIN(FH|F (IO [(DA|WIN|F (== O WIN |~
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Alat Bengkel dan Alat Ukur
9 Alat Bengkel Bermesin overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
10 Alat Bengkel Tak Bermesin renovasi | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
11 Alat Ukur overhaul | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%

WININ[R [~ |lO|O|AR|WIN |-

Alat Pertanian

12 Alat Pengolahan Overhaul |> 0% s.d 20%
> 20% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75%

WWIN =

Alat Kantor dan Rumah Tangga
13 |Alat Kantor overhaul | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
14 | Alat Rumah Tangga overhaul | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%

WIN[=IO|WIN|= (O

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
15 Alat Studio overhaul |[> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
16 Alat Komunikasi overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
17 Peralatan Pemancar overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
18 Peralatan Komunikasi Navigasi overhaul | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%

OINUNINUA[R[WIN[WIN |- = WIN[N =

Alat Kedokteran dan Kesehatan
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Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persentasi biaya overhaul/

. . Penambahan
No Uraian Jenis renovasi aset dari biaya Masa Manfaat
perolehan sebelum (tahun)
overhaul/renovasi
19 Alat Kedokteran overhaul |> 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3
20 Alat Kesehatan Umum overhaul |> 0% s.d 25% 0
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 3

Alat Laboratorium
21 Unit Alat Laboratorium overhaul |[> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
22 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
23 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
24 Alat Proteksi Radiasi / proteksi Lingkungan overhaul | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
25 Radiation Application & Non Destructive Testing |overhaul |> 0% s.d 25%
Laboratory

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
26 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%

DIWN|=HOI[D]| N U|BA[N|(O(N(NWRINNW(DA|DAW|IN

27 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
28 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & overhaul |> 0% s.d 25%
Instrumentasi

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%

;b N |O(N|T[W

Alat Persenjataan
29 Senjata Api overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
30 Persenjataan Non Senjata Api renovasi | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
31 Senjata Sinar overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
32 Alat Khusus Kepolisian overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%

NINF=(=INO|IO|IO|H|HOO|A|W|IN |

Komputer
33 Komputer Unit overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
> 50% s.d 75%
> 75% s.d 100%
34 Peralatan Komputer overhaul | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%
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Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persentasi biaya overhaul/
renovasi aset dari biaya Masa Manfaat
perolehan sebelum (tahun)
overhaul/renovasi

Penambahan
No Uraian Jenis

> 50% s.d 75% 2

> 75% s.d 100% 2

Alat Eksplorasi

35 Alat Eksplorasi Topografi overhaul | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

36 Alat Eksplorasi Geofisika overhaul | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

NA[DINWININ | =

> 75% s.d 100%

Alat Pengeboran

37 Alat Pengeboran Mesin overhaul | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

38 Alat Pengeboran Non Mesin renovasi | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

N|=|=|O|IN|o AN

> 75% s.d 100%

Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

39 Sumur renovasi | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

40 Produksi renovasi | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

41 Pengolahan Dan Pemurnian overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

OIN[(N|WIN | [ |ON|—=|=|O

> 75% s.d 100%

Alat Bantu Eksplorasi

42 Alat Bantu Eksplorasi overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

43 Alat Bantu Produksi overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

N|O|R|N|IN (OB N

> 75% s.d 100%

Alat Keselamatan Kerja

44 Alat Deteksi overhaul |[> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

45 Alat Pelindung renovasi | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

46 Alat Sar renovasi | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

> 75% s.d 100%

47 Alat Kerja Penerbangan overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

DD WIN|FR == ION(FOO|WIN|IN (-

> 75% s.d 100%

Alat Peraga

48 Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan overhaul | > 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

> 50% s.d 75%

v |(bh|IN

> 75% s.d 100%

Peralatan Proses/Produksi

N

49 Unit Peralatan Proses/produksi overhaul |> 0% s.d 25%

> 25% s.d 50%

w

> 50% s.d 75%

N




Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

P renovasi aset dari biaya | Penambahan
No Uraian Jenis Masa Manfaat
perolehan sebelum (tahun)
overhaul/renovasi
> 75% s.d 100% 4
Rambu-Rambu
50 Rambu-rambu Lalu Lintas Darat overhaul | > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 3
> 75% s.d 100% 4
51 Rambu-rambu Lalu Lintas Udara overhaul |> 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 2
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 4
52 Rambu-rambu Lalu Lintas Laut overhaul |> 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 5
> 50% s.d 75% 7
> 75% s.d 100% 9
Peralatan Olah Raga
53 Peralatan Olah Raga overhaul | > 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 2
Bangunan Gedung
54 Bangunan Gedung Tempat Kerja renovasi | > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 76% s.d 100% 50
55 Bangunan Gedung Tempat Tinggal renovasi | > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 76% s.d 100% 50
Monumen
56 Candi/tugu Peringatan/prasasti renovasi | > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 50
Bangunan Menara
57 Bangunan Menara Perambuan renovasi_ | > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 40
Tugu Titik Kontrol/Pasti
58 Tugu/tanda Batas renovasi | > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 50
Jalan dan Jembatan
59 Jalan renovasi | > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 60% 5
> 60% s.d 100% 10
60 Jembatan renovasi | > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 50
Bangunan Air
61 Bangunan Air Irigasi renovasi | > 0% s.d 5% 2
> 5% s.d 10% 5
> 10% s.d 20% 10
> 20% 20
62 Bangunan Pengairan Pasang Surut renovasi | > 0% s.d 5% 2
> 5% s.d 10% 5
> 10% s.d 20% 10
> 20% 20
63 Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder renovasi | > 0% s.d 5% 1
> 5% s.d 10% 3
> 10% s.d 20% 5
> 20% 10
64 Bangunan Pengaman Sungai/pantai & renovasi | > 0% s.d 5% 1
Penanggulangan Bencana Alam
> 5% s.d 10% 2
> 10% s.d 20% 3
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Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

. | Plenovasi aset dari biaya | Penambahan
No Uraian Jenis Masa Manfaat
perolehan sebelum
N (tahun)
overhaul/renovasi
> 20% 5
65 Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air  |renovasi | > 0% s.d 5% 1
Tanah
> 5% s.d 10% 2
> 10% s.d 20% 3
> 20% 10
66 Bangunan Air Bersih/air Baku renovasi_ | > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 40
67 Bangunan Air Kotor renovasi | > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 40
Instalasi
68 Instalasi Air Bersih / Air Baku renovasi | > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45% 7
> 45% s.d 65% 10
> 65% 30
69 Instalasi Air Kotor renovasi | > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45% 7
> 45% s.d 65% 10
> 65% 30
70 Instalasi Pengolahan Sampah renovasi | > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 3
> 45% s.d 65% 5
> 65% 10
71 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan renovasi | > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 3
> 45% s.d 65% 5
> 65% 10
72 Instalasi Pembangkit Listrik renovasi_ | > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 40
73 Instalasi Gardu Listrik renovasi | > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 40
74 Instalasi Pertahanan renovasi | > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 3
> 45% s.d 65% 5
> 65% 30
75 Instalasi Gas renovasi | > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 30
76 Instalasi Pengaman renovasi | > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 1
> 45% s.d 65% 3
> 65% 20
77 Instalasi Lain renovasi | > 0% s.d 30% 1
> 30% s.d 45% 1
> 45% s.d 65% 3
> 65% 5
Jaringan
78 Jaringan Air Minum overhaul | > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45% 7
> 45% s.d 65% 10
> 65% 30
79 Jaringan Listrik overhaul |> 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 10
> 45% s.d 65% 15
> 65% 40
80 Jaringan Telepon overhaul | > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45% 5
> 45% s.d 65% 10
> 65% 20
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Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Persentas_n biaya O\Cer_haul / Penambahan
No Uraian Jenis renovasi aset dari biaya Masa Manfaat
perolehan sebelum
N (tahun)
overhaul/renovasi
81 Jaringan Gas overhaul | > 0% s.d 30% 2
> 30% s.d 45% 7
> 45% s.d 65% 10
> 65% 30
Barang Bercorak Kesenian
82 Alat Musik Modern/Band overhaul |> 0% s.d 25% 1
> 25% s.d 50% 1
> 50% s.d 75% 2
> 75% s.d 100% 2
Aset dalamRenovasi
83 Peralatan Dan Mesin Dalam Renovasi overhaul |> 0% s.d 100% 2
84 Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi renovasi | > 0% s.d 30% 5
> 30% s.d 45% 5
> 45% s.d 65% 5
> 65% 5
85 Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Dalam Renovasi renovas/ |> 0% s.d 100% 5
overhaul
4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dinas

Kelautan dan Perikanan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang kegiatan mengakui dan

memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos Laporan

Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang

asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

1.

Metode pengukuran yang digunakan dalam pelLaporan Keuangan adalah:
Berdasarkan biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya
perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada
perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa
mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya
perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Komponen biaya perolehan :

- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan
secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat
aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

- Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan
tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya
pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan

maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
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Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang
dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran
yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan
mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga
pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung
lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung
dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga
pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris.
Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya
yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh
jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya
perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan
sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset
tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan
menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Biaya lain (selain harga beli/biaya konstruksi) yang dibayarkan dalam rangka
memperoleh beberapa jenis aset tetap sekaligus akan dialokasikan ke jenis-
jenis aset yang diperoleh tersebut berdasarkan perbandingan harga belinya.
Contoh honor panitia pengadaan barang/PPTK atas pengadaan beberapa
jenis item barang secara paket.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Berdasarkan biaya standar, apabila diperoleh dengan

memproduksisendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang

terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel

yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan

menjadi persediaan.
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4.5.

Berdasarkan nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti
donasi/rampasan.Kebijakan pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana
investasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah Kas dicatat
sebesar nilai nominal, Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan, apabila
penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan,
maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat penilaian. Pengukuran
aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai
ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset
tetap dibawah nilai satuan minimum kapitulasi maka atas aset tetap tersebut tidak
dapat diakui atau disajikan sebagai aset tetap, namun tetap di ungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang
mencerminkan nilai kewajiban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau pada

saat pertamakali transaksi berlangsung.

Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam Laporan Keuangan di lingkungan pemerintah adalah

anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar

akuntansi dapat dibuktikan, yang terdiri dari:

a)

b)

Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi,
berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan
mempunyai kewajiban kegiatan menyajikan Laporan Keuangan sehingga tidak
terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.
Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas
kegiatan menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab
penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya diluar
neraca kegiatan kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan
atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi
akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
Kesinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan
berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak

bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan jangka pendek.
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4.6.

Keterukuran dalam Satuan Uang (Unit Monetary Measurement)
Laporan Keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang
diasumsikan dapat dinilai dengan satuan wuang. Hal ini diperlukan agar

memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar

Laporan Keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

a)

b)

Relevan
Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat
didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan,
serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian,
informasi keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan:

» Memiliki umpan balik( feedback value)

» Memiliki manfaat prediktif ( predictive value)

» Tepat waktu

> Lengkap
Andal
Informasi dalam Laporan Keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan
kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajianya tidak dapat
diandalkan maka penggunaan informasi secara potensial dapat menyesatkan.
Informasi yang andal memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut :

» Penyajian jujur

» Dapat diverifikasi ( verifiability )

> Netralitas ( netrality )
Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan akan lebih berguna jika dapat
dibandingkan dengan Laporan Keuangan priode sebelumnya atau Laporan
Keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan

secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila
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d)

4.7.

suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama pada periode
pelaporan. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang
diperbadingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas
pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada
kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan
pada priode terjadinya perubahan.

Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pengguna
yang dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas
pemahaman para pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang
memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas keuangan, serta adanya

kemauan pengguna kegiatan mempelajari informasi yang dimaksud.

Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi akuntansi dalam Laporan Keuangan adalah setiap keadaan yang

tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi

akuntansi dan Laporan Keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan

(/imitation) atau karena alasan-alasan kepraktisan. 3 hal yang menimbulkan masalah

dalam informasi akuntansi dan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Riau, yaitu :

1.

Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, Laporan Keuangan Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Riau hanya memuat informasi yang memenuhi kriteria
materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian kegiatan
mencatumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan
keuangan.

Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya.
Oleh karena itu, Laporan Keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan
segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun
demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang
substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang

menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain
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4.8.

disamping mereka menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi
lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu
entitas pelaporan.

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Keseimbangan antar karakterisktik kualitatif diperlukan kegiatan mencapai suatu
keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normatif yang diharapkan
dipenuhi oleh Laporan Keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar
karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan
keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif

tersebut merupakan masalah pertimbangan professional.

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
dalam standar akuntansi pemerintahan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Riau

Kebijakan Akuntansi yang telah diterapkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Riau yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah;

1.

Penyajian Laporan Keuangan yang sebagaimana diwajibkan dalam rangka
meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik terhadap anggaran, antar
periode, antar entitas telah disusun, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas
Laporan Keuangan;

Laporan Keuangan kegiatan tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan
basis akrual. Namun demikian, sepanjang anggaran masih disusun dan
dilaksanakan dengan basis kas, Laporan Realisasi Anggaran tetap disusun dengan
basis kas;

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau menggunakan metode biaya perolehan dan berdasarkan biaya

standar kegiatan pengukuran persediaan.
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BAB 5
PENJELASAN POS — POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
5.1.1. PENDAPATAN LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi
hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui
pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah

pendapatan terdiri dari Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi

Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Retribusi Izin Usaha Perikanan .

Realisasi

Penerimaan Pendapatan per 31 Desember 2021 adalah sebesar

Rp1.852.694.500,00 atau 142,51% dari total anggarannya Rp1.300.000.000,00.

Tabel 5.1. Rincian Pendapatan

Sumber: Penjabaran LRA Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

KETERANGAN ANGGARAN REALISASI 2021 % REALISASI 2020

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 94.350.000 426.768.000 452,32 120.325.000,00
Retribusi Pemakaian Laboratorium 1.000.000,00 1.878.000,00 187,80
Retribusi Pemakaian Ruangan 40.070.000,00 111.860.000,00 279,16
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 53.280.000,00 313.030.000,00 587,52
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 1.000.000,00 0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 1.000.000,00 0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha 119,46

Daerah

1.104.650.000,00

1.319.583.200,00

1.086.071.500,00

Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha 654.650.000,00 860.358.200,00 131,42
Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha 450.000.000,00 459.225.000,00 102,05
Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman,
Ternak, dan Ikan
Retribusi Izin Usaha Perikanan 100.000.000,00 106.343.300,00 106,34 111.024.550,00
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha 100.000.000,00 106.343.300,00 106,34
Penangkapan Ikan
TOTAL 1.300.000.000,00 1.852.694.500,00 142,51 1.317.421.050,00

5.1.2 Belanja Operasi - Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2021 adalah sebesar Rp20.427.993.958,00 atau 98,54% dari jumlah

anggaran vyang ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar
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Rp20.729.936.818,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 turun sebesar
Rp676.438.420,00 atau 3,21% dibanding Tahun Anggaran 2020 Rp21.104.432.378,00.

Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Belanja Gaji dan Tunjangan 9.198.745.846,00 9.032.945.112,00 98,20 9.208.011.270,00
Belanja Gaji Pokok PNS 6.660.840.878,00 6.605.270.507,00 99,17 7.131.337.100,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 685.740.982,00 662.052.058,00 96,55 717.875.504,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 448.540.000,00 443.474.900,00 98,87 438.535.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS 16.020.000,00 14.574.950,00 90,98 7.560.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum 224.560.000,00 215.015.000,00 95,75 246.000.000,00
PNS
Belanja Tunjangan Beras PNS 410.621.400,00 392.226.720,00 95,52 366.083.100,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 12.306.000,00 8.328.838,00 67,68 8.326.298,00
Khusus PNS
Belanja Pembulatan Gaji PNS 174.000,00 88.136,00 50,65 92.990,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 93,62

681.133.323,00 637.686.517,00 292.201.278,00

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 15.653.834,00 13.556.713,00 86,60
Kerja PNS
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 43.155.429,00 40.670.773,00 94,24
Belanja Tambahan Penghasilan 11.531.190.972,00 11.395.048.846,00 98,82 11.896.421.108,00
PNS
Tambahan Penghasilan berdasarkan 11.531.190.972,00 11.395.048.846,00 98,82 11.896.421.108,00
Prestasi Kerja PNS

Jumlah 20.729.936.818,00 20.427.993.958,00 98,54 21.104.432.378,00

5.1.3.Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp12.803.195.999,60  atau sebesar 18,69%  dari  total anggarannya

Rp15.042.502.576,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021
meningkat sebesar Rp6.270.919.151,60 atau 96.00% dibanding realisasi Tahun

Anggaran 2020 Rp6.532.276.848,00 dengan rincian:

Uraian

Anggaran 2021

Realisasi 2021

%

Realisasi 2020

Belanja Barang
Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan
Konstruksi

Belanja Bahan-Bahan Kimia

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan
Pelumas

Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman

Belanja Bahan-Isi Tabung Gas

Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit
Ikan

Belanja Bahan-Bahan Lainnya

9.023.087.368,00
9.021.587.368,00

24.350.000,00

262.315.200,00
250.761.892,00

150.860.000,00

340.000,00
791.556.640,00

44.534.000,00

7.236.413.632,60
7.234.913.632,60

24.350.000,00

258.636.000,00
250.747.100,00

149.372.400,00

340.000,00
771.016.350,00

44.128.600,00

80,20
80,20

100,00

98,60
99,99

99,01

100,00
97,41

99,09

1.504.646.950,00
1.504.646.950,00

0,00

0,00
17.000.000,00

0,00

310.000,00
661.749.150,00

190.096.200,00
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Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 0,00 0,00 2.260.000,00
Kedokteran
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 0,00 0,00 59.337.000,00
Laboratorium
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 102.408.959,00 101.740.732,00 99,35 136.302.900,00
Kantor-Alat Tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 41.694.168,00 41.559.340,00 99,68 0,00
Kantor- Kertas dan Cover
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 104.067.255,00 94.945.154,00 91,23 66.035.000,00
Kantor- Bahan Cetak
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 13.326.000,00 13.330.000,00 100,03 10.542.000,00
Kantor-Benda Pos
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 30.376.212,00 30.323.212,00 99,83 30.833.400,00
Kantor-Alat Listrik
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 0,00 0,00 1.200.000,00
Kantor-Perlengkapan Dinas
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 72.032.033,00 71.825.972,00 99,71 2.150.000,00
Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya
Belanja Obat-Obatan-Obat 150.731.690,00 147.940.200,00 98,15 139.577.300,00
Belanja Persediaan untuk 5.899.118.018,00 4.207.398.190,60 71,32 0,00
Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk
Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
Belanja Natura dan Pakan-Natura 674.000,00 650.000,00 96,44 0,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan 800.982.650,00 768.540.850,00 95,95 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 140.180.000,00 124.948.000,00 89,13 155.427.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan 15.560.000,00 15.488.000,00 99,54 7.167.000,00
Tamu
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas 62.418.000,00 57.748.000,00 92,52 0,00
Lapangan
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 30.857.359,00 28.762.152,00 93,21 24.660.000,00
Belanja Pakaian Teknik 18.210.432,00 16.920.000,00 92,91 0,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 13.733.380,00 13.733.380,00 100,00 0,00
Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 499.480,00 470.000,00 94,10 0,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00
Belanja Jasa 3.947.381.414,00 3.746.546.761,00 94,91 4.152.136.515,00
Belanja Jasa Kantor 3.855.681.524,00 3.675.366.481,00 95,32 4.085.941.515,00
Honorarium Narasumber atau 2.700.000,00 2.700.000,00 100,00 123.600.000,00
Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,
dan Panitia
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Saksi Ahli, dan Beracara
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 215.901.600,00 190.694.660,00 88,32 2.727.000,00

Belanja Jasa Tenaga Penanganan
Prasarana dan Sarana Umum

Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat

0,00

0,00

0,00

0,00

583.676.589,00

208.800.000,00
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Uraian

Anggaran 2021

Realisasi 2021

%

Realisasi 2020

Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian
dan Pangan

Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum

Belanja Jasa Tenaga Ahli
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

Belanja Jasa Tenaga Keamanan
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO

Belanja Jasa Tenaga Informasi dan
Teknologi

Belanja Jasa Pemasangan Instalasi
Telepon, Air, dan Listrik

Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi
Keuangan

Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian
Hama, dan Fumigasi

Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan
Pemotretan

Belanja Jasa Operator Kapal
Belanja Jasa Penyelaman
Belanja Tagihan Telepon
Belanja Tagihan Air

Belanja Tagihan Listrik

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan

Belanja Lembur

Belanja Denda atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan

Belanja Penambahan Daya

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan
Perizinan

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya

Belanja Sewa Mebel
Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat

Belanja Sewa Gedung dan
Bangunan

Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor

Belanja Sewa Hotel
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Belanja Sewa Musik Lainnya
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi
Jasa Rekayasa Konstruksi

729.920.400,00
48.259.200,00
293.174.640,00
12.064.800,00

268.259.200,00
268.321.152,00

529.338.624,00
3.000.000,00
45.122.352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246.242.400,00
0,00

849.600,00
12.264.900,00
1.060.324.656,00
50.700.000,00

0,00
0,00

16.496.000,00
49.742.000,00
1.870.000,00

1.620.000,00

250.000,00
0,00

33.704.000,00
32.000.000,00

1.704.000,00
0,00

0,00
33.625.890,00

8.688.053,00

16.249.785,00

719.100.340,00
48.194.400,00
284.955.060,00
12.048.600,00

208.194.400,00
266.030.496,00

516.000.512,00
3.000.000,00
45.061.764,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246.031.800,00
0,00

631.920,00
7.484.000,00
1.037.131.470,00
37.763.099,00

0,00
0,00

9.713.500,00
40.630.460,00
1.870.000,00
1.620.000,00

250.000,00
0,00

30.810.280,00
30.000.000,00

810.280,00
0,00

0,00
16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

98,52
99,87
97,20
99,87

77,61
99,15

97,48
100,00

99,87

99,91

74,38
61,02
97,81
74,48

58,88
81,68

100,00
100,00

100,00

91,41
93,75

47,55

47,58

0,00

98,46

0,00
1.500.000,00
243.600.000,00
0,00

53.191.000,00
70.400.000,00

341.760.000,00
0,00
44.880.000,00

1.050.867.910,00

78.000.000,00

155.520.000,00

12.900.000,00

151.200.000,00
925.300.000,00
0,00

0,00

0,00
28.819.016,00

2.100.000,00
7.100.000,00

0,00
0,00
695.000,00
500.000,00

0,00
195.000,00

65.000.000,00
65.000.000,00

0,00
500.000,00

500.000,00
0,00

0,00

0,00
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Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian

Anggaran 2021

Realisasi 2021

%

Realisasi 2020

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan
Konstruksi Teknik Sipil Air

Belanja Kursus/Pelatihan,
Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan

Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Tanah

Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah
Persil-Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat Tinggal

Belanja Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat
Bantu-Electric Generating Set

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan
Dinas Bermotor Perorangan

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Penumpang

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan
Bermotor Beroda Dua

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan
Darat Bermotor Lainnya

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
Angkutan Apung Bermotor-Alat
Angkutan Apung Bermotor Khusus

Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan
Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-
Perkakas Pabrik Es

Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan
Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan
Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat
Reproduksi (Penggandaan)

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan
Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat
Pendingin

Belanja Pemeliharaan Komputer-
Komputer Unit-Personal Computer

8.688.052,00

22.500.000,00

22.500.000,00

694.671.181,00
0,00

0,00

404.988.881,00

8.042.015,00

31.650.400,00

244.477.320,00

5.615.100,00

2.128.600,00

4.675.440,00

6.720.000,00

9.600.000,00

15.100.000,00

2.000.000,00

23.380.006,00

12.980.000,00

0,00

22.500.000,00

22.500.000,00

677.823.887,00
0,00

0,00

391.237.046,00

8.038.500,00

31.650.000,00

244.441.029,00

5.613.917,00

2.093.600,00

6.720.000,00

9.600.000,00

15.100.000,00

2.000.000,00

16.820.000,00

12.180.000,00

0,00

100,00

100,00

97,57

96,60

99,96

100,00

99,99

99,98

98,36

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

71,94

93,84

0,00

0,00

48.100.000,00
48.100.000,00

48.100.000,00



Pemerintah Provinsi Riau
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Belanja Pemeliharaan Komputer- 5.520.000,00 3.880.000,00 70,29
Peralatan Komputer-Peralatan Personal
Computer
Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, 33.100.000,00 33.100.000,00 100,00
Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan
dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
Belanja Pemeliharaan Gedung dan 286.082.300,00 282.986.841,00 98,92 -
Bangunan
Belanja Pemeliharaan Bangunan 151.499.300,00 149.026.700,00 98,37
Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Belanja Pemeliharaan Bangunan 72.051.000,00 71.817.141,00 99,68
Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja
Lainnya
Belanja Pemeliharaan Bangunan 53.460.000,00 53.071.000,00 99,27
Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja
Lainnya
Belanja Pemeliharaan Bangunan 9.072.000,00 9.072.000,00 100,00
Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat
Peristirahatan
Belanja Pemeliharaan Jalan, 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00 -
Jaringan, dan Irigasi
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan 3.600.000,00 3.600.000,00 100,00
Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
Belanja Perjalanan Dinas 1.377.362.613,00 1.142.411.719,00 82,94 827.393.383,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1.377.362.613,00 1.142.411.719,00 82,94 827.393.383,00
Negeri
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.217.482.613,00 999.631.719,00 82,11 142.548.467,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap 53.545.000,00 39.335.000,00 73,46 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 89.250.000,00 89.150.000,00 99,89 684.844.916,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 15.443.000,00 12.653.000,00 81,93 0,00
Dalam Kota
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 1.642.000,00 1.642.000,00 100,00 0,00
Luar Kota

Jumlah 15.042.502.576,00 12.803.195.999,60 85,11 6.532.276.848,00

5.1.4.Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.236.644.457,34 atau
sebesar 91,71% dari total anggarannya Rp5.710.016.833,00. Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp 2.339.660.037,34 atau 80,76% dibanding
Tahun Anggaran 2020 Rp2.896.984.420,00 dengan rincian:
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Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.4.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
sebesar Rp1.303.202.081,99 atau 86,73% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD
Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.502.552.126,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan
dan Mesin Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp308.583.182 atau naik 31,03%
dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp994.618.900,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2021 adalah

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020

Belanja Modal Alat Bantu
Belanja Modal Pompa

Belanja Modal Alat
Angkutan Darat Bermotor

Belanja Modal Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang
Belanja Modal Alat
Angkutan Apung
Bermotor

Belanja Modal Alat Angkutan
Apung Bermotor untuk
Penumpang

Belanja Modal Alat
Bengkel Tak Bermesin
Belanja Modal Perkakas
Bengkel Service

Belanja Modal Perkakas
Pengangkat

Belanja Modal Alat Bengkel
Tak Bermesin Lainnya
Belanja Modal Alat Ukur

Belanja Modal Alat Ukur Lain-
Lain

Belanja Modal Alat
Timbangan/Biara

Belanja Modal Alat
Pengolahan

Belanja Modal Alat Produksi
Perikanan

Belanja Modal Alat
Pengolahan Lainnya

Belanja Modal Alat Kantor

Belanja Modal Alat
Penyimpan Perlengkapan
Kantor

Belanja Modal Alat Kantor
Lainnya

Belanja Modal Alat
Rumah Tangga

Belanja Modal Mebel

Belanja Modal Alat Pembersih
Belanja Modal Alat Pendingin
Belanja Modal Alat Dapur

Belanja Modal Alat Rumah
Tangga Lainnya (Home Use)

81.172.334,00

81.172.334,00

12.334.000,00
4.884.000,00
650.000,00
6.800.000,00

5.700.000,00

2.400.000,00
3.300.000,00
9.000.000,00

9.000.000,00

26.535.851,00

18.362.200,00

8.173.651,00
148.950.802,00

30.033.412,00
5.000.000,00
63.240.878,00

50.676.512,00

74.305.000,00

74.305.000,00

12.334.000,00
4.884.000,00
650.000,00
6.800.000,00

5.135.000,00

2.000.000,00
3.135.000,00
8.800.000,00

8.800.000,00

26.230.058,00

18.250.058,00

7.980.000,00
142.157.985,00

27.033.412,00
4.850.000,00
63.153.693,00

47.120.880,00

91,54

91,54

100,00
100,00
100,00
100,00
90,09
83,33
95,00
97,78

97,78

98,85

99,39

97,63
95,44
90,01
97,00

99,86

92,98

73.907.500,00

73.907.500,00

112.000.000,00

112.000.000,00

19.360.000,00

19.360.000,00
286.056.000,00

8.256.000,00

277.800.000,00
135.763.000,00

95.953.000,00
19.303.000,00
6.437.000,00

14.070.000,00
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Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian

Anggaran 2021

Realisasi 2021

%

Realisasi 2020

Belanja Modal Meja dan
Kursi Kerja/Rapat
Pejabat

Belanja Modal Meja Kerja
Pejabat

Belanja Modal Kursi Kerja
Pejabat

Belanja Modal Kursi Rapat
Pejabat

Belanja Modal Lemari dan
Arsip Pejabat

Belanja Modal Alat Studio

Belanja Modal Peralatan
Studio Audio

Belanja Modal Peralatan
Studio Gambar

Belanja Modal Alat
Komunikasi

Belanja Modal Alat
Komunikasi Radio HF/FM
Belanja Modal Alat
Komunikasi Lainnya
Belanja Modal Peralatan
Pemancar

Belanja Modal Sumber
Tenaga

Belanja Modal Peralatan
Komunikasi Navigasi
Belanja Modal Peralatan
Komunikasi Navigasi Lainnya
Belanja Modal Alat
Kedokteran

Belanja Modal Alat
Kedokteran Lainnya
Belanja Modal Unit Alat
Laboratorium

Belanja Modal Alat
Laboratorium Biologi Perairan
Belanja Modal Unit Alat
Laboratorium Lainnya
Belanja Modal Komputer
Unit

Belanja Modal Komputer Unit
Lainnya

Belanja Modal Komputer Unit
Lainnya

Belanja Modal Peralatan
Komputer

Belanja Modal Peralatan Mini
Computer

Belanja Modal Peralatan
Komputer Lainnya

Belanja Modal Sumur

Belanja Modal Sumur Lainnya

Belanja Modal Alat
Pelindung

Belanja Modal Alat Pelindung
Lainnya

60.207.003,00

35.950.233,00
16.584.964,00
2.260.958,00
5.410.848,00

2.900.000,00

2.900.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

11.600.000,00

11.600.000,00

77.110.000,00

77.110.000,00

73.574.964,00

73.574.964,00

33.000.172,00

33.000.172,00

760.467.000,00

760.467.000,00

59.922.000,00

35.755.500,00
16.516.500,00
2.260.000,00
5.390.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

192.500.000,00

192.500.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

76.890.000,00

76.890.000,00

73.503.778,00

73.503.778,00

32.812.334,00

32.812.334,00

592.111.926,99

592.111.926,99

99,53

99,46
99,59
99,96
99,61
100,00

100,00

96,25

96,25

31,03

31,03

99,71

99,71

99,90

99,90

99,43

99,43
77,86

77,86

40.522.000,00

17.820.000,00

22.702.000,00

8.900.000,00

8.900.000,00
2.750.000,00
1.800.000,00

950.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00
187.963.700,00

187.963.700,00

75.379.800,00

75.379.800,00

32.409.400,00
8.100.000,00

24.309.400,00

15.607.500,00

15.607.500,00

Jumlah

1.502.552.126,00

1.303.202.081,99

86,73

994.618.900,00
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Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5.1.4.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp2.706.117.713,95 atau 93,42% dari jumlah yang dianggarkan dalam Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp 2.896.864.707,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan
Bangunan Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp 1.052.438.873,95 atau naik
63,64% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2020 Rp1.653.678.840,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Uraian

Anggaran 2021

Realisasi 2021

% Realisasi 2020

Belanja Modal Bangunan Gedung
Tempat Kerja

Belanja Modal Bangunan Gedung
Kantor

2.460.564.707,00

41.638.818,00

2.270.807.703,95

41.287.900,00

92,29 1.653.678.840,00

204.704.000,00

Belanja Modal Bangunan Gudang 183.400.000,00 181.862.428,00 99,16 1.446.974.840,00
Belanja Modal Bangunan Gedung 472.150.889,00 393.869.811,62 83,42
Tempat Pertemuan
Belanja Modal Bangunan .763.375.000,00 1.653.787.564,33 93,79 -
Peternakan/Perikanan
Belanja Modal Bangunan Gedung - - 2.000.000,00
Tempat Kerja Lainnya
Belanja Modal Bangunan Gedung 216.300.000,00 215.907.107,00 99,82
Tempat Tinggal
Belanja Modal Bangunan Gedung 216.300.000,00 215.907.107,00 99,82
Tempat Tinggal Lainnya
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 220.000.000,00 219.402.903,00 99,73
Belanja Modal Pagar 220.000.000,00 219.402.903,00 99,73
Jumlah 2.896.864.707,00 2.706.117.713,95 93,42 1.653.678.840,00

5.1.4.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp1.227.324.661,40 atau sebesar 93,65% dari jumlah yang dianggarkan dalam Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp1.310.600.000,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan Tahun Anggaran 2021 meningkat sebesar Rp978.637.981,40
393,52% dibandingkan realisasi Tahun 2020 Rp248.686.680,00. Rincian realisasi

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

tahun anggaran 2021

atau naik

Uraian Anggaran 2021 Realisasi 2021 % Realisasi 2020
Belanja Modal Jalan 890.079.000,00 810.325.376,20 91,04
Belanja Modal Jalan Lainnya 890.079.000,00 810.325.376,20 91,04
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi - - 212.718.000,00
Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi 113741000
Belanja Modal Bangunan Pelengkap 98977000
Irigasi
Belanja Modal Bangunan Air Kotor 199.500.000,00 198.126.823,20 99,31
Belanja Modal Bangunan Air Kotor 199.500.000,00 198.126.823,20 99,31

Lainnya
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Belanja Modal Instalasi Air 221.021.000,00 218.872.462,00 99,03

Bersih/Air Baku

Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air 221.021.000,00 218.872.462,00 99,03

Baku Lainnya

Belanja Modal Jaringan Listrik - - 35.968.680,00

Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya - - 35.968.680,00
Jumlah 1.310.600.000,00 1.227.324.661,40 93,65 248.686.680,00

5.1.4.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 adalah Rp0,00
karena tidak ada dianggarkan.
5.1.4.5. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2021 adalah Rp0,00 karena
tidak ada dianggarkan.

5.2 PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL
5.2.1 Pendapatan Asli Daerah-Retribusi Daerah-LO

Retribusi daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tarifnya
ditetapkan melalui peraturan daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang
diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Retribusi yang dilaporkan melaui Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau ada 4 (empat) jenis yaitu Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Penjualan Produksi
Usaha Daerah, yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Riau Provinsi Riau, serta Retribusi Izin Usaha Perikanan yang
disetor langsung ke kas daerah (BUD) oleh pihak ketiga.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun anggaran 2021 sebesar
Rp1.852.694.500,00 terjadi peningkatan sebesar Rp543.683.450,00 atau (41.53%)
dibandingkan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.309.011.050,00. Rincian
realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 dan per 31 Desember
2020 sebagai berikut:

Uraian 31 Desember 31 Desember Kenaikan / Tren
2021 2020 Penurunan (%)
Retribusi Pemakaian Kekayaan 426.768.000,00 112.005.000,00 314.763.000,00 281,03
Daerah-LO
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO 1.878.000,00 90.000,00 1.788.000,00  1986,67
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO 111.860.000,00 111.915.000,00 (55.000,00) (0,05)
Retribusi Pemakaian Kendaraan 313.030.000,00 0 313.030.000,00 100,00
Bermotor-LO
Retribusi Penjualan Produksi 1.319.583.200,00 1.085.981.500,00 233.601.700,00 21,51

Usaha Daerah-LO
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Uraian 31 Desember 31 Desember Kenaikan / Tren
2021 2020 Penurunan (%)

Retribusi Penjualan Hasil Produksi 860.358.200,00 624.581.500,00 235.776.700,00 37,75
Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih
Ikan-LO
Retribusi Penjualan Hasil Produksi 459.225.000,00 461.400.000,00 -2.175.000,00 -0,47
Usaha Daerah selain Bibit atau Benih
Tanaman, Ternak dan Ikan-LO
Retribusi Izin Usaha Perikanan- 106.343.300,00 111.024.550,00 (4.681.250,00) (4,22)
LO
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan 106.343.300,00 111.024.550,00 (4.681.250,00) (4,22)
Usaha Penangkapan Ikan-LO

Jumlah 1.852.694.500,00 1.309.011.050,00 543.683.450,00 (41.53)

5.2.2 Beban Pegawai - LO
Realisasi Beban  Pegawai-LO Tahun  Anggaran 2021  sebesar

Rp20.427.993.958,00 dan per 31 Desember 2020 Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp21.104.432.378,00 terjadi

(3.21%). Beban pegawai merupakan jumlah saldo beban pegawai periode 1 Januari

penurunan sebesar (Rp676.438.420,00) atau turun

2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian:

Uraian 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Kenaikan / Tren
Penurunan (%)

Beban Gaji dan Tunjangan - 9.032.945.112,00 9.208.011.270,00 (175.066.158,00) (1,90)
LO
Beban Gaji Pokok PNS 6.605.270.507,00 7.131.337.100,00 (526.066.593,00) (7,38)
Beban Tunjangan Keluarga PNS 662.052.058,00 717.875.504,00 (55.823.446,00) (7,78)
Beban Tunjangan Jabatan PNS 443.474.900,00 438.535.000,00 4.939.900,00 1,13
Beban Tunjangan Fungsiona| PNS 14.574.950,00 7.560.000,00 7.014.950,00 92,79
Beban Tunjangan Fungsional 215.015.000,00 246.000.000,00 (30.985.000,00) (12,60)
Umum PNS
Beban Tunjangan Beras PNS 392.226.720,00 366.083.100,00 26.143.620,00 7,14
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan 8.328.838,00 8.326.298,00 2.540,00 0,03
Khusus PNS
Beban Pembulatan Gaji PNS 88.136,00 92.990,00 (4.854,00) (5,22)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan 637.686.517,00 637.686.517,00 100,00
PNS
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan 13.556.713,00 13.556.713,00 100,00
Kerja PNS
Beban Iuran Jaminan Kematian 40.670.773,00 40.670.773,00 100,00
PNS
Iuran BPJS Kesehatan - LO 292.201.278,00 (292.201.278,00) (100,00)
Beban Tambahan Penghasilan 11.395.048.846,00  11.896.421.108,00 (501.372.262,00)  (4,21)
PNS - LO
Tambahan Penghasilan 11.395.048.846,00 11.896.421.108,00 (501.372.262,00) (4,21)
berdasarkan prestasi kerja_LO

Jumlah 20.427.993.958,00 21.104.432.378,00 (676.438.420,00) (3,21)

5.2.3 Beban Persediaan - LO
Realisasi Beban  Persediaan-LO Tahun  Anggaran 2021  sebesar

Rp6.807.199.191,60 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.563.446.794,00 terjadi
kenaikan Beban Persediaan-LO sebesar Rp5.243.752.397,60 atau meningkat sebesar
335,40%. Rincian Beban Persediaan-LO sebagai berikut:
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Uraian 31 Desember 31 Desember Kenaikan / Tren (%)
2021 2020 Penurunan °

Beban Bahan-Bahan Bangunan dan 24.350.000,000 24.350.000,00
Konstruksi
Beban Bahan-Bahan Kimia 258.636.000,000 258.636.000,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan 250.747.100,000 250.747.100,00
Pelumas
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 149.372.400,000 149.372.400,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas 340.000,000 310.000,000 30.000,00 9,68
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit 572.656.350,000 292.707.750,000 279.948.600,00 95,64
Ikan
Beban Bahan-Bahan Lainnya 40.076.600,000 40.076.600,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang 1.350.002,000 59.337.000,000 (57.986.998,00) (97,72)
Alat Laboratorium
Beban Suku Cadang-Suku Cadang 2.849.002,000 2.849.002,00
Alat Bengkel
Beban Suku Cadang-Suku Cadang 3.800.000,000 3.800.000,00
Lainnya
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 111.922.552,000 154.487.057,000 (42.564.505,00) (27,55)
Kantor-Alat Tulis Kantor
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 41.559.340,000 41.559.340,00
Kantor- Kertas dan Cover
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 94.945.154,000 45.801.000,000 49.144.154,00 107,30
Kantor- Bahan Cetak
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 15.118.000,000 10.896.000,000 4.222.000,00 38,75
Kantor- Benda Pos
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 19,000 30.833.400,000 (30.833.381,00) (100,00)
Kantor- Perabot Kantor
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 30.323.212,000 30.323.212,00
Kantor-Alat Listrik
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan 60.205.042,000 60.205.042,00
Kantor-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
Lainnya
Beban Obat-Obatan-Obat 172.469.378,000 102.418.582,000 70.050.796,00 68,40
Beban Barang untuk 4.207.398.190,600 4.207.398.190,60
Dijual/Diserahkan
kepada Masyarakat
Beban Natura dan Pakan-Natura 650.000,000 650.000,00
Beban Natura dan Pakan-Pakan 764.730.850,000 543.325.805,000 221.405.045,00 40,75
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 1.500.000,000 1.500.000,00
Beban Pipa-Pipa Lainnya 2.200.000,000 2.200.000,00
Beban Persediaan Peralatan 36.495.200,000 (36.495.200,00) (100,00)
Kebersihan dan Bahan Pembersih
Beban Persediaan Bahan Bakar 157.980.000,000 (157.980.000,00) (100,00)
Minyak/Gas
Beban Persediaan Bahan Habis Pakai 2.260.000,000 (2.260.000,00) (100,00)
Material Kesehatan
Beban Persediaan Bahan Pengharum 2.616.000,000 (2.616.000,00) (100,00)
Ruangan
Beban Persediaan Bahan Pelumas 17.000.000,000 (17.000.000,00) (100,00)
Beban Persediaan Dekorasi 150.000,000 (150.000,00) (100,00)
Beban Persediaan Bahan Kostum dan 1.200.000,000 (1.200.000,00) (100,00)
Kelengkapan Upacara
Beban Persediaan Bahan Peralatan 103.629.000,000 (103.629.000,00) (100,00)
Perikanan
Beban Persediaan Bahan Praktek 2.000.000,000 (2.000.000,00) (100,00)

Jumlah 6.807.199.191,60 1.563.446.794,00 5.243.752.397,60 335,40
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Perhitungan Beban Persediaan—LO I Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan

sebagai berikut:

Saldo awal Persediaan
Belanja LRA
Reklas dari aset tetap

Saldo Akhir Persediaan
Beban Persediaan

330.794.588,00
6.978.344.100,60
19.234.093,00

(521.173.590,00)
6.807.199.191,60

5.2.4 Beban Barang-LO

Realisasi Beban Barang-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp258.069.532,00
dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp274.136.500,00, terjadi penurunan sebesar
(Rp47.190.348,00) atau turun sebesar (17,21%). Rincian Beban Barang-LO sebagai
berikut:

Uraian 31 Desember 31 Desember Kenaikan / Tren (%)
2021 2020 Penurunan
Beban Cetak dan Penggandaan 20.234.000,00 (20.234.000,00) (100,00)
Beban Penggandaan - 4.800.000,00 (4.800.000,00) (100,00)
Beban Penjilidan - 15.434.000,00 (15.434.000,00) (100,00)
Beban Makanan dan Minuman 198.184.000,00 162.594.000,00 35.590.000,00 21,89
Beban makanan dan minuman rapat 124.948.000,00 63.192.000,00 61.756.000,00 97,73
Beban makanan dan minuman tamu 15.488.000,00 7.167.000,00 8.321.000,00 116,10
Beban Makanan dan Minuman Kegiatan 57.748.000,00 92.235.000,00 (34.487.000,00) (37,39)
Beban Pakaian Kerja 59.885.532,00 24.660.000,00 4.102.152,00 16,63
Beban pakaian kerja lapangan 28.762.152,00 11.300.000,00 17.462.152,00 154,53
Belanja Pakaian Teknik 16.920.000,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 13.733.380,00
Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 470.000,00
Beban Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja - 13.360.000,00 (13.360.000,00) (100,00)
Lapangan
Beban Hibah Barang dan Jasa kepada - 64.548.500,00 (64.548.500,00) (100,00)
Pihak Ketiga/Masyarakat
Beban Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak - 64.548.500,00 (64.548.500,00) (100,00)
Ketiga/Masyarakat
belanja Uang Saku - 2.100.000,00 (2.100.000,00) (100,00)
Uang saku - 2.100.000,00 (2.100.000,00) (100,00)
Jumlah 258.069.532,00 274.136.500,00 (47.190.348,00) (17,21)

5.2.5 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.751.072.895,00
mengalami penurunan sebesar (Rp467.878.689,00) atau turun sebesar (11,28%)
dibandingkan Beban Jasa-LO Tahun Anggaran 2020 Rp4.147.771.304,00 dengan rincian

sebagai berikut:
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. 31 Desember 31 Desember Kenaikan /

Uraian 2021 2020 Penurunan Tren (%)
Beban Jasa Kantor 3.679.892.615,00 1.434.039.715,00 2.245.852.900,00 156,61
Beban Honorarium Narasumber atau 2.700.000,00 2.700.000,00
Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan
Panitia
Beban Jasa Tenaga Laboratorium 190.694.660,00 190.694.660,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian 719.100.340,00 719.100.340,00
dan
Pangan
Beban Jasa Tenaga Administrasi 48.194.400,00 48.194.400,00
Beban Jasa Tenaga Operator 284.955.060,00 284.955.060,00
Komputer
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum 12.048.600,00 12.048.600,00
Beban Jasa Tenaga Ahli 208.194.400,00 208.194.400,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan 266.030.496,00 266.030.496,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan 516.000.512,00 516.000.512,00
Beban Jasa Audit/Surveillance ISO 3.000.000,00 3.000.000,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan 45.061.764,00 45.061.764,00
Teknologi
Beban Jasa Operator Kapal 246.031.800,00 246.031.800,00
Beban Tagihan Telepon 3.001.445,00 11.621.463,00 (8.620.018,00)
Beban Tagihan Air 7.484.000,00 19.814.500,00 (12.330.500,00)
Beban Tagihan Listrik 1.039.288.079,00 1.017.166.736,00 22.121.343,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV 37.763.099,00 28.819.016,00 8.944.083,00
Berlangganan
Beban Penambahan Daya 9.713.500,00 9.713.500,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan 40.630.460,00 40.630.460,00
Perizinan
Beban Sertifikasi 1.500.000,00 (1.500.000,00) (100,00)
Beban Jasa Service Peralatan dan 53.191.000,00 (53.191.000,00) (100,00)
Perlengkapan Kantor
Beban Jasa Analisis di Laboratorium 2.727.000,00 (2.727.000,00) (100,00)
Beban Jasa Keamanan 208.800.000,00 (208.800.000,00) (100,00)
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 12.900.000,00 (12.900.000,00) (100,00)
Beban Jasa Kebersihan Kantor 70.400.000,00 (70.400.000,00) (100,00)
Belanja jasa penanganan perkara 7.100.000,00 (7.100.000,00) (100,00)
hukum
Beban Perawatan Kendaraan Ber 583.676.589,00 (583.676.589,00) (100,00)
motor
Beban Jasa Service 175.850.491,00 (175.850.491,00) (100,00)
Beban Penggantian Suku Cadang 108.787.789,00 (108.787.789,00) (100,00)
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan 259.875.079,00 (259.875.079,00) (100,00)
Pelumas
Beban jasa KIR 654.000,00 (654.000,00) (100,00)
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan 38.509.230,00 (38.509.230,00) (100,00)

Beban Sewa Peralatan dan Mesin
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya

Beban Sewa Mebel

Beban Sewa Gedung dan
Bangunan

Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor
Beban Sewa Hotel

Beban Jasa Konsultansi
Konstruksi

Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
Rekayasa-Jasa Nasihat dan
Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi

1.870.000,00
1.620.000,00

250.000,00
30.810.280,00

30.000.000,00
810.280,00
16.000.000,00

16.000.000,00

1.870.000,00
1.620.000,00

250.000,00
30.810.280,00

30.000.000,00
810.280,00
16.000.000,00

16.000.000,00
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Uraian 31 Desember 31 Desember Kenaikan / Tren (%)
2021 2020 Penurunan °

Beban Kursus/Pelatihan, 22.500.000,00 22.500.000,00
Sosialisasi, Bimbingan Teknis
serta Pendidikan dan
Pelatihan
Beban Kursus Singkat/Pelatihan 22.500.000,00 22.500.000,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gud - 65.000.000,00 (65.000.000,00) (100,00)
ang/Parkir
Beban sewa gedung/ kantor/tempat 65.000.000,00 (65.000.000,00) (100,00)
Beban Sewa Perlengkapan dan Pe 1.195.000,00 (1.195.000,00) (100,00)
ralatan Kantor
Beban Sewa Meja Kursi 195.000,00 (195.000,00) (100,00)
Beban Sewa Tenda 500.000,00 (500.000,00) (100,00)
Beban Sewa Sound System dan Alat 500.000,00 (500.000,00) (100,00)
Elektronik
Beban Honorarium Non Pegawai 123.600.000,00 (123.600.000,00) (100,00)
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/I 123.600.000,00 (123.600.000,00) (100,00)
nstruktur
Beban Jasa Kegiatan Urusan 341.760.000,00 (341.760.000,00) (100,00)
Ketentraman, Ketertiban Umum
Dan Perlindungan Masyarakat
Petugas Jaga Harian 341.760.000,00 (341.760.000,00) (100,00)
Beban Jasa Kegiatan Urusan 155.520.000,00 (155.520.000,00) (100,00)
Lingkungan Hidup
Petugas Kebersihan Harian 113.280.000,00 (113.280.000,00) (100,00)
Tukang Kebun Harian 42.240.000,00 (42.240.000,00) (100,00)
Beban Jasa Kegiatan Urusan 288.480.000,00 (288.480.000,00) (100,00)
Komunikasi Dan Informatika
Operator Komputer 219.600.000,00 (219.600.000,00) (100,00)
Operator Sistem Informasi 24.000.000,00 (24.000.000,00) (100,00)
System Administrator 44.880.000,00 (44.880.000,00) (100,00)
Beban Jasa Kegiatan Urusan 1.076.500.000,00 (1.076.500.000,00 (100,00)
Kelautan Dan Perikanan )
Tenaga Teknis Pembenihan Perikanan 237.000.000,00 (237.000.000,00) (100,00)
Nelayan / Petugas Pengelola 30.000.000,00 (30.000.000,00) (100,00)
Kenelayanan
Tenaga Analis Laboratorium Kelautan 231.600.000,00 (231.600.000,00) (100,00)
dan Perikanan
Tenaga Teknisi Pemberian Ikan / 84.000.000,00 (84.000.000,00) (100,00)
Petugas Pendataan Perikanan
Tenaga Penjaga Kapal, Nahkoda, KKM 151.200.000,00 (151.200.000,00) (100,00)
Tenaga Teknisi Pendamping Lapangan 84.000.000,00 (84.000.000,00) (100,00)
Perikanan
Tenaga Teknisi Mekanik Perikanan 90.000.000,00 (90.000.000,00) (100,00)
Petugas Pengelola Data Perairan 24.000.000,00 (24.000.000,00) (100,00)
Umum
Petugas Pengelola Perizinan Perikanan 24.000.000,00 (24.000.000,00) (100,00)
Tangkap
Petugas Perhitungan Angka Konsumsi 24.000.000,00 (24.000.000,00) (100,00)
Ikan
Petugas Informasi Pasar 28.800.000,00 (28.800.000,00) (100,00)
Petugas Pengelola Data Tindak Pidana 48.000.000,00 (48.000.000,00) (100,00)
Perikanan (TPP)
Petugas Pengelola Data Kelompok 19.900.000,00 (19.900.000,00) (100,00)
Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
Beban Jasa Kegiatan Urusan 78.000.000,00 (78.000.000,00) (100,00)
Keuangan
Tenaga Administrasi Keuangan 78.000.000,00 (78.000.000,00) (100,00)

Beban Jasa 3.751.072.895,00 4.147.771.304,00 (467.878.689,00) (11,28)
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Perhitungan Beban Jasa-LO Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

Belanja Jasa-LRA 3.746.546.761,00
Hutang Belanja Jasa tahun lalu (87.070.085,00)
Hut_ang Belanja Jasa tahun 91.596.219,00
berjalan

Beban Jasa-LO 3.751.072.895,00

5.2.6. Beban Pemeliharan-LO

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp 677.823.887,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp122.007.500,00 naik sebesar
Rp555.816.387,00 atau 455,56 % dengan dirinci sebagai berikut:

Uraian 31 Desember 31 Desember Kenaikan / Tren
2021 2020 Penurunan (%)
Beban Pemeliharaan 677.823.887,00 122.007.500,00 555.816.387,00 455,56
Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin 391.237.046,00 122.007.500,00 269.229.546,00 220,67
Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan 282.986.841,00 - 282.986.841,00
Beban Pemeliharan Jaringan 3.600.000,00 - 3.600.000,00
Jumlah 677.823.887,00 122.007.500,00 555.816.387,00 455,56

5.2.7 Beban Perjalanan Dinas-LO

Realisasi Perjalanan Dinas-LO  Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp1.142.411.719,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp809.568.433,00 terjadi
peningkatan sebesar Rp332.843.286,00 atau naik sebesar 41,11% dengan rincian

sebagai berikut:

31 Desember 31 Desember Kenaikan / Tren

Uraian 2021 2020 Penurunan (%)

Beban perjalanan dinas dalam daerah 1.142.411.719,00 667.019.966,00 475.391.753,00 71,27

Beban Perjalanan Dinas Biasa 999.631.719,00 999.631.719,00

Beban Perjalanan Dinas Tetap 39.335.000,00 39.335.000,00

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 89.150.000,00 89.150.000,00

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting 12.653.000,00 12.653.000,00

Dalam Kota

Eg?:n Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 1.642.000,00 1.642.000,00

Beban perjalanan dinas luar daerah 142.548.467,00 (142.548.467,00) (100,00)
Jumliah 1.142.411.719,00 809.568.433,00 332.843.286,00 41,11

5.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar
Rp4.329.339.383,04 dan  Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.933.411.246,75
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mengalami penurunan sebesar (Rp604.071.863,71) atau (12,24%). Beban

Penyusutan dan Amortisasi-LO adalah sebagai berikut:

Uraian 31 Desember 31 Desember Kenaikan / Tren
2021 2020 Penurunan (%)
Beban Penyusutan dan Amortisasi -
LO 4.329.339.383,04 4.933.411.246,75 (604.071.863,71) (12,24)

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin-LO 5 454 56365048 3.186.796.289,09  (732.232.629,61)  (22,98)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

-LO 914.833.486,85 529.032.241,00 385.801.245,85 72,93

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan

Jaringan - LO 959.569.736,71 1.195.929.966,66 (236.360.229,95) (19,76)

Beban Penyusutan Aset Tetap Lalnnya 372.500,00 2.840.250,00 (2.467.750,00)  (86,88)

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- LO _ 18.812.500,00 (18.812.500,00)  (100,00)
Jumlah 4.329,339.383,04 4.933.411.246,75 (604.071.863,71) (12,24)

5.2.9 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebesar
(Rp35.541.216.065,64) mengalami kenaikan sebesar (Rp3.889.336.959,89) atau
12,29% dibanding Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp31.651.879.105,75).
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan-LO dan
beban-LO selama satu Periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari
operasi selama 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 31 Desember
2020 adalah sebagai berikut:

. Kenaikan / Tren

Uraian 31 Desember 2021 31 Desember 2020 Penurunan (%)
Pendapatan 1.852.694.500,00 1.309.011.050,00 543.683.450,00 41,53
Beban 37.393.910.565,64 32.960.890.155,75 4.433.020.409,89 13,45
Surplus/Defisit LO (35.541.216.065,64) (31.651.879.105,75) (3.889.336.959,89) 12,29

5.2.10 Surplus/ Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO merupakan jumlah antara Surplus/defisit kegiatan operasional,
surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit dari
kegiatan non operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2021 adalah nihil sehingga Surplus/Defisit-LO Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Riau tahun 2021 sama dengan surplus/defisit kegiatan
Operasional, yaitu (Rp35.541.216.065,64).
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5.3.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan
Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas
aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Terdapat dampak perubahan
kebijakan/kesalahan mendasar karena perubahan basis akuntansi dengan rincian

sebagai berikut.
a. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal per 1 Januari 2021 sebesar Rp 92.348.233.378,71 dan saldo
awal 1 Januari 2020 Rp101.156.302.336,55.

3. Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2021 sebesar (Rp35.541.216.065,64)
dan Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2020 (Rp31.651.879.105,75).

4. RK-PPKD

RK-PPKD merupakan akun resiprokal transaksi antara akun Bendahara
Umum Daerah (BUD) Provinsi Riau dengan Bendahara Pengeluaran Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Saldo RK-PPKD per 31 Desember 2021
adalah Rp46.706.916.701,94 dan saldo RK-PPKD per 31 Desember 2020
Rp22.178.908.657,21. Rincian RK-PPKD adalah sebagai berikut:

Tahun 2021 Tahun 2020
Jumlah Pencairan SP2D 38.618.435.044,94 30.818.440.038,00
Jumlah Penyetoran PAD (1.852.694.500,00) (1.316.821.050,00)
Penyetoran UP/TU/LS (150.600.630,00) (264.495.450,00)
Jumlah Penyetoran Kas (600.000,00)
dibendahara penerimaan TA
2020
Mutasi mobil dari pengelola 158.080.000,00
Hibah Kementerian Kelautan 1.208.466.594,00

dan Perikanan Republik

Indonesia Direktorat Jenderal

Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan

Hibah Kementerian Kelautan 2.494.875.000,00
dan Perikanan Republik

Indonesia Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap tahun

2018
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Tahun 2021 Tahun 2020
Hibah Kementerian Kelautan 1.737.240.000,00
dan Perikanan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan
Hibah Kementerian Kelautan 4.493.710.921,00
dan Perikanan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya

Aset Hibah Tanah ke (3.400.000.000,00)
Kabupaten Bengkalis

Aset Hibah Kapal ke Kelompok (1.222.777.500,00)
Masyarakat

Akumulasi Penyusutan Kapal 183.416.625,00
Aset Hibah ke Kota Pekanbaru (2.933.001.232,00)
Akumulasi Penyusutan Barang 577.837.039,02
Hibah ke kota Pekanbaru

Penghapusan Aset Rusak Berat (326.001.079,90)
Mutasi Aset ke Pengelola (1.696.075.722,00)
Akum Penyusutan Aset Rusak 326.001.079,90
Berat yang di hapus

Akum Penyusutan Aset Mutasi 1.425.933.322,00
ke Pengelola

Mutasi Aset Ke Dinas (621.126.500,00)
Pendidikan Provinsi Riau

Akumulasi Penyusutan Aset 434.788.550,00
Mutasi ke Dinas Pendidikan

Provinsi Riau

Mutasi Aset dari Sekretariat 198.500.000,00
Daerah Provinsi Riau

Akumulasi Penyusutan Aset (170.142.857,16)
Mutasi Dari Sekretariat Daerah

Provinsi Riau

Mutasi Aset Dari DISDUKCAPIL 198.500.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset (170.142.857,12)
Mutasi dari DISDUKCAPIL

Mutasi Aset Dari Dinas SATPOL 381.013.504,10
PP

Akumulasi Penyusutan Aset (244.937.252,63)
Mutasi dari Dinas SATPOL PP

RK-PPKD 46.706.912.429,94 22.178.908.657,21

5. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

Dampak perubahan kebijakan/kesalahan mendasar per 31 desember 2021
sebesar (Rp5.783.883.749,07) dan per 31 desember 2020 sebesar
Rp664.901.490,70 yang dapat dirinci sebagai berikut:
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Tahun 2021 Tahun 2020
Penambahan/catat baru Tanah 525.000.000,00 254.088.000,00
Penambahan/catat baru
Peralatan dan Mesin 32.712.000,00
Koreksi Penyisihan Piutang 42.050,00
Koreksi penyusutan Aset Tetap (31.012.000,00)
Peralatan dan Mesin
koreksi Akumulasi Penyusutan (1.208.466.594,00)

hibah Kementerian Kelautan

dan Perikanan Republik

Indonesia Direktorat Jenderal

Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan

koreksi Akumulasi Penyusutan (849.899.500,00)
Hibah Kementerian Kelautan

dan Perikanan Republik

Indonesia Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap tahun 2018

koreksi Akumulasi Penyusutan (1.735.890.000,00)
Hibah Kementerian Kelautan

dan Perikanan Republik

Indonesia Direktorat Jenderal

Penguatan Daya Saing Produk

Kelautan dan Perikanan

Koreksi Akumulasi Penyusutan (2.511.778.475,07)
Hibah Kementerian Kelautan

dan Perikanan Republik

Indonesia Direktorat Jenderal

Perikanan Budidaya

Koreksi penyusutan Aset Tetap (2.849.180,00) 409.071.440,70
Gedung dan Bangunan sd 2020

DAMPAK KUMULATIF
PERUBAHAN
KEBIJAKAN/KESALAHAN
MENDASAR

(5.783.883.749,07) 664.901.490,70

6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp 97.730.050.265,94 dan
ekuitas akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp 92.348.233.378,71.

Tahun 2021 Tahun 2020
Ekuitas Awal 92.348.233.378,71 __ 101.156.302.336,55
Surplus/Defisit LO (35.541.216.065,64)  (31.651.879.105,75)
RK-PPKD 46.706.916.701,94 22.178.908.657,21
Jumlah Dampak (5.783.883.749,07) 664.901.490,70
Kumulatif
Ekuitas Akhir 97.730.050.265,94 92.348.233.378,71
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5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA
5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwva masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam
pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar
laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak
kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi :

5.4.1.1. ASET LANCAR
Aset lancer adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasi, dipakai, atau
dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan

setara kas. Meliputi:

1. Kas di Bendahara Penerimaan,

Kas di Bendahara Penerimaan adalah saldo kas yang masih ada di brankas atau
rekening bank Bendahara Penerimaan hingga tanggal neraca belum disetorkan ke Kas
Daerah digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. Saldo Kas di
Bendahara Penerimaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau per 31
Desember 2021 adalah Rp0,00 karena penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD) telah
disetor tanggal 31 Desember 2021.

2. Kas di Bendahara Pengeluaran,

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas yang masih ada di brankas atau
rekening bank Bendahara Pengeluaran hingga tanggal neraca belum
dipertanggungjawabkan. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Riau 31 Desember 2021 adalah Rp0,00.

3. Kas Lainnya dibendahara pengeluaran,

Kas Lainnya dibendahara pengeluaran adalah saldo kas atas: Dana Hibah BOS

yang masih ada di rekening bank Bendahara BOS hingga tanggal neraca; uang jaminan

(retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau
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perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan; dan Saldo pemotongan dan
pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara
Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas
Negara atau pihak terkait. Kas ini merupakan kas selain yang berasal dari Uang
Persediaan. Saldo kas lainnya per 31 Desember 2021 Rp4.272,00 merupakan bunga
jasa giro yang belum disetor ke Kas Daerah.

4. Piutang,

Adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa
yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan
dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Saldo Piutang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau per 31 Desember
2021 adalah sebesar Rp0,00 (nihil).

5. Persediaan,

Adalah merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies)
pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan rutin
pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau pada tanggal per 31
Desember 2021 sebesar Rp521.173.590,00. Rincian persediaan tersebut dapat dilihat

pada lampiran Daftar Persediaan.

5.4.1.2. ASET TETAP,

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar
Rp92.163.284.417,84. Penambahan pengurangan aset dapat dilihat pada tabel 5.3:
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Tabel 5.3. Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2021

URAIAN Saldo Awal 2021 Mutasi Bertambah Mutasi Berkurang Saldo Akhir
Tanah 21.979.698.000,00 683.080.000,00 - | 22.662.778.000,00
Tanah 21.979.698.000,00 683.080.000,00 22.662.778.000,00
Peralatan dan Mesin 79.022.250.517,03 5.177.984.112,00 6.923.105.021,02 | 77.277.129.608,01
AlatBesar 3.931.229.000,00 84.305.000,00 7.149.000,00 4.008.385.000,00
AlatAngkutan 17.228.815.746,90 1.675.174.094,00 1.195.200,00 18.902.794.640,90
AlatBengkeldanAlatUkur 1.263.073.575,01 123.635.000,00 518.598.300,00 868.110.275,01

AlatPertanian

37.233.014.418,23

725.282.363,00

3.052.057.532,40

34.906.239.248,83

AlatkantordanRumahTangga

11.868.181.156,94

426.701.543,00

2.690.918.587,70

9.603.964.112,24

AlatStudio,Komunikasi,dan

1.386.933.332,50

205.500.000,00

16.667.500,00

1.575.765.832,50

Pemancar
AlatKedokterandanKesehatan 53.600.000,00 - - 53.600.000,00
AlatLaboratorium 2.102.613.216,51 1.659.960.000,00 119.219.437,92 3.643.353.778,59
AlatPersenjataan 195.603.400,00 - 62.052.000,00 133.551.400,00
Komputer 3.759.186.670,94 277.426.112,00 455.247.463,00 3.581.365.319,94
Gedung dan Bangunan 33.069.043.363,26 18.047.361.401,75 - | 51.116.404.765,01
BangunanGedung 30.709.883.863,26 17.827.958.498,75 48.537.842.362,01
TuguTitikKontrol/Pasti 2.359.159.500,00 219.402.903,00 2.578.562.403,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan

48.350.240.772,18

3.351.048.366,39

12.284.285.600,80

39.417.003.537,77

JalandanJembatan

9.164.336.022,03

1.130.484.376,20

10.294.820.398,23

BangunanAir(Irigasi) 36.594.680.388,31 2.220.563.990,19 12.051.179.900,80 26.764.064.477,70
Instalasi 752.410.537,64 233.105.700,00 519.304.837,64
Jaringan 1.838.813.824,20 1.838.813.824,20

Aset Tetap Lainnya

2.617.300.947,37

473.450.000,00

3.090.750.947,37

Buku dan Perpustakaan

883.135.500,00

149.000.000,00

1.032.135.500,00

Barang Bercorak
Kesenian/Kebudayaan

22.632.000,00

98.800.000,00

121.432.000,00

Hewan/Ternak dan Tumbuhan

1.611.783.447,37

225.650.000,00

1.837.433.447,37

Aset Tetap Renovasi

99.750.000,00

99.750.000,00

Konstruksi dalam Pengerjaan

2.362.426.100,00

2.362.426.100,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan

2.362.426.100,00

2.362.426.100,00

Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap

(100.064.572.649,13)

(10.638.223.132,11)

(6.939.587.240,92)

(103.763.208.540,32
)

JUMLAH ASET TETAP

87.336.387.050,71

17.094.700.748,03

12.267.803.380,90

92.163.284.417,84

1. Tanah, adalah aset tetap yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam

klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan,

irigasi, dan jaringan.

31 Desember 2021

31 Desember 2020

Tambah / Kurang

Tanah

22.662.778.000,00
22.662.778.000,00

21.979.698.000,00
21.979.698.000,00

683.080.000,00
683.080.000,00

Nilai Tanah per 31 Desember 2021 Rp22.662.778.000,00. Terdapat penambahan
sebesar Rp683.080.000,00 merupakan penambahan berasal dari pencatatan baru
yaitu tanah kantor UPT. PSDKP Wilayah II di Kabupaten Bengkalis sebesar
Rp525.000.000,00 dan mutasi tanah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset
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Daerah Provinsi Riau untuk UPT. PSDKP Wilayah I sebesar sebesar
Rp158.080.000,00.

Peralatan dan Mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan
kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan
lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah Rp77.277.129.608,01.
Pada selama tahun 2021 mengalami penambahan sebesar Rp5.170.835.112,00
berasal dari pengadaan peralatan dan mesin tahun 2021 sebesar
Rp695.406.155,00 dan hibah sebesar Rp4.475.428.957,00 dikurangi aset yang
dihapuskan sebesar Rp3.242.729.451,90 dan direklas ke aset lainnya sebesar
Rp3.673.226.569,12.

a. Alat-Alat Besar

Nilai Alat-Alat Berat per 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp4.008.385.000,00. Saldo awal tahun 2021 Rp3.931.229.000,00
mengalami penambahan sebesar Rp84.305.000,00 berasal dari pengadaan
tahun 2021 sebesar Rp74.305.000 dan hibah dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
sebesar Rp10.000.000,00, dikurangi dengan reklas ke alat kantor dan
rumahtangga sebesar Rp7.149.000,00. Penambahan Alat-Alat Besar dirinci

sebagai berikut:

JUMLAH JUMLAH

NAMA BARANG BARANG SATUAN HARGA KET
Pompa Air (SHIMIZU) 2 unit 4.070.000,00 Pembelian
Pompa Submersible 2 unit 12.760.000,00 Pembelian
Submersible Pump, 4 Inch 1 unit 8.910.000,00 Pembelian
Submersible Pump, 6 Inch 2 unit 27.940.000,00 Pembelian
Pompa Alcon 3 unit 20.625.000,00 Pembelian
Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 unit 10.000.000,00 Hibah

TOTAL 84.305.000,00

b. Alat-Alat angkutan

Nilai Alat-alat angkutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp18.902.794.640,90. Saldo awal tahun 2021 Rp17.228.815.746,90
mengalami penambahan sebesar Rp 1.675.174.094,00 vyaitu hibah
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Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dirjen Pengolahan
dan Pengolahan Hasil perikanan sebesar Rp1.174.174.094,00, hibah dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar
Rp198.000.000,00 dan hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
Rp303.000.000,00 ,dikurangi reklas keaset lain-lain sebesar Rp1.195.200,00.

Rincian penambahan aset sebagai berikut:

JUMLAH

NAMA BARANG BARANG SATUAN JUMLAH HARGA KET
Mobil Mini Bus 1 unit 290.500.000,00  Hibah
Mobil ATI-GEMARIKAN 1 unit 490.246.737,00  Hibah
SPG Roda 4 Berefrigasi 1 unit 393.427.357,00 Hibah
Mobil work Shop/Service 1 unit 198.000.000,00 Hibah
Mobil Unit Kesehatan Hewan 1 unit 273.300.000,00 Hibah
Perahu Motor Tempel 1 unit 29.700.000,00  Hibah

TOTAL 1.675.174.094,00

Alat Bengkel dan Alat Ukur

Nilai Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2021 sebesar
Rp868.110.275,01. Saldo awal per 1 Januari 2021 sebesar
Rp1.263.073.575,01. penambahan selama periode tahun anggaran 2021
adalah Rp123.635.000,00 berasal dari pengadaan Tahun Anggaran 2021
sebesar Rp10.585.000,00 dan Rp113.050.000,00 berasal dari hibah
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. berkurang sebesar
Rp518.598.300,00 yaitu penghapusan sebesar Rp4.300.000,00 dan reklas ke
aset Lain-lain sebesar Rp514.298.300,00. Penambahan Alat Bengkel dan Alat

Ukur dirinci sebagai berikut:

JUMLAH JUMLAH

NAMA BARANG BARANG SATUAN HARGA KET
Gerobak Sorong 1 unit 650.000,00 Pembelian
Katrol 1 unit 6.800.000,00 Pembelian
Timbangan100 kg Digital 1 unit 1.650.000,00 Pembelian
Timbangan 100 kg Biasa 1 unit 1.485.000,00 Pembelian
PH Meter / Alat Ukur Universal 1 unit 10.300.000,00 Hibah
Timbangan / Neraca 1 unit 61.300.000,00 Hibah
Analitical Balance 1 unit 41.450.000,00 Hibah

TOTAL 123.635.000,00
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d.

Alat Pertanian

Nilai Alat Pertanian 31 Desember 2021 sebesar Rp34.906.239.248,83. Saldo
awal per 1 Januari 2021 Rp37.233.014.418,23. Penambahan selama periode
tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp725.282.363,00 berasal dari hibah
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya. Berkurang sebesar Rp3.052.057.532,40 vyaitu
penghapusan sebesar Rp1.616.267.000,00 dan reklas ke aset Lain-lain
sebesar Rp1.435.790.532,40. Penambahan Alat Pertanian dirinci sebagai
berikut:

JUMLAH

NAMA BARANG BARANG SATUAN JUMLAH HARGA KET
Mesin Proses Lainnya 2 unit 59.356.000,00 Hibah
Mesin Pembuat Pelet 2 unit 99.440.000,00 Hibah
Alat Bantun Uji Tumbuh 1 unit 1.100.000,00 Hibah
Bak Pemeliharaan Sementara 4 unit 8.800.000,00 Hibah
Keramba (Jaring Apung) 9 unit 187.232.724,00 Hibah
Keramba (Jaring Apung) 1 unit 20.803.639,00 Hibah
Mesin Pembuat Pellet 1 unit 150.000.000,00 Hibah
Mesin Pembuat Pelet 1 unit 198.550.000,00 Hibah

TOTAL 725.282.363,00

Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

Nilai Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2021 adalah
sebesar Rp9.603.964.112,24. Saldo awal tahun 2021 Rp11.868.181.156,94
mengalami penambahan sebesar Rp426.701.543,00, vyaitu pengadaan
selama periode tahun anggaran 2021 sebesar Rp228.310.043,00 , reklas dari
alat-alat besar sebesar Rp7.149.000,00 dan hibah dari Kementerian Kelautan
dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengolahan dan
pemasaran Hasil Perikanan Rp34.292.500,00, hibah dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rp83.190.000,00 dan hibah dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya sebesar Rp73.760.000,00. Berkurang sebesar
Rp2.690.918.587,70, yaitu penghapusan sebesar Rp1.150.857.574,90 dan
reklas ke aset lain-lain sebesar Rp1.540.061.012,80. Penambahan aset Alat-

Alat Kantor dan Rumah Tangga dirinci sebagai berikut:
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JUMLAH
NAMA BARANG BARANG SATUAN JUMLAH HARGA KET

Tangga Alumunium 1 unit 4.149.000,00 Reklas
Tangga Alumunium 1 Unit 3.000.000,00 Reklas
Filling Cabinet 5 Laci 2 unit 7.000.000,00 Pembelian
Filling Cabinet 2 Pintu 1 Unit 2.000.000,00 Pembelian
Filling Cabinet 4 Laci 2 Unit 5.390.000,00 Pembelian
CCtv 1 unit 7.980.000,00 Pembelian
kursi tunggu Y 4 2 unit 6.033.412,00 Pembelian
Rak Pakan Alami 6 Unit 21.000.000,00 Pembelian
Mesin Potong Rumput 2 Unit 4.850.000,00 Pembelian
Gendong

AC 1 Unit 4.600.000,00 Pembelian
AC 2 Unit 10.811.854,00 Pembelian
AC 1 Unit 7.108.125,00 Pembelian
AC1PK 2 Unit 13.603.000,00 Pembelian
AC 2 Unit 9.302.872,00 Pembelian
AC 1 Unit 4.650.000,00 Pembelian
AC 2 Unit 13.077.842,00 Pembelian
Vacum Cleaner 1 Unit 8.980.000,00 Pembelian
Roller Bling 4 Unit 5.840.000,00 Pembelian
Roller Bling 6 Unit 13.320.000,00 Pembelian
Roller Bling 1 Unit 2.960.000,00 Pembelian
Roller Bling 1 Unit 1.480.000,00 Pembelian
Dispenser 2 Unit 2.638.202,00 Pembelian
Alat Pemotong Rumput 1 Unit 2.334.678,00 Pembelian
Jet Pressure 1 Unit 5.800.000,00 Pembelian
Tong Sampah 5 Unit 3.768.000,00 Pembelian
Meja Kerja 11 Unit 35.755.500,00 Pembelian
Kursi Kerja 11 Unit 16.516.500,00 Pembelian
Kursi Pejabat 2 Unit 2.260.000,00 Pembelian
Lemari Arsip 2 Unit 9.250.058,00 Pembelian
Lemari Besi / Metal 5 unit 11.350.000,00 Hibah
Lemari Kayu 4 unit 9.080.000,00 Hibah
Rak Kayu 4 unit 5.440.000,00 Hibah
Kursi Kayu 1 unit 6.720.000,00 Hibah
Kursi Kayu 1 unit 1.270.000,00 Hibah
Kursi Kayu 1 unit 2.600.000,00 Hibah
Kursi Kayu 1 unit 1.130.000,00 Hibah
Chest Freezer 194 liter 1 unit 19.756.000,00 Hibah
Cool Box 210 liter 1 unit 14.536.500,00 Hibah
Freezer / Alat Lab. Pertanian 1 unit 12.400.000,00 Hibah
Freezer / Alat Lab. Pertanian 1 unit 32.200.000,00 Hibah
Kompor Gas (Alat Dapur) 1 unit 1.000.000,00 Hibah
Meja Komputer 2 unit 2.800.000,00 Hibah
Mesin Pemotong Rumput 4 unit 20.000.000,00 Hibah
Kompor Gas (Alat Dapur) 1 unit 1.760.000,00 Hibah
f':rt‘gﬁfr'?)'e Pump (Peralatan 2 unit 2.200.000,00  Hibah
Panel Pameran 1 unit 47.000.000,00 Hibah

TOTAL 426.701.543,00
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Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Nilai Alat-Alat studio dan Komunikasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp1.575.765.832,50. Saldo awal Rp1.386.933.332,50 mengalami
penambahan sebesar Rp205.500.000,00 berasal dari pengadaan tahun 2021
sebesar Rp199.000.000,00 dan Hibah dari Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar
Rp6.500.000,00. Berkurang sebesar Rp16.667.500,00, yaitu penghapusan
sebesar Rp2.217.500,00 dan reklas ke asset Ilain-lain sebesar
Rp14.450.000,00. Rincian penambahan Alat-Alat studio dan Komunikasi
tahun anggaran 2021 ialah sebagai berikut:

JUMLAH JUMLAH

NAMA BARANG BARANG SATUAN HARGA KET
Microphone Dynamic 1 unit 1.300.000,00 Pembelian
Speaker Portable 1 unit 1.600.000,00  Pembelian
Wireless
Lampu Solar Cell 10 unit 192.500.000,00 Pembelian
GPS 1 unit 3.600.000,00 Pembelian
Camera Digital 1 unit 6.500.000,00 Hibah

TOTAL 205.500.000,00

Alat Kedokteran dan Kesehatan

Nilai Alat-Alat kedokteran dan kesehatan per 31 Desember 2021 adalah
sebesar Rp53.600.000,00. Tidak ada penambahan selama tahun anggaran
2021.

Alat Laboratorium

Nilai Alat Laboratorium per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.643.353.778,59.
Saldo awal Rp2.102.613.216,51 mengalami penambahan sebesar
Rp1.659.960.000,00 yang berasal dari pengadaan tahun anggaran 2021
sebesar Rp76.890.000,00, hibah Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.341.650.000,00 dan hibah Kementerian
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perikanan
Budidaya sebesar Rp241.420.002,00. Berkurang sebesar Rp119.219.437,92
yaitu penghapusan sebesar Rp83.887.377,00 dan reklas ke asset lain-lain
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Rp35.332.060,92. Rincian penambahan Alat Laboratorium tahun anggaran
2021 sebagai berikut:
JUMLAH
NAMA BARANG BARANG SATUAN JUMLAH HARGA KET

Water Sampler Vertical 1 unit 14.850.000,00 Pembelian
Ph Meter/Conducivity/tds meter 1 unit 38.280.000,00 Pembelian
Oven Laboratorium 1 unit 23.760.000,00 Pembelian
Autoclave Table 1 unit 54.000.000,00 Hibah
Motuary Refrigerator 1 unit 14.500.000,00 Hibah
Refrigerator 1 unit 43.100.000,00 Hibah
Syringe Pump 1 unit 16.500.000,00 Hibah
Reflek Hammer Stainless Steel 1 unit 5.900.000,00 Hibah
Cell Unit 1 unit 52.950.000,00 Hibah
Vacum Pump 5 unit 20.900.000,00 Hibah
Putision Incubator Bm 1 unit 40.400.000,00 Hibah
Alat Destilasi Air 1 unit 34.300.000,00 Hibah
Laminar Air Flow 1 unit 93.000.000,00 Hibah
Sentrifuge Untuk Microplate 1 unit 126.300.000,00 Hibah
Hotplate 1 unit 4.500.000,00 Hibah
Desicator 1 unit 11.700.000,00 Hibah
Chloridemeter 1 unit 18.100.000,00 Hibah
High Performance Liquid 1 unit 458.000.000,00 Hibah
Chromatology /HPLC
Waterbath / Shake Still 1 unit 31.000.000,00 Hibah
Tungku 1 unit 19.000.000,00 Hibah
Heating Mantle / Alat Lab. 1 unit 4.300.000,00 Hibah
Lainnya
Cooling / Refregerating Bath 1 unit 207.000.000,00 Hibah
Cooling / Refregerating Bath 1 unit 22.000.000,00 Hibah
Vacuum Drying Oven 1 unit 40.900.000,00 Hibah
Colony Counter / Alat Lab. 1 unit 5.450.000,00 Hibah
Makanan
Meja Kerja / Alat Lab. Lainnya 1 unit 1.360.000,00 Hibah
Meja Kerja / Alat Lab. Lainnya 1 unit 680.000,00 Hibah
Water Filter 1 unit 9.000.000,00 Hibah
Rak Peralatan 3 unit 6.810.000,00 Hibah
Tabung 02 1 unit 2.970.000,00 Hibah
Corong 2 unit 4.950.000,00 Hibah
Alat Ukur Kadar Air (Alat 8 unit 15.400.000,00 Hibah
Laboratorium Umum)
Refractometer (Alat 1 unit 16.500.000,00 Hibah
Laboratorium Umum)
Stabilizer 1 unit 1.320.000,00 Hibah
Mikroskop Binokuler 1 unit 11.880.000,00 Hibah
Pompa Airasil 2 unit 1.100.000,00 Hibah
Oxigenmeter 1 unit 48.959.454,00 Hibah
Rod Blower 1 unit 2.750.000,00 Hibah
DO Meter (Alat Laboratorium 1 unit 15.384.000,00 Hibah
Kwalitas Air dan Tanah)
Digital Caliper 1 unit 6.380.546,00 Hibah
Digital Caliper 1 unit 6.050.000,00 Hibah
PH Meter Digital Portable 1 unit 13.556.000,00 Hibah
Regulator 1 unit 6.600.000,00 Hibah
Blower 1 unit 4.950.000,00 Hibah
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JUMLAH
NAMA BARANG BARANG SATUAN JUMLAH HARGA KET
Water Testing Kit 1 unit 41.470.000,00 Hibah
Water Analysis Test Kitt 1 unit 41.200.000,00 Hibah
TOTAL 1.659.960.000,00

i. Alat Keamanan

Nilai Alat Keamanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp195.603.400. Tidak

ada penambahan selama tahun anggaran 2021
j. Komputer

Nilai Komputer per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.581.365.319,94. Saldo
awal Rp  3.759.186.670,94 mengalami penambahan  sebesar
Rp277.426.112,00 yang berasal dari pengadaan tahun anggaran 2021
sebesar Rp106.316.112,00, Hibah dari Kementerian Kementerian Kelautan
dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
sebesar Rp138.410.000,00 dan Kementerian Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
sebesar Rp32.700.000,00. Berkurang sebesar Rp455.247.463,00, vyaitu
penghapusan aset sebesar Rp385.200.000,00 dan reklas ke aset lain-lain
sebesar Rp70.047.463,00. Rincian penambahan komputer tahun anggaran
2021 sebagai berikut:

JUMLAH

NAMA BARANG BARANG SATUAN JUMLAH HARGA KET
Laptop 1 unit 24.975.000,00 Pembelian
Komputer 1 unit 19.750.000,00 Pembelian
Laptop/Notebook 1 unit 9.884.493,00 Pembelian
Laptop/Notebook 1 unit 18.894.285,00  Pembelian
Printer 6 unit 11.580.000,00  Pembelian
Printer 1 unit 3.350.000,00 Pembelian
Printer 1 unit 4.050.000,00 Pembelian

Printer 2 unit 5.029.940,00  Pembelian
Printer 2 unit 8.802.394,00 Pembelian
Laptop 1 unit 24.070.000,00 Hibah
Laptop 1 unit 14.330.000,00 Hibah
Laptop 1 unit 15.500.000,00 Hibah
Laptop 1 unit 15.500.000,00 Hibah
Note Book 1 unit 10.000.000,00 Hibah
PC Unit 1 unit 13.100.000,00 Hibah
PC Unit 1 unit 13.100.000,00 Hibah
Laptop 1 unit 12.000.000,00 Hibah
Printer 1 unit 2.500.000,00 Hibah
Printer 1 unit 1.710.000,00 Hibah
Printer 1 unit 2.200.000,00 Hibah
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JUMLAH

NAMA BARANG BARANG SATUAN JUMLAH HARGA KET
Printer 1 unit 3.500.000,00 Hibah
Printer 1 unit 3.500.000,00 Hibah
Peralatan Komputer lainnya 1 unit 1.800.000,00 Hibah
Peralatan Komputer lainnya 1 unit 1.800.000,00 Hibah
Eksternal Plask Disk 1 unit 1.000.000,00 Hibah
Modem 1 unit 1.400.000,00 Hibah
Modem 1 unit 1.400.000,00 Hibah
P.C Unit 2 unit 21.700.000,00 Hibah
k’lj‘;,gt)e"”pt'b'e Power Supply 2 unit 1,600.000,00  Hibah
Stabilizer 2 unit 1.800.000,00 Hibah
Printer (Peralatan Personal ) unit 7.600.000,00 Hibah
Komputer)

TOTAL 277.426.112,00

3. Gedung dan Bangunan.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam
kondisi siap dipakai. Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah
Rp51.116.404.765,01. Saldo awal gedung dan bangunan Rp33.069.043.363,26. Adanya
penambahan tahun anggaran 2021 sebesar Rp18.047.361.401,75 berasal pengadaan
sebesar Rp2.283.541.895,95, reklas dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Rp11.890.992.000,80, hibah dari Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp2.349.965.000,00
dan hibah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya sebesar Rp1.522.862.505,00. Rincian penambahan gedung dan

bangunan adalah sebagai berikut:

JUMLAH

NAMA BARANG BARANG SATUAN JUMLAH HARGA KET
Bangunan Dermaga 1 unit 11.890.992.000,80 Reklas
Pintu Selasar Kaca 1 unit 41.287.900,00 Pembelian
Gudang Peralatan 1 unit 181.862.428,00 Pembelian
Balai Pertemuan Nelayan 1 unit 393.869.811,62 Pembelian
Rehabilitasi Hatchery Induk 1 unit 208.499.797,00 Pembelian
Gedung Tempat Pelelangan 1 unit 1.022.711.949,33 Pembelian
Ikan
Rumah Petugas 1 unit 215.907.107,00 Pembelian
Pagar di BBIP Rupat 1 unit 219.402.903,00 Pembelian
Bangunan Dermaga 1 unit 2.349.965.000,00 Hibah
Bangunan Gudang Lainnya 1 unit 91.774.316,00 Hibah
Bangunan Gudang Pertemuan 1 unit 131.985.600,00 Hibah
Permanen
Bangunan Dermaga 1 unit 855.955.000,00 Hibah
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JUMLAH

NAMA BARANG BARANG SATUAN JUMLAH HARGA KET
Bangunan Lainnya (Gedung 1 unit 330.729.311,00 Hibah
Hatchery)
Bangunan Lainnya (Rumah 1 unit 79.025.876,00 Hibah
Jaga)
Bangunan Lainnya (Rumah 1 unit 33.392.402,00 Hibah
Genset)

TOTAL 18.047.361.401,75

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan,

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun
oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi
siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan
pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam Kklasifikasi
jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air
bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan
telepon.

Nilai Jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 adalah
Rp39.417.003.537,77. Saldo awal Jalan, irigasi dan jaringan Rp48.350.240.772,18
penambahan selama periode tahun 2021 sebesar Rp3.351.048.366,39 berasal
pengadaan sebesar Rp2.242.012.406,39, dan hibah Kementerian Kementerian Kelautan
dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar
Rp1.111.235.960,00.

Rincian aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2021 dijelaskan

sebagai berikut :
a. Jalan dan Jembatan

Saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.294.820.398,23.
Saldo awal jalan dan jembatan per 1 Januari 2021 Rp9.164.336.022,03.
Penambahan selama periode tahun 2021 sebesar Rp1.130.484.376,20 berasal
pengadaan tahun anggaran 2021 sebesar Rp810.325.376,20 dan hibah
Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp320.159.000,00. Rincian penambahan

jalan dan Jembatan tahun anggaran 2021 ialah sebagai berikut:
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JUMLAH
NAMA BARANG BARANG SATUAN JUMLAH HARGA KET
Jalan BBI Rupat 1 unit 445.793.107,00 .
Pembelian
Jalan Kompleks Beton 1 unit 364.532.269,20 Pembelian
Jalan Khusus Kompleks 1 unit 320.159.000,00 Hibah
TOTAL 1.130.484.376,20

Bangunan Air (Irigasi)

Saldo Bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2021 sebesar
Rp26.764.064.477,70. Saldo awal Rp36.594.680.388,31 mengalami penambahan
sebesar Rp2.220.563.990,19 berasal dari pengadaan selama tahun 2021
Rp1.431.687.030,19, hibah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp788.876.960,00.
Berkurang sebesar Rp12.051.179.900,80 yaitu reklas ke gedung dan bangunan
sebesar Rp11.890.992.000,80 dan reklas ke asset lain-lain sebesar
Rp160.187.900,00. Rincian penambahan Bangunan Air (Irigasi) tahun anggaran
2021 ialah sebagai berikut:

JUMLAH
NAMA BARANG BARANG SATUAN JUMLAH HARGA KET
Rehab Bak Pakan Alami (Bak 1 unit 210.777.372,00  Pembelian
Plankton)
Tower Air 1 unit 218.872.462,00 Hibah
Kolam 1 unit 211.798.446,00 Hibah
Sumur Bor Artesis, Pompa, Instalasi . .
Air Tawar Bersih, Menara dan Tanki 1 unit 592.111.926,99 Hibah
Drainase 1 unit 198.126.823,20 Hibah
Bak Penampung/Kolam/Menara 1 unit 22.164.240,00  Hibah
Penampung
Bangunan Kolam/Bak Ikan 1 unit 293.889.000,00 Hibah
Bangunan Kolam/Bak Ikan 1 unit 166.654.900,00 Hibah
Bangunan Kolam/Bak Ikan 1 unit 222.130.000,00 Hibah
Bangunan Kolam/Bak Ikan (BAK . .
RESERVIOR) 1 unit 84.038.820,00 Hibah
TOTAL 2.220.563.990,19
Instalasi

Saldo Instalasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp519.304.837,64. Saldo awal per
1 Januari 2021 sebesar Rp752.410.537,64 mengalami pengurangan karena
direklas ke asset lain-lain sebesar Rp233.105.700,00.
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Jaringan

Saldo Jaringan per 31 Desember 2021 masih sama dengan saldo awal per 1
Januari 2021 sebesar Rp1.838.813.824,20. Tidak ada penambahan selama periode
tahun anggaran 2021.

Aset Tetap Lainnya.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Aset tetap lainnya per 31
Desember 2021 Rp3.090.750.947,37. Saldo awal Rp2.617.300.947,37 mengalami
penambahan sebesar Rp473.450.000,00 berasal dari hibah Kementerian Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Aset tetap

lainnya terdiri atas :

Buku dan Perpustakaan

Saldo buku dan perpustakaan per 31 Desember 2021 Rp1.032.135.500,00. Saldo
awal per 1 Januari 2021 Rp883.135.500,00. Mengalami penambahan sebesar
Rp149.000.000,00 berasal dari hibah Kementerian Kementerian Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Rincian

penambahan Buku dan Perpustakaan tahun anggaran 2021 ialah sebagai berikut:

NAMA BARANG JUMLAH BARANG SATUAN JUMLAH HARGA KET
Laporan 1 149.000.000,00  Hibah
TOTAL 149.000.000,00

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Saldo barang bercorak kesenian/kebudayaan per 31 Desember 2021
Rp121.432.000,00. Saldo awal per 1 Januari 2021 Rp22.632.000,00. Mengalami
penambahan sebesar Rp98.800.000,00 berasal dari hibah Kementerian
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya. Rincian penambahan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

tahun anggaran 2021 ialah sebagai berikut:

JUMLAH JUMLAH

NAMA BARANG BARANG SATUAN HARGA KET

Ukiran dan Lukisan Lainnya 1 49.500.000,00  Hibah

Ukiran dan Lukisan Lainnya 1 49.300.000,00  Hibah
TOTAL 98.800.000,00
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¢. Hewan/Ternak dan Tumbuhan
Saldo hewan/ternak dan tumbuhan per 31 Desember 2021 Rp1.837.433.447,37.
Saldo awal per 1 Januari 2021 Rp 1.611.783.447,37. Mengalami penambahan
sebesar Rp225.650.000,00 berasal dari hibah Kementerian Kementerian Kelautan
dan Perikanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Rincian

penambahan Hewan/Ternak dan Tumbuhantahun anggaran 2021 ialah sebagai

berikut:
JUMLAH JUMLAH
NAMA BARANG BARANG SATUAN HARGA KET
Ikan Air Tawar Budidaya 100 49.000.000,00 Hibah
Ikan Air Tawar Budidaya 350 14.700.000,00 Hibah
Ikan Air Tawar Budidaya 200 9.800.000,00 Hibah
Ikan Air Tawar Budidaya 100 39.200.000,00 Hibah
Ikan Air Tawar Budidaya 125 14.700.000,00 Hibah
Ikan Air Tawar Budidaya 15 4.950.000,00 Hibah
Udang 140 49.700.000,00 Hibah
Biota Perairan Lainnya 400 43.600.000,00 Hibah
TOTAL 225.650.000,00

d. Aset Tetap Renovasi
Saldo aset tetap renovasi per 31 Desember 2021 masih sama dengan saldo awal
per 1 Januari 2021 Rp99.750.000,00. Tidak ada penambahan selama periode
tahun anggaran 2021.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan,

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses
pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses
perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu
dan belum selesai.

Nilai KDP per 31 Desember 2021 Rp2.362.426.100,00 masih sama dengan saldo
awal per 1 Januari 2021 Rp2.362.426.100,00. Tidak ada penambahan selama periode
tahun anggaran 2021.

7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang

dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Akumulasi penyusutan
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merupakan penyusutan tahun sebelumnya ditambah dengan beban penyusutan tahun
berjalan. Nilai ini harus dicatat di neraca sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021
(Rp103.763.208.540,32). Akumulasi Penyusutan per 1 Januari 2021 sebesar
(Rp100.064.572.649,13). Rincian penambahan akumulasi penyusutan adalah sebagai
berikut

SALDO AWAL (100.064.572.649,13)
Beban Penyusutan TA 2021 (4.329.339.383,04)
koreksi  Penyusutan hibah  Kementerian (1.208.466.594,00)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Direktorat Jenderal Pengolahan dan

Pengolahan Hasil perikanan

koreksi  Penyusutan Hibah  Kementerian (849.899.500,00)
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun

2018

koreksi Penyusutan Hibah Kementerian (1.735.890.000,00)
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Penguatan Daya saing

Produk kelautan dan Perikanan

koreksi Penyusutan Kementerian Kelautan dan (2.511.778.475,07)
Perikanan Republik Indonesia Direktorat

Jenderal Perikanan Budidaya

koreksi akumulasi penyusutan gedung dan

bangunan (kurang catat) (2.849.180,00)
Reklas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke 3.696.857.789,02
Akumulasi penyusutan aset lain-lain karena

reklas Aset Tetap ke Aset Lain-lain karena

rusak berat

Penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap 3.242.729.451,90
karena adanya penghapusan aset tetap dari

inventaris Barang Milik Daerah

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sd (103.763.208.540,32)
2021

5.4.1.3 ASET LAINNYA, adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset

lancar dan aset tetap pada neraca.

Aset Lainnya terdiri atas:

1. Tagihan Penjualan Angsuran, jumlah yang diterima dari penjualan rumah
dan kendaraaan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah yang
jatuh temponya lebih dari 12 bulan. Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31
Desember 2021 adalah Rp0,00 (nihil);
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2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah, merupakan piutang Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah yang tidak tertagih, pada Neraca per 31 Desember 2021
adalah Rp0,00 (nihil);

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga nilai hak yang akan diperoleh atas suatu
bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta
berdasarkan perjanjian. Saldo Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember
2021 Rp0,00 (nihil);

4.  Aset Tak Berwujud, Aset Tak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak
dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan
dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya
termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Nilai bersih Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 Rp49.800.000,00. Dari nilai
aset tak berwujud Rp220.800.000,00 dengan akumulasi penyusutan aset tak
berwujud (Rp171.000.000,00)

5. Aset Lain-lain merupakan kelompok aset lainnya yang tidak dapat
dikelompokkan pada Tagihan penjualan angsuran dan kemitraan dengan pihak
ketiga dan aset tak berwujud. Nilai bersih Aset lain pada per 31 Desember 2021
sebesar Rp5.092.978.105,10. Dari nilai aset lain-lain Rp18.263.697.333,76 dengan
akumulasi penyusutan aset lain-lain (Rp13.170.719.228,66).

5.4.2. KEWAJIBAN
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang

penyelesaiannya akan mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek, merupakan kewajiban yang diharapkan akan
dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
neraca. Berupa hutang perhitungan pihak ke tiga, utang bunga, utang pajak, bagian
lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka/pendapatan yang
ditangguhkan, utang jangka pendek lainnya. Nilai Kewajiban jangka pendek per 31
Desember 2021 bersaldo Rp97.190.119,00 yang terdiri dari :
a. Utang tagihan listrik pemakaian bulan Desember 2021 sebesar Rp88.404.559,00
dan tagihan kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan untuk pemakaian bulan
Desember 2021 sebesar Rp3.191.660,00.
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b. Utang belanja modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.593.900,00 merupakan
utang belanja modal pada tahun 2017 yang belum diselesaikan sampai dengan
tahun anggaran 2021 (belanja modal konstruksi jalan pada Kegiatan Peningkatan

Sarana Dan Prasarana UPT. Pembenihan Perikanan 20.016).

5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang, Kewajiban jangka panjang merupakan
kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, berupa utang dalam negeri, utang
luar negeri, utang jangka panjang lainnya. Nilai Kewajiban jangka panjang per 31
Desember 2021 bersaldo Rp.0,00 (Nihil).

5.4.3. EKUITAS

Merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dengan
kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Ekuitas akhir pada LPE dihitung dengan
menambah/mengurangi saldo ekuitas awal tahun dengan surplus/defisit LO tahun
berjalan dan koreksi-koreksi yang secara langsung menambah/mengurangi ekuitas.
Perhitungan ekuitas akhir dapat dilihat pada Laporan Perubahan Ekuitas berikut ini:

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir sd. 31 Desember 2021 dan 2020

URAIAN 2021 2020
1 2 3
EKUITAS AWAL 92.348.233.378,71 101.156.302.336,55
SURPLUS/DEFISIT LO (35.541.216.065,64) (31.651.879.105,75)
RK-PPKD 46.706.916.701,94 22.178.908.657,21

Jumlah Ekuitas Akhir Sebelum Dampak
Kumulatif

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi Lain-lain (5.783.883.749,07) 664.859.440,70
Koreksi Pencatatan Aset Lancar

Koreksi Pencatatan Penyisihan Aset Lancar

103.513.934.015,01 91.683.331.888,01

(5.783.883.749,07) 664.859.440,70

Koreksi Pencatatan Aset Tetap 525.000.000,00 286.800.000,00
Koreksi Pencatatan Aset Lainnya
Koreksi Penyusutan Aset Tetap (6.308.883.749,07) 378.059.440,70

Koreksi Amortisasi Aset Lainnya
Koreksi Pencatatan Kewajiban

Koreksi Lain-Lain
EKUITAS AKHIR 97.730.050.265,94 92.348.191.328,71
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Keterangan:
- Saldo awal merupakan Nilai Ekuitas awal per 1 Januari 2021
- Surplus/defisit merupakan surplus/defisit Laporan Operasional:

Pendapatan LO

Pendapatan Retribusi Daerah 1.852.694.500,00
Beban LO

Beban Pegawai (20.427.993.958,00)
Beban Persediaan (6.807.199.191,60)
Beban Barang (258.069.532,00)
Beban Jasa (3.751.072.895,00)
Beban Pemeliharaan (677.823.887,00)
Beban perjalanan dinas (1.142.411.719,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi (4.329.339.383,04)
Surplus/Defisit LO (35.541.216.065,64)

- RK-PPKD dapat diuraikan sbb:

SP2D 38.618.435.044,94
Penyetoran PAD (1.852.694.500,00)
Penyetoran kas di bendahara penerimaan (600.000,00)
TA 2020

Penyetoran UP/TU/LS (150.600.630,00)
saldo rekening koran 4.272,00
mutasi mobil dari pengelola 158.080.000,00
hibah  Kementerian  Kelautan dan 1.208.466.594,00

Perikanan Republik Indonesia Direktorat

Jenderal Penguatan Daya Saing Produk

Kelautan dan Perikanan

Hibah  Kementerian  Kelautan dan 2.494.875.000,00
Perikanan Republik Indonesia Direktorat

Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2018

Hibah  Kementerian  Kelautan dan 1.737.240.000,00
Perikanan Republik Indonesia Direktorat

Jenderal Penguatan Daya Saing Produk

Kelautan dan Perikanan

Hibah  Kementerian Kelautan dan 4.493.710.921,00
Perikanan Republik Indonesia Direktorat

Jenderal Perikanan Budidaya

RK-PPKD 46.706.916.701,94

- Dampak Komulatif dapat diuraikan sbb:

Aset tanah catat baru 525.000.000,00
koreksi akumulasi penyusutan gedung dan (2.849.180,00)
bangunan (kurang catat)
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koreksi akumulasi penyusutan hibah
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Pengolahan  dan  Pengolahan  Hasil
perikanan

koreksi Penyusutan Hibah Kementerian
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
tahun 2018

koreksi Penyusutan Hibah Kementerian
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Penguatan Daya saing
Produk kelautan dan Perikanan

koreksi akumulasi penyusutan Hibah
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Direktorat Jenderal
Perikanan Budidaya

Koreksi penyusutan aset tetap

(1.208.466.594,00)

(849.899.500,00)

(1.735.890.000,00)

(2.511.778.475,07)

(5.783.883.749,07)
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PENJELASAN ATAS INIE(;\:I&ASI-INFORMASI LAIN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

Provinsi Riau

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau merupakan salah satu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau yang melaksanakan kegiatan dibidang Kelautan
dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau di pimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Riau melalui
Sekretaris Daerah. Pada tahun 2021 Jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau di jabat oleh Ir. H. Herman, M.Si

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau berkantor di Jalan Patimura No. 6
Pekanbaru dan memiliki sarana dan prasarana kantor antara lain Gedung UPT.
Pelabuhan Perikanan dan UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan berada di PPI
Pangkalan Sesai Kota Dumai, Gedung UPT. Budidaya Perikanan yang berada di Jalan
Tanjung Batu Pekanbaru, di Kabupaten Kampar dan Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis
dan Gedung UPT. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah II di

Kabupaten Bengkalis

6.2. Struktur Organisasi dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan
Gubernur Riau Nomor Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Riau No. 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, Peraturan
Gubernur Nomor 54 tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 7 November 2017
dibentuklah Unit Pelaksana Teknis pada dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
yaitu UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah I, UPT.
Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah II, UPT. Pengendalian
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III, dan Peraturan Gubernur Nomor 73
tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 dibentuk UPT. Budidaya Perikanan, UPT.
Penerapan Mutu Hasil Perikanan, UPT. Pelabuhan Perikanan sehingga unit kerja yang
terdapat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terdiri dari 1 (satu)
Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Bidang-
bidang dimaksud yaitu Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan, Bidang Kelautan dan
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Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai tugas membantu
Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan
tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada bidang Kelautan dan

Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan

administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait
dengan tugas dan fungsi pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
2.  Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas
melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub bagian Perencanaan

Program, Sub bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik

Daerah, dan Sub bagian Kepegawaian dan Umum. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.

3. Bidang Perikanan Budidaya
Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Perikanan

Budidaya mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada

Seksi Produksi dan Usaha Budidaya, Seksi Pengembangan Kawasan Budidaya, dan
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Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang perikanan
budidaya;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan bidang perikanan budidaya;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan

fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap
Kepala Bidang Perikanan Tangkap, mempunyai tugas melakukan koordinasi,

fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Penataan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber

Daya Perairan, Seksi Kenelayanan, dan Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang perikanan
tangkap;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan bidang perikanan tangkap;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Usaha

dan Kelembagaan, Seksi Pemasaran dan Promosi, dan Seksi Pembinaan Mutu

Produk. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan;
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b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Kelautan dan Perikanan;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.

Bidang Kelautan dan Pengawasan
Kepala Bidang Kelautan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan

koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem, dan

Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Untuk melaksanakan

tugas kepala bidang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang kelautan
dan pengawasan;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan bidang kelautan dan pengawasan;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.

UPT. Budidaya Perikanan
UPT. Budidaya Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Riau yang secara langsung berhubungan dengan
masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Riau dibidang budidaya. Untuk melaksanakan tugas UPT. Budidaya

Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Sub bagian Tata

Usaha, Seksi Produksi Benih, dan Seksi Pengembangan Benih;
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b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih, dan
Seksi Pengembangan Benih;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Produksi Benih,
dan Seksi Pengembangan Benih;

d. Penyelenggaraan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;

e. Peningkatan kerjasama penegakan hukum kelautan dan perikanan; dan

f.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.

Kepala UPT. Budidaya Perikanan dalam menjalankan tugas melakukan
koordinasi dan evaluasi pada sub bagian Tata usaha, Seksi Produksi Benih, dan
Seksi Pengembangan Benih.

UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan
UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau di bidang Pengendalian
sumberdaya. Untuk melaksanakan tugas UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Sub bagian Tata
Usaha, Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan, dan Seksi Pengujian Mutu
Hasil Perikanan;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Penerapan Mutu Hasil
Perikanan, dan Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Penerapan Mutu
Hasil Perikanan, dan Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;

d. Penyelenggaraan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;

e. Peningkatan kerjasama penegakan hukum kelautan dan perikanan; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan

fungsinya.
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10.

Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas
melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi
Penerapan Mutu Hasil Perikanan, dan Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

UPT. Pelabuhan Perikanan
UPT. Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Riau di bidang Pengendalian sumberdaya. Untuk
melaksanakan tugas UPT. Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Sub bagian Tata
Usaha, Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Seksi
Pelayanan Usaha Perikanan;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Tata Operasional
Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Tata Operasional
Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;

d. Penyelenggaraan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;

e. Peningkatan kerjasama penegakan hukum kelautan dan perikanan; dan

f.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.

Kepala UPT. Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melakukan koordinasi,
fasilitasi dan evaluasi pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Tata Operasional
Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Seksi Pelayanan Usaha Perikanan diwiiayah
kerjanya.

UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah I
UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah I

berkedudukan di Kabupaten Inderagiri Hilir dengan wilayah kerja Kabupaten

Inderagiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan. UPT. Pengendalian Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas

Kelautan dan Perikanan di bidang Pengendalian sumberdaya. Untuk melaksanakan

tugas UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah I

menyelenggarakan fungsi:
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11.

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Sub bagian Tata
Usaha, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Seksi
Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian dan
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Seksi Kerjasama Penegakan Hukum
Kelautan dan Perikanan;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian
dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Seksi Kerjasama Penegakan
Hukum Kelautan dan perikanan;

d. Penyelenggaraan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;

e. Peningkatan kerjasama penegakan hukum kelautan dan perikanan; dan

f.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.

Kepala UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah I
mempunyai tugas melakukan koordinasi fasilitasi dan evaluasi pada Sub bagian
Tata Usaha, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan Wilayah I, Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan
Wilayah I.

UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah II
UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah II

berkedudukan di Kabupaten Bengkalis dengan wilayah kerja kabupaten Bengkalis,

Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Siak. UPT. Pengendalian

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah II mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Pengendalian sumberdaya.

Untuk melaksanakan tugas UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Sub bagian Tata
Usaha, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Seksi
Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan

tugas dan fungsi pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian dan
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12.

Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Seksi Kerjasama Penegakan Hukum

Kelautan dan Perikanan;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraantugas pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian dan
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Seksi Kerjasama Penegakan Hukum
Kelautan dan Perikanan;

d. Penyelenggaraan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;

e. Peningkatan kerjasama penegakan hukum kelautan dan perikanan; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.

Kepala UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah II
mempunyai tugas melakukan koordinasi fasilitasi dan evaluasi pada Sub bagian
Tata Usaha, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan Wilayah II, Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan
Wilayah II.

UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III
UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III

berkedudukan di Kabupaten Rokan Hilir dengan wilayah kerja Kabupaten Rokan

Hilir dan Kota Dumai UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan di

bidang Pengendalian sumberdaya. Untuk melaksanakan tugas UPT. Pengendalian

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Sub bagian Tata
Usaha, Seksi Pengendalian dan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Seksi
Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian dan
pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Seksi Kerjasama Penegakan Hukum
Kelautan dan Perikanan;

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pada Sub bagian Tata Usaha, Seksi Pengendalian
dan pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Seksi Kerjasama Penegakan

Hukum Kelautan dan Perikanan;
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d. Penyelenggaraan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan;

e. Peningkatan kerjasama penegakan hukum kelautan dan perikanan; dan

f.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.

Kepala UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III
mempunyai tugas melakukan koordinasi fasilitasi dan evaluasi pada Sub bagian
Tata Usaha, Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan Wilayah III, Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan
Perikanan Wilayah III.

13. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan
Perikanan dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan. Pengangkatan
kelompok jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Kelompok
jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok
jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.3. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
Penyusunan RPJMD Provinsi Riau 2019 — 2024 berpedoman pada Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 dengan visi
“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam
Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara
Tahun 2025” dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program
pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan jangka panjang daerah khususnya pada tahap/periode keempat RPJPD.
Visi Riau untuk pembangunan selama kurun waktu 2019-2024 memiliki makna

berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul dengan penjelasan sebagai berikut:
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Berdaya Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan

Saing ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan

lingkungan hidup yang lestari.

Sejahtera Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan

meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan
sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.

Bermartabat Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan

berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan
falsafah budaya Melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.

Unggul Menjadikan Riau berprestasi di bidang keagamaan, budaya, seni, dan

olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanaan publik
dan penyelenggaraan pemerintahan

A .

Sedangkan Misi Provinsi Riau tahun 2019 — 2024 adalah sebagai berikut:
Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing
global melalui pembangunan manusia seutuhnya

Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan
lingkungan

Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing
Mewujudkan budaya melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan
Pariwisata yang berdaya saing

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima
berbasis teknologi informasi

Pembangunan di bidang kelautan dan perikanan adalah mewujudkan misi Provinsi

Riau yang ketiga yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan

berdaya saing. Disamping itu melaksanakan 10 program prioritas pembangunan ke

enam vyaitu mewujudkan kemandirian dan daya saing ekonomi daerah dengan

menggerakkan sektor unggulan dan produktif lainnya secara optimal.

Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan

melalui:

1.

2
3.
4

Pengembangan perikanan budidaya laut, payau dan air tawar;
Pengembangan hasil olahan perikanan;
Penangkapan ramah lingkungan dan berkelanjutan;

Pengembangan SD Kelautan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
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Wilayah pesisir dan laut di Provinsi Riau yang luas beserta kekayaan alamnya
memiliki berbagai fungsi penting sebagai penyangga kehidupan dan untuk
dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Riau guna mewujudkan kesejahteraan
hidupnya, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Sumberdaya laut
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Riau menyimpan potensi untuk
tumpuan masa depan. Baik sumber daya alam hayati termasuk ikan, terumbu karang,
mangrove, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumber daya non hayati seperti
minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan
kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis kelautan seperti perikanan,
pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, industri mineral dan bioteknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau, Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau mempunyai peran dalam mencapai sasaran dari
misi kepala daerah yaitu:

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan
lingkungan yang berkelanjutan, sasaran misi kepala daerah yang kedua adalah
meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup

2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
sasaran misi Kepala Daerah yang ketiga adalah menurunnya angka kemiskinan
dan pengangguran. Untuk mencapai sasaran dari misi tersebut, Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Riau menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan
jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau yang akan dicapai.

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, keseimbangan antara
pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya menjadi pertimbangan utama dan harus
diupayakan secara konsisten. Kekayaan sumberdaya perikanan tidak saja dimanfaatkan
untuk masyarakat saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Pada sisi lain,
kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumber daya perikanan sebagai motor
penggerak pembangunan daerah, tercermin dalam pencapaian peningkatan produksi
perikanan budidaya pada beberapa kabupaten/kota, seperti di Kabupaten Kampar,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Pekanbaru.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas perikanan tangkap dan budidaya
perikanan, yakni:

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap direncanakan untuk berlokasi di:

a. Kabupaten Bengkalis yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Rupat

dengan potensi perikanan dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting;
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6.4.

Kabupaten Rokan Hilir yaitu di perairan Selat Malaka dan sekitar Pulau Jemur
dengan potensi perikanan dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting;
Kabupaten Indragiri Hilir (perairan Indragiri Hilir) dengan potensi perikanan

dari jenis ikan pelagis kecil, udang dan kepiting.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri atas:

a.

Budidaya perikanan darat tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota.
Mayoritas kawasan ini terdapat di sepanjang aliran sungai dan anak-anak
sungai

Budidaya perikanan laut diantaranya dikembangkan di Kabupaten Bengkalis,
di pesisir dan perairan laut dangkal sekitar Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat.
Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pulau Padang, Pulau Tebing Tinggi, dan
Pulau Rangsang. Di Kabupaten Rokan Hilir, di pesisir dan perairan laut

dangkal Selat Malaka.

Disamping itu dalam rangka mendukung misi kelima dari Kepala Daerah yakni

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang

Prima Berbasis Teknologi Informasi, maka Dinas Kelautan dan Perikanan

menetapkan tujuan ke dua dari dinas yakni Meningkatkan Kinerja ASN dan

Pelayanan Publik dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan internal OPD

Susunan Organisasi dan Sumberdaya Manusia Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Riau

STRUKTUR ORGANISASI PANGKAT/GOLONGAN PEJABAT
Kepala Dinas IV/d Ir. H. Herman, M. Si
Sekretaris IV/b Fajriyani, SE, M.Si
Kepala Subbag Perencanaan Program I11/C Dedi Erianto, S.Pi, M.Si
Kepala Subbag Kepegawaian dan Umum I1I/c Mardianis, S.ST

Kepala Subbag Keuangan, Perlengkapan dan
Pengolahan Barang Milik Daerah

111/d Nurhasna, S.Pi

Odor Juliana Sidabutar,

Kepala Bidang Perikanan Budidaya II1/d S.Pi

Kepala Seksi Pengembangan Kawasan . . .
Budidaya I11/C Mulyadi, S.Pi, M.Si

Kepala Seksi Produksi dan Usaha Budidaya I11/C Nenny Indrawaty, S.Pi, M.Si
Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan I11/D Ir. Lastri Mei Situmeang
Lingkungan

Kepala Bidang Perikanan Tangkap IV/B Baikal, S.Pi, M.Si

;(I?apnala Seksi Pengendalian Penangkapan IV/A Marahalim, APi, M.Si
Kepala Seksi Penataan Pengelolaan dan 111/D Reny Devi, S.Pi

Pemanfaatan Sumberdaya Perairan
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STRUKTUR ORGANISASI PANGKAT/GOLONGAN PEJABAT
Kepala Seksi Kenelayanan I1I/D Humardani, S.Pi
gepala Bidang Kelautan dan IV/b Ir. Herry Mufti, M.Si
engawasan
Kepala Seksi Tata Ruang Laut dan
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau IV/A Zulmasri, S.Pi, M.Si
Kecil
Kepa_la Seksi Konservasi dan Rehabilitasi 101/C Aprilla Yunita, S.Pi, M.Si
Ekosistem
Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya 111/C Dedek Purwanto, S.Si
Kelautan dan Perikanan
Kepala Bidang Pengolahan dan - " .
Pemasaran Hasil Kelautan dan IV/b Wm_nk Puji Rahayu, S.Pi,
. M.Si
Perikanan
Kepala Seksi Pelayanan Usaha dan IV/A Ir. Yanti Agustina, M.Si
Kelembagaan
Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Produk III/D Yarni Rizal, S.Pi
Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi 111/B gep:y Firmansyah Napitupulu,
Kepala UPT. Budidaya Perikanan IV/b Salman, S.Pi, M.Si
Kepala Subbag Tata Usaha III/c Sinwanus
Kepala Seksi Produksi Benih 111/d Haspami, S.Pi
Kepala Seksi Pengembangan Benih 111/d Sasprijon, S.Pi
Kep_ala UPT. Penerapan Mutu Hasil m1/d Ir. Fetrina Ampera
Perikanan
Kepala Subbag Tata Usaha III/c Asih Yuliati, S.Si
gepala Seksi Penerapan Mutu Hasil 1I1/c Lucky Syarif, S.Pi
erikanan
Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan 111/d Ir. Dian Sofiaty
Kepala UPT. Pelabuhan Perikanan 1IV/B Indra Rahman, S.STP, M.S
Kepala Subbag Tata Usaha 111/d Susilawati, S.Pi
Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan 111/d DR. Fauzul Amri, S.Pi, M.Si
Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan 111/d Ir. Bernadine
dan Kesyahbandaran
Kepala UPT. Pengendalian Sumberdaya -
Kelautan dan Perikanan Wilayah I 11id Syahjuri, ST, MH
Kepala Subbag Tata Usaha III/c H. Ruslan, S.PdI
Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan . .
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 1l/d Apriansyah, S.Pi
Kepala Seksi Kerja Sama Penegakan Hukum . .
Kelautan dan Perikanan 11/c Said Abdullah, S.Pi
Kepala UPT. Pengendalian Sumbedaya .
Kelautan dan Perikanan Wilayah II Iv/8 Drs. Tarman, M.Si
Kepala Subbag Tata Usaha III/c Rahmat Hidayat, S.Sos
Kepala Seksi Ker]_a Sama Penegakan Hukum 11/d Zuhdi Trfan, S.Pi
Kelautan dan Perikanan
Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan .
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 1l/d Drs. Kamar Arifin
Kepala UPT. Pengendalian Sumbedaya .
Kelautan dan Perikanan Wilayah II1 IV/A Hermanto, S.Pi
Kepala Subbag Tata Usaha 111/d Willi Irawan, S.Pi
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STRUKTUR ORGANISASI PANGKAT/GOLONGAN PEJABAT
Kepala Seksi KerJ_a Sama Penegakan Hukum IV/A Marahalim Silalahi, A.Pi, M.Si
Kelautan dan Perikanan
Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan . .
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan li/c Hidayat, S.Pi

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksanan Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan,

Provinsi Riau

KFPAI A DINAS

R SUBBAGIAN R SUBBAGIAN R SUBBAGIAN N SUBBAGIAN N SUBBAGIAN N SUBBAGIAN
TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA
kS| EKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
R PROBUKS! )] PENERAPANMUTU | L[ PELAYANAN USAHA PENGENDALIAN DAN PENGENDALIAN DAN PENGENDALIAN DAN
HASIL PERIKANAN PERIKANAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN
RENIH 14
SUMBERDAYA KP SUMBERDAYA KP SUMBERDAYA KP
WILAYAH | WILAYAH Il WILAYAH ll
SEKS] SEKSI SEKSI
PENGUJIAN MUTU TATA OPERASIONAL
> PENGEMBANGAN Pl (iasic PERIKANAN PELABUHAN DAN SEKSI SEKSI SEKSI
KFSYAHRANDARAN KERJASAMA KERJASAMA KERJASAMA
P| PENEGAKAN HUKUM | Bp| PENEGAKAN HUKUM | Wb PENEGAKAN HUKUM
KP WILAYAH | KP WILAYAH I KP WILAYAH Il

A 4

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Riau didukung oleh sumberdaya manusia (SDM). SDM Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan

Tenaga Harian Lepas (THL). Jumlah ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi Riau sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 126 orang dan

Jumlah THL berjumlah 94 orang yang terdiri dari:

a. Golongan IV 18 orang
b. Golongan III 94 orang
c. Golongan II 14 orang
d. Golongan I 0 orang
e. Honorer : 94 orang

Jumlah : 220 orang
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Tabel 6.1
Jumlah ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2021
ESELON NON ESELON JUMLAH
GOLONGAN/ TENAGA FUNGSIONAL STAF HOHORER
RUANG I |1 |m|Iv
PENDIDIKAN KESEHATAN LAINNYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Golongan IV/e
Golongan Iv/d 1 1
Golongan IV/c 1 1
Golongan IV/b 4 1 5
Golongan IV/a 4 3 4 11
é%?:::;an v ) 1 8 3 B B ) 6 B 18
Golongan I11/d 3 |16 23 42
Golongan IIl/c 14 1 12 27
Golongan I1I/b 17 17
Golongan IIl/a 2 6 8
él:)';:::;an I - 3|3 i i 3 58 - 94
Golongan 1I/d 8
Golongan II/c 3 4
Golongan II/b 2
Golongan II/a
-:i‘:;;::::an II - ) ) ) ) ) 14 ) 14
Golongan I/d
Golongan I/c
Golongan I/b
Golongan I/a
Jumlah R R . R . _ . _ R R
Golongan I
::;:: v::im'ah - 1] 1133 - - 3 78 - 126
Honorer o4 o4
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BAB 7
PENUTUP
Nilai bersih aset Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan

Perikanan Propinsi Riau per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp97.827.240.384,94,

kewajiban per 31 Desember 2021 Rp97.190.119,00 dan nilai ekuitas per 31 Desember

2021 Rp97.730.050.265,94
Surplus/defisit Laporan Operasional periode Tahun Anggaran 2021 adalah

(Rp35.541.216.065,64) berasal dari penerimaan pendapatan sebesar

Rp1.852.694.500,00 dikurangi beban operasional sebesar Rp37.393.910.403.565,64.
Realisasi pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau sebesar pada

Tahun 2021 sebesar Rp1.852.694.500,00 atau 142.51% dari yang dianggarkan sebesar

Rp1,300,000,000.00 sedangkan Realisasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Riau Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 38.467.834.414,94 atau 92.73% dari

jumlah yang dianggarkan sebesar Rp 41.482.456.227,00 dengan sisa anggaran

Rp3.014.621.812,06 atau 7.27%.

Secara keseluruhan pencapaian realisasi belanja selama Tahun Anggaran 2021
dapat diuraikan sebagai berikut:

. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 33.231.189.957,60 atau 92.90% dari jumlah
yang dianggarkan sebesar Rp 35.772.439.394,00 dengan sisa anggaran sebesar
Rp2.541.249.436,40 atau 7.10%

o Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 5.236.644.457,34 atau 91.71% dari jumlah
yang dianggarkan sebesar Rp5.710.016.833,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp
473.372.375,66 atau 8.29%.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Riau yang dapat kami sampaikan.

Pekanbaru, 24 Mei 2022
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19630512 199303 1 006
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR
REKENING
1 2 3 4 5 6
1.3.01. Tanah 21,979,698,000.00 10,794,878,000.00 10,111,798,000.00 22,662,778,000.00
1.3.01.01.01. |Tanah Persil 11,867,900,000.00 10,794,878,000.00 - 22,662,778,000.00
1.3.01.01.02. | Tanah Non Persil 9,692,000,000.00 - 9,692,000,000.00 -
1.3.01.01.03. |Lapangan 419,798,000.00 - 419,798,000.00
1.3.02. Peralatan dan Mesin 79,022,250,517.03 44,374,043,442.97 46,119,164,351.99 77,277,129,608.01
1.3.02.01.01. |Alat Besar Darat 3,449,040,000.00 - - 3,449,040,000.00
1.3.02.01.02. |Alat Besar Apung - - - -
1.3.02.01.03. |Alat Bantu 482,189,000.00 84,305,000.00 7,149,000.00 559,345,000.00
1.3.02.02.01. |Alat Angkutan Darat Bermotor 4,313,863,598.70 1,645,474,094.00 - 5,959,337,692.70
1.3.02.02.02. |Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 89,864,900.00 2.00 1,195,202.00 88,669,700.00
1.3.02.02.03. |Alat Angkutan Apung Bermotor 12,565,273,248.20 29,700,000.00 - 12,594,973,248.20
1.3.02.02.04. |Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 259,814,000.00 259,814,000.00 259,814,000.00 259,814,000.00
1.3.02.02.05. |Alat Angkutan Bermotor Udara - - - -
1.3.02.03.01. |Alat Bengkel Bermesin 827,581,950.00 - 329,955,200.00 497,626,750.00
1.3.02.03.02. |Alat Bengkel Tak Bermesin 31,601,300.00 12,334,000.00 5,434,000.00 38,501,300.00
1.3.02.03.03. |Alat Ukur 403,890,325.01 122,185,000.00 194,093,100.00 331,982,225.01
1.3.02.04.01. |Alat Pengolahan 37,233,014,418.23 36,740,240,554.92 39,067,015,724.32 34,906,239,248.83
1.3.02.05.01. |Alat Kantor 3,194,173,711.09 515,001,568.35 1,135,851,316.49 2,573,323,962.95
1.3.02.05.02. |Alat Rumah Tangga 7,805,319,561.27 943,562,191.14 2,460,660,698.70 6,288,221,053.71
1.3.02.05.03. |Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 868,687,884.58 63,782,058.00 190,050,847.00 742,419,095.58
1.3.02.06.01. |Alat Studio 712,979,579.62 568,693,923.00 386,524,923.00 895,148,579.62
1.3.02.06.02.  |Alat Komunikasi 673,953,752.88 182,371,308.51 371,807,808.51 484,517,252.88
1.3.02.06.03. |Peralatan Pemancar - 192,500,000.00 - 192,500,000.00
1.3.02.06.04. |Peralatan Komunikasi Navigasi - 3,600,000.00 - 3,600,000.00
1.3.02.07.01. |Alat Kedokteran 53,600,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 53,600,000.00
1.3.02.07.02. |Alat Kesehatan Umum - - - -
1.3.02.08.01. |Unit Alat Laboratorium 1,761,858,916.51 1,578,640,002.00 120,569,439.92 3,219,929,478.59
1.3.02.08.02.  |Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir - - - -
1.3.02.08.03. |Alat Peraga Praktik Sekolah - - -
1.3.02.08.04. |Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika - - -
1.3.02.08.05. |Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan - - -
1.3.02.08.06. Radiation Application and Non Destructive Testing : : :
Laboratory Lainnya
1.3.02.08.07. |Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 340,754,300.00 82,670,000.00 - 423,424,300.00
1.3.02.08.08. |Peralatan Laboratorium Hydrodinamica - - - -
1.3.02.08.09. |Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan
Instrumentasi ) ) )
1.3.02.09.01. |Senjata Api - - - -
1.3.02.09.02. |Persenjataan Non Senjata Api 195,603,400.00 - 62,052,000.00 133,551,400.00
1.3.02.10.01. |Komputer Unit 2,754,170,826.86 212,803,778.00 363,052,500.00 2,603,922,104.86
1.3.02.10.02. |Peralatan Komputer 1,005,015,844.08 540,254,036.06 567,826,665.06 977,443,215.08
1.3.02.11.01. |Alat Eksplorasi Topografi - - - -
1.3.02.11.02. |Alat Eksplorasi Geofisika - - -
1.3.02.12.01. |Alat Pengeboran Mesin - - -
1.3.02.12.02. |Alat Pengeboran Non Mesin - - -
1.3.02.13.01.  |Sumur - 592,111,926.99 592,111,926.99
1.3.02.13.02.  |Produksi - - -
1.3.02.13.03. |Pengolahan dan Pemurnian - - -
1.3.02.14.01. |Alat Bantu Eksplorasi - - -
1.3.02.14.02.  |Alat Bantu Produksi - - -
1.3.02.15.01. |Alat Deteksi - - -
1.3.02.15.02. |Alat Pelindung - - -
1.3.02.15.03. |Alat SAR - - -
1.3.02.15.04. |Alat Kerja Penerbangan - - -
1.3.02.16.01. |Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan - - -
1.3.02.17.01. |Unit Peralatan Proses/Produksi - - -
1.3.02.18.01. |Rambu-rambu Lalu Lintas Darat - - -
1.3.02.18.02. |Rambu-rambu Lalu Lintas Udara - - -
1.3.02.18.03. |Rambu-rambu Lalu Lintas Laut - - -
1.3.02.19.01. |Peralatan Olahraga - - -
1.3.03. Gedung dan Bangunan 33,069,043,363.26 18,723,037,916.75 675,676,515.00 51,116,404,765.01
1.3.03.01.01. |Bangunan Gedung Tempat Kerja 30,081,328,463.26 18,287,727,906.75 675,676,515.00 47,693,379,855.01
1.3.03.01.02. |Bangunan Gedung Tempat Tinggal 628,555,400.00 215,907,107.00 - 844,462,507.00
1.3.03.02.01. |Candi/Tugu Peringatan/Prasasti - - - -
1.3.03.03.01. |Bangunan Menara Perambuan - - - -
1.3.03.04.01. |Tugu/Tanda Batas 2,359,159,500.00 219,402,903.00 - 2,578,562,403.00
1.3.04. Jalan, Jaringan, dan Irigasi 48,350,240,772.18 3,572,120,828.39 12,505,358,062.80 39,417,003,537.77
1.3.04.01.01. |Jalan 3,163,580,281.87 1,130,484,376.20 - 4,294,064,658.07
1.3.04.01.02. |Jembatan 6,000,755,740.16 - - 6,000,755,740.16
1.3.04.02.01. |Bangunan Air Irigasi 16,625,435,812.51 24,364,240.00 2,200,000.00 16,647,600,052.51
1.3.04.02.02. |Bangunan Pengairan Pasang Surut 4,580,667,075.00 - - 4,580,667,075.00
1.3.04.02.03. |Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 744,741,000.00 - - 744,741,000.00
1.3.04.02.04. |Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan -
Penanggulangan Bencana Alam ) ) )
1.3.04.02.05. ;B_::g;man Pengembangan Sumber Air dan Air 267,000,000.00 803.910,372.99 . 1,070,910,372.99
1.3.04.02.06. |Bangunan Air Bersih/Air Baku 13,752,958,425.80 1,196,362,554.00 12,051,179,900.80 2,898,141,079.00
1.3.04.02.07. |Bangunan Air Kotor 623,878,075.00 198,126,823.20 - 822,004,898.20
1.3.04.03.01. |Instalasi Air Bersih/Air Baku 286,542,492.64 218,872,462.00 451,978,162.00 53,436,792.64
1.3.04.03.02. |Instalasi Air Kotor - - - -
1.3.04.03.03. |Instalasi Pengolahan Sampah - - -
1.3.04.03.04. |Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan - - -
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KODE

REKENING URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR
1 2 3 4 5 6
1.3.04.03.05. |Instalasi Pembangkit Listrik - - - -
1.3.04.03.06. |Instalasi Gardu Listrik 465,868,045.00 - - 465,868,045.00
1.3.04.03.07. |Instalasi Pertahanan - - - -
1.3.04.03.08. |Instalasi Gas - - -
1.3.04.03.09. |Instalasi Pengaman - - -
1.3.04.03.10. |Instalasi Lain - - - -
1.3.04.04.01. |Jaringan Air Minum 300,942,317.93 - - 300,942,317.93
1.3.04.04.02. |Jaringan Listrik 1,456,259,206.27 - - 1,456,259,206.27
1.3.04.04.03.  |Jaringan Telepon 81,612,300.00 - - 81,612,300.00
1.3.04.04.04. |Jaringan Gas - - - -
1.3.05. Aset Tetap Lainnya 2,617,300,947.37 2,039,863,747.37 1,566,413,747.37 3,090,750,947.37
1.3.05.01.01. |Bahan Perpustakaan Tercetak 502,500,500.00 149,000,000.00 - 651,500,500.00
1.3.05.01.02. |Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro - - - B
1.3.05.01.03. |Kartografi, Naskah dan Lukisan 380,635,000.00 98,800,000.00 - 479,435,000.00
1.3.05.01.04. |Musik - - R B
1.3.05.01.05. |Karya Grafika (Graphic Material) - R R
1.3.05.01.06. |Three Dimensional Artifacts and Realita - - -
1.3.05.01.07. |Tarscalt - - - -
1.3.05.02.01. |Barang Bercorak Kesenian 1,400,000.00 - - 1,400,000.00
1.3.05.02.02. |Alat Bercorak Kebudayaan 21,232,000.00 - - 21,232,000.00
1.3.05.02.03. |Tanda Penghargaan - - - -
1.3.05.03.01. |Hewan Piaraan - - -
1.3.05.03.02. |Ternak 255,856,097.77 - 255,856,097.77
1.3.05.03.03. |Hewan Lainnya 1,310,557,649.60 - 1,310,557,649.60 -
1.3.05.04.01. |lkan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) - 1,698,763,747.37 - 1,698,763,747.37
1.3.05.04.02. Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan B 49,700,000.00 B 49,700,000.00
Sebangsanya)
1.3.05.04.03. |Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita,
Siput, dan Sebangsanya) ) ) )
1.3.05.04.04. |Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya) - - -
1.3.05.04.05. |Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya) B B B
1.3.05.04.06. |Amphibia (Kodok dan Sebangsanya) - - -
1.3.05.04.07. |Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular
Air, dan Sebangsanya) ) ) )
1.3.05.04.08. |Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan
Sebangsanya) ) ) )
1.3.05.04.09. |Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan B B i
Lain yang Hidup di dalam Air)
1.3.05.04.10. |Biota Perairan Lainnya - 43,600,000.00 - 43,600,000.00
1.3.05.05.01. |Tanaman 45,369,700.00 - - 45,369,700.00
1.3.05.06.01. |Barang Koleksi Non Budaya - - - -
1.3.05.07.01. |Aset Tetap Dalam Renovasi 99,750,000.00 - - 99,750,000.00
1.3.06. Konstruksi Dalam Pengerjaan 2,362,426,100.00 - 2,362,426,100.00
1.3.06.01.01. |Konstruksi Dalam Pengerjaan 2,362,426,100.00 - - 2,362,426,100.00
1.3.07. Akumulasi Penyusutan (100,064,572,649.13) (94,849,283,221.79) (91,150,647,330.60) (103,763,208,540.32)
1.3.07.01.01. |Akumulasi Penyusutan Alat Besar (2,980,936,071.30) (3,392,713,571.24) (2,965,956,857.02) (3,407,692,785.52)
1.3.07.01.02. |Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan (15,966,961,287.48) (18,431,130,847.72) (15,708,342,487.48) (18,689,749,647.72)
1.3.07.01.03. |Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur (1,075,427,130.01) (911,781,130.00) (1,210,366,065.00) (776,842,195.01)
1.3.07.01.04. |Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian (36,928,097,485.47) (37,557,138,150.35) (39,730,764,074.49) (34,754,471,561.33)
1.3.07.01.05. |Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (10,756,135,317.97) (6,945,241,044.16) (8,920,326,736.04) (8,781,049,626.09)
1.3.07.01.06. él;trjnrz:?asrl Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan (1.299,504.201.5) (990,355,213.57) (922,305,393.01) (1,367,554,022.08)
1.3.07.01.07. |Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan (50,400,000.00) (51,200,000.00) (50,400,000.00) (51,200,000.00)
1.3.07.01.08. |Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium (1,602,370,980.05) (2,599,352,778.26) (1,019,481,102.06) (3,182,242,656.25)
1.3.07.01.09. |Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan (166,809,400.00) (32,860,200.00) (75,712,700.00) (123,956,900.00)
1.3.07.01.10. |Akumulasi Penyusutan Komputer (3,591,085,051.54) (3,599,093,014.06) (3,786,185,702.05) (3,403,992,363.55)
1.3.07.01.11. |Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi - - R B
1.3.07.01.12. |Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran - R R
1.3.07.01.13. |Akumulasi Penyusutan Alat Produksi,
Pengolahan, dan Pemurnian ) B °
1.3.07.01.14. |Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi - - -
1.3.07.01.15. |Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja - - -
1.3.07.01.16. |Akumulasi Penyusutan Alat Peraga - - -
1.3.07.01.17. |Akumulasi Penyusutan Peralatan
Proses/Produksi ) ) )
1.3.07.01.18. |Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu - - -
1.3.07.01.19. |Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga - - - -
1.3.07.02.01. |Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (14,018,161,986.56) (7,464,984,655.02) (5,375,259,025.16) (16,107,887,616.42)
1.3.07.02.02. |Akumulasi Penyusutan Monumen - - - -
1.3.07.02.03. |Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara - - - -
1.3.07.02.04. |Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas - (761,660,859.53) - (761,660,859.53)
1.3.07.03.01. |Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan (4,123,159,293.13) (4,738,350,105.88) (4,123,159,293.13) (4,738,350,105.88)
1.3.07.03.02. |Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (6,398,508,747.24) (6,559,196,660.13) (6,435,885,923.89) (6,521,819,483.48)
1.3.07.03.03. |Akumulasi Penyusutan Instalasi (175,852,130.43) (40,847,180.46) (118,422,067.50) (98,277,243.39)
1.3.07.03.04. |Akumulasi Penyusutan Jaringan (809,712,816.43) (673,255,311.41) (608,329,903.77) (874,638,224.07)
1.3.07.04.01. Akumglasi Penyusutan Barang Bercorak (121,450,750.00) (372,500.00) (99,750,000.00) (22,073,250.00)
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1.3.07.04.02. |Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi - (99,750,000.00) - (99,750,000.00)
JUMLAH 87,336,387,050.71 (15,345,339,286.31) (20,172,236,653.44)]  92,163,284,417.84

PEKANBARU, 24 MEI 2022
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI RIAU
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Rekening Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
1 2 3 4 5 6
1.5.01. Tagihan Jangka Panjang - - -
1.5.01.01.01. Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara R R R -
Golongan Ill
1.5.01.01.02. Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan B B B -
Dinas
1.5.01.02.01. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap R R R -
Bendahara
1.5.01.02.02. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai B B B -
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1.5.02. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - -
1.5.02.01.01. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - - -
1.5.03. Aset Tidak Berwujud 220,800,000.00 - 220,800,000.00
1.5.03.01.01. Aset Tidak Berwujud 220,800,000.00 - - 220,800,000.00
1.5.04. Aset Lain-lain 14,218,222,164.64 4,066,520,169.12 21,045,000.00 18,263,697,333.76
1.5.04.01.01. Aset Lain-lain 14,218,222,164.64 4,066,520,169.12 21,045,000.00 18,263,697,333.76
1.5.05. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (171,000,000.00) (171,000,000.00) (171,000,000.00) (171,000,000.00)
1.5.05.01.01. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (171,000,000.00) (171,000,000.00) (171,000,000.00) (171,000,000.00)
1.5.06. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (9,494,906,439.64) (3,696,857,789.02) (21,045,000.00) (13,170,719,228.66)
1.5.06.01.01. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak (9 494.906.439 64) (3 696 857.789 02) (21 045,000 00) (13’1701719228.66)
Ketiga f ’ f . s s , . s y .
JUMLAH 4,773,115,725.00 198,662,380.10 (171,000,000.00) 5,142,778,105.10

PEKANBARU, 24 MEI 2022
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19630512 199303 1 006
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REKAPITULASI ASET PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2021
MUTASI 2021
BERTAMBAH
SALDO PER 31 REKLAS ANTAR
BELANJA BELANJA RELAS DARI ASET DAN
ASET DESEMBER 2019
AUDITED BELANJA MODAL KAPITALISASI | KAPITALISASI | KAPITALISASI DISERAHKAN KE | BARANG DAN ASET ASET LAINNYA RELAS DARI ASET MUTASI BEBAN AKUMULASI PENAMBAHAN KOREKSI TOTAL
( ) (SP2D) HIBAH MASUK BELANJA BARANG & DARI BELANJA PIHAK KETIGA | JASA MENJADI TETAP/REKLAS KE ASET TETAP KE ASET ANTAR OPD PENYUSUTAN PENYUSUTAN ASET DARI AKUMULASI PENAMBAHAN
PEGAWAI JASA PEMELIHARAAN MENJADI ASET KDP AD:-ESNAY?AET TETAP LAINNYA TAHUN BERJALAN BARU DICATAT UTANG BELANJA| PENYUSUTAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18

ASET TETAP
Tanah 21,979,698,000.00 - 683,080,000.00 - - - - 10,111,798,000.00 - 10,794,878,000.00
Peralatan dan Mesin 79,022,250,517.03 1,303,202,081.99 4,476,779,050.00 - - - - 38,594,062,310.98 - 44,374,043,442.97
Gedung dan Bangunan 33,069,043,363.26 2,706,117,713.95 3,872,827,505.00 - - - - 12,144,092,697.80 - 18,723,037,916.75
Jalan, Irigasi dan Jaringan 48,350,240,772.18 1,227,324,661.40 1,111,235,960.00 - - - - 1,233,560,206.99 - 3,572,120,828.39
Aset Tetap Lainnya 2,617,300,947.37 - 473,450,000.00 - - - - 1,566,413,747.37 - 2,039,863,747.37
Konstruksi dalam pengerjaan 2,362,426,100.00 - - - - - - - - - - -
Akumulasi Penyusutan (100,064,572,649.13) - (6,306,034,569.07) - - - - (84,211,060,089.68) - (4,329,339,383.04) (2,849,180.00)|  (94,849,283,221.79)
JUMLAH ASET TETAP 87,336,387,050.71 5,236,644,457.34 4,311,337,945.93 - - - - (20,561,133,126.54) - (4,329,339,383.04) - - (2,849,180.00)|  (15,345,339,286.31)
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang - - - - - - - -
Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - - - - - - -
Aset Tidak Berwujud 220,800,000.00 - - - - - - - - -
Aset Lain-lain 14,218,222,164.64 - - - - - - 4,066,520,169.12 - 4,066,520,169.12
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (171,000,000.00) - - - - - (171,000,000.00) - - (171,000,000.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (9,494,906,439.64) - - - - - - (3,696,857,789.02) - (3,696,857,789.02)
JUMLAH ASET LAINNYA 4,773,115,725.00 - - - - - - (171,000,000.00) 369,662,380.10 - - - - - 198,662,380.10

JUMLAH 92,109,502,775.71 5,236,644,457.34 4,311,337,945.93 - - - - - (20,732,133,126.54) - 369,662,380.10 - (4,329,339,383.04) - - (2,849,180.00)|  (15,146,676,906.21)

PEKANBARU, 24 MEI 2022
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630512 199303 1 006
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REKAPITULASI ASET PROVINSI RIAU
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2021
MUTASI 2021
BERKURANG
DED/JASA SALDO AKHIR 31
ASET HIBAHDAN | snakanimus | REKLAS KEASET | REKLAS DARIASET | REKLAS DARI RE%ﬁm&H: = MUTASIANTAR | REKLAS KE DOlIJ(:FEEgI-s\!I'AT PEbﬂﬁgAN KONSULTASI Aﬁgzﬁﬁlsl TOTAL DESEMBER 2020
PENJUALAN BANTUAN EKSTRAKOMPTABL | TETAP KE ASET  |ASET LAINNYA KE PERENCANAAN/SOF
SOSIAL NAH E LAINNYA ASET TETAP ANTAR ASET OPD ASET LANCAR TAHUN BELANJA TWARE MENJADI | AKIBATREKLAS | PENGURANGAN
LAINNYA SEBELUMNYA MODAL BEBAN ASET TETAP
1 2 3 4 5 6 7 [] 9 10 1 12 13 14 15 16
ASET TETAP
Tanah - - - - - - 10,111,798,000.00 - - - - - - 10,111,798,000.00 22,662,778,000.00
Peralatan dan Mesin - - 3,242,729,451.90 5,150,093.00 3,673,226,569.12 - 39,186,174,237.97 - 11,884,000.00 - - - - 46,119,164,351.99 77,277,129,608.01
Gedung dan Bangunan - - - - - 675,676,515.00 - - - - - - 675,676,515.00 51,116,404,765.01
Jalan, Irigasi dan Jaringan - - 2,200,000.00 393,293,600.00 - 12,109,864,462.80 - - - - - - 12,505,358,062.80 39,417,003,537.77
Aset Tetap Lainnya - - - - 1,566,413,747.37 - - - - - - 1,566,413,747.37 3,090,750,947.37
Konstruksi dalam pengerjaan - - - - - - - - - - - - - - 2,362,426,100.00
Akumulasi Penyusutan - - (3,242,729,451.90) - (3,696,857,789.02) - (84,211,060,089.68) - - - - - - (91,150,647,330.60) (103,763,208,540.32)
JUMLAH ASET TETAP - - - 7,350,093.00 369,662,380.10 - (20,561,133,126.54) - 11,884,000.00 - - - - (20,172,236,653.44) 92,163,284,417.84
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang - - - - - - - - - - - -
Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - - - - - - - - - - - -
Aset Tidak Berwujud - - - - - - - - - - - - - 220,800,000.00
Aset Lain-lain - - 21,045,000.00 - - - - - - - - - 21,045,000.00 18,263,697,333.76
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - - - - - (171,000,000.00) - - - - - - (171,000,000.00) (171,000,000.00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya - - (21,045,000.00) - - - - - - - - - (21,045,000.00) (13,170,719,228.66)
JUMLAH ASET LAINNYA = 5 - 5 - 5 (171,000,000.00) - - - - - - (171,000,000.00) 5,142,778,105.10
JUMLAH - - - 7,350,093.00 369,662,380.10 - (20,732,133,126.54) - 11,884,000.00 - - - - (20,343,236,653.44) 97,306,062,522.94

PEKANBARU, 24 MEI 2022
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU

Ir. H. HERMAN, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630512 199303 1 006




